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SUMMARY

Kemiskinan adalah persoalan struktural dan multidimensional, mencakup
politik, ekonomi, asset dan lain-lain yang saling terkait dan saling mengunci, dan
akhirnya secara akumulasi memperlemah masyarakat miskin (lemahnya etos kerja dan
rendahnya perlawanan terhadapa berba | persoalan hidup yang dlhadapl cepat putus

mlskln sebanyak 14 lea atau seﬁﬁ 47% Walpun terjadi penurunan dari

Iatlgaﬂg\\
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dari program va

kemiskinan, ku ‘angnya --__;,-7 angan | epada
sesama, meng omodasi? [ potens

Model e ang "Sele
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sebuah program yang mencobm aktkan® terobosan dengan pemlklran bahwa
masalah kemiskinan lebih di akibatkan karena hancurnya modal sosial dan sendi-sendi
kemasyarakatan yang ditandai dengan lunturnya nilai universal kemanusiaan sehingga
penanggulangan kemiskinan dilakukan melalalui kegiatan-kegiatan penyadaran
“Pendidikan Kritis” sebagai proses penyadaran dan pembangkitan nilai-nilai
kemanusiaan tersebut, dengan demikian membangun manusia menjadi penting dalam
pembangunan atau penyelesaian permasalahan kemiskinan, karena hal ini akan
menggeser cara pandang baru yang akhirnya akan menggerakan manusia itu sendiri
untuk mengupayakan peningkatan kualitas hidupnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa proses pendidikan
kritis yang dilakukan sebagai model pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan
pada pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di
kelurahan Tegalrejo, kecamatan Argomulyo kota Salatiga. Penelitian ini termasuk
penelitian studi kasus (kualitatif), pendekatan model yang digunakan adalah CIPP
(Context, Input, Process, Product). Pengambilan sampelnya dengan menggunakan
purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara
mendalam (in-depth interview), diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion),

XiX



observasi berperan penuh dan mencatat dokumen (content analysis). Teknik
analisisnya menggunakan model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pendidikan Kkritis sangat
dipengaruhi oleh latarbelakang sosial budaya masyarakat (context), masukan-masukan
yang mendudukung kelancaran proses pendidikan kritis (input), dan pelaksanaan
proses pendidikan kritis itu sendiri (process) yang membutuhkan komitmen dan terus
menerus dilakukan sehingga terjadig@depsi inovasi dan divusi inovasi. Kapasitas
pemandu (fasmtator) dz S ingi proses pelaksanaan SIk|US

XX



SUMMARY

Poverty is a structural and multidimensional problem, covering political,
economic, and other assets are interrelated and interlocking, and finally the
accumulation weakens the poor (lack of work ethic and low resistance to various
life problems encountered, quickly discouraged). Depa Naryan et al (In the
Collection of Basic Training Modules Facilitator PNPM-P2KP, 2007: 2).
According to the BPS in 2009 in the town of Salatiga number of poor people as
much as 14 100 inhabitants or approximately 8.47% despite a decline from year to
year starting from 2005 bul: still remains a concern of Salatlga city’s government

%1

to mitigate them. A
! ; have been. /idely implemented by
various methods g@fd approaches, real 0 sig |f| ant changes occur even

many povertyp ograms that lead to dependency‘anddestroy existing social capital
in communities, The desigr programs that oftéputs people only as objects
and not give @ conSideral form a critieal stud: ( of the causes of
poverty, Iac ‘of sti aulati munity for®more ¢ e for others, to
accommodats potentl and jointk ced. 4

Poverty redu on progra

ay from what is called
¢-to getfinvolved and learn
rogram that tries to make a
poverty arises because the
destruction of sot sChardCtesiZed by the erosion of
universal humanity so tha e ’ one™ hrough awareness-raising
activities "Critical EAUG t| as the proces s of kaising awareness and generating
value-humanitarian values; t buildingsa nan to be important in the
development or problem solving of po erty, as this would shift the new way of
thinking will ultimately drive the man himself to work on improving the quality of
life.

part|C|patory de velop
critical in the developm roc
breakthrough in thlnkln -~ that

This study aims to assess and analyze critical educational processes
conducted as a model approach in poverty reduction on the implementation of the
Urban Poverty Program (P2KP) in the village Tegalrejo, Argomulyo district town
of Salatiga. This research includes case study research (qualitative), the approach
used is the CIPP model (Context, Input, Process, Product). Taking the sample
using purposive sampling. Technique of data collection used is wawancara
mendalam  (in-depth interviews), diskusi kelompok terarah (Focus Group
Discussion), observations into full play and record the document (content
analysis). Analysis techniques using the interactive analysis model.

The results showed that the process of critical education is strongly
influenced by social and cultural background (context), the inputs that support the
smooth process of critical education (input), and the implementation of critical
educational process itself (process) that needs commitments and continue to be
done so occurs innovation adoption and diffusion of innovation. Guide capacity
(facilitator) to train and assist the implementation process P2KP cycle as a process

XXi



of critical education and the election of actors who have the commitment and
good credibility, so that critical educational process will run better and sustainable
in order to shift the way of new and changing the mindset of society which will
ultimately drive the man himself to work on improving the quality of life.
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A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan sosial

perluasan kesempat j
bantuan gsurﬁi jug
tah%O

harga BE 2005
P

kemiskinandi Indo%

di Jawa Tengah telah mengalami penurunan namun pada hakekatnya
jumlahnya masih relatif tinggi, hal ini mengharuskan upaya penanggulangan
kemiskinan memerlukan kerja keras dan serius dari seluruh pemangku
kepentingan baik, pemerintah Pusat, Daerah maupun seluruh komponen
(Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM dan lain-lain) (BPS

Provinsi Jawa Tengah, 2010).

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multidimensional,
mencakup politik, sosial, ekonomi, asset dan lain-lain dengan akar

permasalahan terletak pada sistem ekonomi politik bangsa yang bersangkutan



di mana masyarakat menjadi miskin, oleh karena adanya kebijakan ekonomi
dan politik yang kurang menguntungkan mereka, sehingga mereka tidak
mempunyai akses yang memadai ke sumberdaya - sumberdaya kunci yang
dibutuhkan, untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, akibatnya

mereka hidup di bawah standar yang tidak lagi dianggap manusiawi baik dari

aspek ekonomi, asp€k pemenuhan kebutuhan TfiSik, aspek sosial dan secara

Jay ti

hanya bisa menerima nasib (bukan pasrah tetapi putus asa), selain itu juga

memasrahkan semua apa yang terjadi adalah tugas dari pemerintah padahal
mereka sendiri sebagai masyarakat juga ikut bertanggungjawab dengan apa
yang terjadi pada diri mereka sendiri. Kebiasaan buruk yang terpaksa mereka
lakukan dalam rangka jalan pintas untuk mempertahankan hidup mereka yang
bila berlarut-larut akan menghasilkan budaya kemiskinan yang sulit
diberantas.

Di sisi lain selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan

kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar



atau di tataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi
politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Orientasi berbagai program
penanggulangan kemiskinan yang hanya menitikberatkan pada salah satu
dimensi dari gejala-gejala kemiskinan misalnya hanya diarahkan pada

meningkatkan penghasilan masyarakat miskin melalui berbagai program

ekonomi untuk g i asyarakat miskin seperti

parsial, sekto yadar et ebab kemiskinan itu
sendiri. tidak mampu
menumbuhkan kema an_.masyarakatgyang pada akhirnya tidak akan
mampu mewujudkan aspek keberlanjutan  (sustainability) dari program-
program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Kesalahan mendasar saat ini adalah melihat kemiskinan sebagai
ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang
disebabkan oleh rendahnya penghasilan (aspek ekonomi) mereka, sehingga
pemecahan yang logis adalah dengan meningkatkan penghasilan. Peningkatan
penghasilan di sini seolah-olah menjadi obat yang mujarab terhadap semua

persoalan kemiskinan, tetapi apa yang terjadi selama ini ternyata upaya

penanggulangan kemsikinan hanya melihat pada penyelesaian ciri fisik



kemiskinan yang terlihat dari luar saja, tidak sampai kepada akar
permasalahan kemiskinannya yang berupa nilai-nilai baik dari manusia
(kejujuran, keadilan, keihklasan, dapat dipercaya, kesetaraan dan kesatuan
dalam keragaman), sehingga program penanggulangan kemiskinan tidak akan

pernah menyelesaikan permasalahan kemiskinan itu sendiri, karena sebetulnya

akar dari kemiskipa@n bukan pada penghasilarmiy(gejala-gejala kemiskinan)

gbahkan sudah sampai kepada
melakukan upaya-upaya penanggulangannya tetapi juga masih pada tataran
gejala-gejala kemiskinan saja. Diskusi mengenai akar permasalahan atau
penyebab kemiskinan hampir selalu dihindari atau malah sering ditabukan
karena akar penyebab kemiskinan adalah justru ”tidak adanya keadilan” di
masyarakat (Anonim, 2007).

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terdahulu dalam
kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan,
misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan

melemahkan nilai-nilai kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong,



musyawarah, keswadayaan dll). Lemahnya nilai-nilai kapital sosial pada
gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang
semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk
mengatasi persoalannya secara bersama. Kondisi kapital sosial serta perilaku

masyarakat yang melemah serta memudar tersebut salah satunya disebabkan

Keputusan, ijakan da

tidak ikhlas berjuang bagi kepentingan masyarakat. Kelembagaan masyarakat
yang belum berdaya pada dasarnya disebabkan oleh karakterisitik lembaga
masyarakat tersebut yang cenderung tidak mengakar, dan tidak representatif.
Di samping itu, diindikasikan juga bahwa berbagai lembaga
masyarakat yang ada saat ini, dalam beberapa hal, lebih berorientasi pada
kepentingan pihak luar masyarakat atau bahkan untuk kepentingan pribadi dan
kelompok tertentu, sehingga mereka kurang memiliki komitmen dan

kepedulian pada masyarakat di wilayahnya, terutama masyarakat miskin.



Dalam kondisi ini akan semakin mendalam Krisis kepercayaan masyarakat
terhadap berbagai lembaga masyarakat yang ada di wilayahnya.

Kondisi kelembagaan masyarakat yang tidak mengakar, tidak
representatif dan tidak dapat dipercaya tersebut pada umumnya tumbuh subur

dalam  situasi  perilaku/sikap = masyarakat yang belum  berdaya.

Ketidakberdayaan m@syarakat dalam menyikapi“@an menghadapi situasi yang

ada di lingkunge

Tengah dengan ju
sebanyak 31.781 sedangkan jumlah KK miskin 9.128 yang tersebar di 4
kecamatan dan 22 kelurahan. Kurang lebih sekitar 20% KK miskin adalah
jumlah yang cukup besar untuk menjadi perhatian baik oleh pemerintah kota
Salatiga maupun pemerintah pusat untuk dilakukan upaya-upaya dalam
menyelesaikan permasalahan kemiskinan tersebut di antaranya adalah
kelurahan Tegalrejo.

Kelurahan Tegalrejo merupakan salah satu kelurahan di kecamatan
Argomulyo, wilayahnya termasuk dalam perkotaan karena berjarak sekitar 5

km dari kantor walikota Salatiga. Luas kelurahan Tegalrejo 188.430 Ha yang



terdiri dari wilayah lahan kering 178.424 Ha dan lahan lainnya 10.006 Ha.
Topografi kelurahan ini bergelombang dan berbukit dengan struktur tanah
didominasi tanah kering yang berupa tegalan dan sebagian perumahan.
Melihat dari kondisi wilayah yang demikian maka sebagian besar warganya

tidak bergantung pada pertanian, lahan kering atau yang disebut dengan

tegalan hanya ditapa@mi dengan tanaman keras“kayu-kayuan dan ubi-ubian.

kemiskina

yang dicerminkan oleh perilaku/sikap/cara pandang masyarakat yang tidak
dilandasi pada nilai-nilai universal kemanusiaan (jujur, dapat dipercaya,
ikhlas, dll) dan tidak bertumpu pada prinsip-prinsip universal kemasyarakatan
(transparansi, akuntabilitas, partisipasi, demokrasi, dlIl). Sehingga untuk
menyelesaikan permasalahan kemiskinan tersebut adalah melalui pendekatan
pemberdayaan masyarakat di mana masyarakat diajak untuk ikut serta dalam
proses menanggulangi kemiskinan di wilayahnya mulai dari pengambilan

keputusan menyusun perencanaan melaksanakan dan mengevaluasi serta



memonitor yang sekaligus menjadi proses pembelajaran kritis bagi masyarakat
(Anonim, 2007).

Pendidikan dan kemanusiaan, adalah dua entitas yang saling tali
temali. Pendidikan selalu (seharusnya) berhubungan dengan tema-tema dan

problem kemanusiaan. Artinya, pendidikan diselenggarakan dalam rangka

untuk memberikangP€luang dari pengakuan defajat kemanusiaan. Minimal,

manusia dihargai

0ses pembangunan selalu tidak
memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut lerlibat dalam
kegiatannya, mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan
sampai pada monitoring dan evaluasi. Masyarakat tidak dianggap sebagai
manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang punya perasaan, pikiran dan
kemampuan. Model pembangunan yang selama ini berjalan jauh dari apa
yang disebut pembangunan  partisipatif, ~semua  berasal  dari
pemerintah/penguasa dengan model top down, yang tidak pernah memberikan
kesempatan masyarakat untuk terlibat dan belajar dalam proses pembangunan

itu sendiri. Untuk itu pemerintah mengubah model pembangunannya dengan



pendekatan bottom up planing yaitu model pembangunan yang partisipatif
yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut
terlibat dalam setiap tahapan prosesnya. Salah satu dari program tersebut
adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di mana

program ini selain menggunakan pendekatan ekonomi juga salah satu di

antaranya adalah gan menggunakan modely pendidikan kritis. Setiap
a seluruh masyarakat

untuk ikut ferlibat_dan belajar g akan penyelesaikan

aka penelitian ini

Penanggulangan

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah diutarakan di atas |,
permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan Kkarakteristik (context) kelurahan Tegalrejo
khususnya dalam memahami model-model pelaksanaan
program/pembangunan?

2. Bagaimana (input), apa sajakah dukungan yang disampaikan dalam

pelaksanaan pendidikan kritis (siklus P2KP) di kelurahan Tegalrejo?
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3. Bagaimana kegiatan atau implementasi (process) siklus P2KP sebagai
proses pendidikan kritis dilaksanakan di kelurahan Tegalrejo?

4. Bagaimana hasil yang dicapai (product) dari siklus P2KP melalui proses
pendidikan kritis di kelurahan Tegalrejo?

5. Bagaimana kesesuaian antarfaktor dalam pelaksanaan siklus P2KP sebagai

ritis yang dilaksanaka

iy,

proses pendidik i kelurahan Tegalrejo yang

meliputi :

b)

d) asyarakat dan kebutuhan
masyarakat (Context), jenis dan kualitas input, pelaksanaan P2KP
(Process) dengan hasil pelaksanaan kegiatan P2KP (Product).

6. Bagaimana kekuatan dan kelemahan factor context, input, process, dan

product dalam pelaksanaan siklus P2KP sebagai proses pendidikan Kritis

di kelurahan Tegalrejo sebagai dasar pengembangan saran (rekomendasi)

bagi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya?
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C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini akan mengarahkan kajiannya secara teliti dengan tujuan :
1. Memahami dan mendeskripsikan kondisi, karakteristik dan kebutuhan
masyarakat (context) kelurahan Tegalrejo khususnya dalam memahami

model-model pelaksanaan program/pembangunan?

2. Memahami dangfiendeskripsikan Masukan (#aput) apa sajakah dukungan

5. Memahami dan esesuaian  antarfaktor dalam

pelaksanaan siklus P2KP sebagai proses pendidikan Kkritis yang

dilaksanakan di kelurahan Tegalrejo yang meliputi :

a) Kesesuaian antara latar belakang dan kebutuhan masyarakat (faktor
context) dengan Pelaksanaan Kegiatan P2KP (faktor process).

b) Kesesuaian antara jenis dan kualitas input pelaksanaan P2KP (faktor
input) dengan Pelaksanaan Kegiatan P2KP (faktor process).

c) Kesesuaian antara Pelaksanaan Kegiatan P2KP (faktor process)

dengan hasil pelaksanaan P2KP (product).
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d) Kesesuaian antara latar belakang masyarakat dan kebutuhan
masyarakat (context), jenis dan kualitas input, pelaksanaan P2KP
(process) dengan hasil pelaksanaan kegiatan P2KP (product).

6. Merumuskan kekuatan dan kelemahan factor context, input, process, dan

product dalam pelaksanaan siklus P2KP sebagai proses pendidikan Kritis

teoretis maupun ma aya-upaya perbaikan program
pengembangan masyarakat.
1. Manfaat Teoretis
a. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan
dalam bidang pengembangan masyarakat secara umum.
b. Memberikan masukan yang berguna dalam merumuskan
pendekatan dan strategi intervensi yang lebih tepat dalam

pelaksanaan kegiatan program pengembangan masyarakat,

khususnya P2KP.
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2. Manfaat Paraktis

a. Bagi Lembaga
Bisa digunakan sebagai motivasi dan dasar dalam penyusunan
rencana kegiatan dan strategi pengembangan lembaga BKM

Wijayakusuma.

dan  pemerintah
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BAB I1

KAJAN TERI DAN KERANEA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pembangunan

semua Negara di dunia

merumuskan model

masyarakat yang nentukan langkah-langkah

strateg in Negara-negara

tersebut teng%Ek ja an pembangunan, yang
P

menur upaya yang sadar

bermuatan nilai ;*artinya pe na gin mewujudkan kehidupan
masyarakat yang lebih baik dalam sebuah bangsa. Citra atau image
masyarakat yang ingin diwujudkan bersifat culture-specific dan time-
specific, berbeda dari satu kultur atau Negara ke kultur atau Negara yang
lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, dipengaruhi oleh pengalaman
historis dan konteks pembangunan itu sendiri.

Dalam perjalanannya, konsep pembangunan mengalami pergeseran
paradigma seiring dengan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh
pembangunan itu sendiri. Pada dasawarsa 1950 dan 1960-an,

pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja.
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Paradigma ini berasumsi bahwa tingginya agregat pertumbuhan ekonomi
akan mendorong terciptanya lapangan kerja dan peluang ekonomi
sehingga menumbuhkan kondisi yang diperlukan demi terciptanya
distribusi distribusi hasil-hasil pembangunan secara lebih merata, yang

selanjutnya dikenal dengan prinsip trickle down effect. Argumen tersebut

selanjutnya diragukan ketika padéy kenyataannya paradigma

pertumbu 0 i_ti jawab“persoalan-persoalan yang

>

2007).
meé

Dunia dalam World Develompent Report tahun 1991, bahwa tantangan
utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Kualitas
yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih
tinggi namun yang dibutuhkan bukan hanya itu. Banyak hal yang lain yang
tidak kalah penting untuk diperjuangkan, mulai dari pendidikan yang lebih
baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan
kemiskinan, perbaikan lingkungan hidup, pemerataan kesempatan,

pemerataan kebebasan individu, dan penyegaran kehidupan budaya.
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2. Definisi dan Dimensi Kemiskinan
Depa Narayan, dkk dalam bukunya Voices Of The Poor (Anonim,
2007: 2), menulis bahwa yang menyulitkan atau membuat kemiskinan sulit
ditangani adalah sifatnya yang multidimensional tetapi juga saling

mengunci; dinamik, kompleks, sarat dengan sistem institusi (consensus

b. Dimensi 2 : ensi_psi gi;, S€ antara lain ketidakberdayaan
(powerlessness), tidak mampu  berpendapat  (voicelessness),
ketergantungan (dependency), rasa malu (shame), rasa hina
(humiliation).

¢. Dimensi 3 : Dimensi akses ke pelayanan prasarana yang praktis tidak
dimiliki.

d. Dimensi 4 : dimensi aset/milik, praktis tidak memiliki aset sebagai
modal untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak seperti

antara lain.
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» Kapital fisik (physical capital), antara lain mencakup tanah, ternak,
peralatan kerja, hunian, perhiasan, dan sebagainya.
Pada dasarnya masyarakat miskin memang praktis tidak memiliki
benda-benda fisik yang diperlukan sebagai modal hidup mereka,

seperti antara lain : tanah yang memadai, rumah atau tempat

kerja yang et wjiwag ke ahaan, kepemimpinan dan

sebagainya.

» Aset sosial (social capital), atau sering diartikan dalam hal ini
sebagai sitem kekerabatan, yang mendukung kaum miskin tidak
masuk jaringan formal pengamanan seperti asuransi yang mampu
melindungi mereka dari berbagai krisis seperti musibah, keuangan
dan lain-lain.

Masyarakat miskin memang selalu tersisih dari pranata sosial yang
ada termasuk dari sistem asuransi sehingga mereka harus

membangun sendiri institusi mereka agar mendapatkan jaminan



18

sosial (social security) yang dibutuhkan untuk mempertahanakan
hidup mereka (survival) melalui kekerabatan antarmereka, asosiasi
penghuni, yang seringkali menjadi sangat kuat oleh sebab rasa

senasib sepenanggungan dan sebagainya

» Aset lingkungan (evironmental asset), antara lain mencakup iklim

konteks yang lebih luas yaitu tatanan ekonomi makro dan sistem
politik yang berlaku di negara tersebut.
Beberapa pendapat lain melihat kemiskinan dari sudut pandang
yang sangat berbeda dan menyimpulkan kemiskinan sebagai berikut :

a. Kemiskinan absolut, yaitu apabila penghasilan seseorang di bawah
garis kemiskinan absolut, yaitu suatu ukuran tertentu yang telah
ditetapkan di mana kebutuhan minimum masih dapat dipenuhi, dengan
kata lain penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

minimum yang ditetapkan dalam garis kemiskinan tersebut.
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b. Kemiskinan relatif, yaitu suatu kondisi perbandingan antara kelompok
penghasilan dalam masyarakat.

Dari pola waktunya kemiskinan juga sering dibedakan sebagi berikut :

a. Kemiskinan menaun (peristent poverty), yaitu kemiskinan yang kronis

atau sudah lama terjadi, turun temurun, misalnya masyarakat di lokasi-

tidak adil.
Meskipun berbagai pihak melihat kemiskinan dari sudut pandang
yang berbeda dan merumuskan kemiskinan juga berbeda, tetapi semua
sepakat bahwa pada dasarnya kemiskinan mengandung arti majemuk yang
sering kali sulit untuk dipahami dari satu sudut pandang saja.
Secara umum  kemiskinan seringkali diartikan  sebagai
keterbelakangan, ketidakberdayaan, atau ketidakmampuan seseorang
untuk mnyelenggarakan hidupnya sampai pada suatu taraf yang dianggap

layak/manusiawi.
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Dari berbagai pandangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
keterbelakangan/ ketidakberdayaan/ ketidakmampuan ini mencakup
beberapa beberapa dimensi sebagai berikut :

a. Dimensi politik

Tinjauan dari aspek politik ini, kemampuan seseorang diterjemahkan

pengambilan keputusan maka seringkali masyarakat miskin dianggap
tidak memiliki kekuatan politik sehingga menduduki struktur sosial
yang paling bawah, malah seringkali masyarakat miskin secara yuridis
tidak diakui sebagai warga negara. Kemiskinan politik seringkali
disebut juga sebagai kemiskinan struktural.
b. Dimensi Ekonomi

Tinjauan kemiskinan dari dimensi ekonomi ini diartikan sebagai
ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan mata pencaharian

yang mapan dan memberikan penghasilan yang layak untuk
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menunjang hidupnya secara berkesinambungan yang terlihat dari
rendahnya gizi makanan, tingkat kesehatan yang rendah, tingkat
pendidikan yang rendah, pakaian yang idak layak dan sebagainya.

Pandangan ini banyak dugunakan oleh berbagai pihak untuk

menetapkan garis kemiskinan.

masing dalam menetapkan

+ BPS menggunakan tingkat pengeluaran per kapita per hari untuk
memenuhi kebutuhan pokok yang dihitung sebagai kebutuhan
kalori 2100 kalori per kapita per hari dan kebutuhan dasar bukan
makanan dan menetapkan pada tahun 1999 Rp 93.896/kapita/bulan
di perkotaan dan Rp 73.878/kapita/bulan di perdesaan.

c. Dimensi Aset

Tinjauan kemiskinan dari dimensi aset ini dirumuskan sebagai

ketidakmampuan seseorang yang diterjemahkan sebagai rendahnya

tingkat penguasaan seseorang terhadap hal-hal yang mampu menjadi
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modal dasar seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya (basic
human needs) seperti kapital manusia (pengetahuan, pendidikan,
kesehatan, dan sebagainya), kapital fisik (tanah, perumahan yang
layak, peralatan kerja, sarana produksi, kendaraan, dan sebagainya),

kapital alam (udara, pohon, hewan dan sebagainya), kapital sosial

tradisi, dan sebagainye

%

iskinan_gediterjemahkan  sebagai

(jaringan kapital dana (tabungan,

gkat komunitas,

ang terintegrasinya

aga formal masyarakat,

longgarnya ikatan keluarga dan sebagainya sedangkan di tingkat
individu terlihat seperti antara lain sifat tidak percaya diri, rendah diri,
kurang mau berpikir jangka panjang oleh sebab kegagalan-kegagalan
yang sering dihadapinya, fatalisme, apatis, tidak berdaya,
ketergantungan yang tinggi, dan sebagainya.
Semua dimensi tersebut di atas bagi masyarakat miskin memiliki
tingkat kerentanan yang tinggi karena sifatnya yang tidak mantap, seperti
misalnya dimensi ekonomi bagi masyarakat miskin akan sangat berbeda

dengan masyarakat kaya karena kebanyakan masyarakat miskin dan
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masyarakat yang sedikit di atas garis kemiskinan memiliki mata
pencaharian yang sangat labil sehingga guncangan sedikit saja (Kkrisis)

akan menyebabkan mereka terpuruk.

. Pendidikan dan Pendidikan Kritis

Pendidikan pada dasarnya diselenggarakan dalam rangka

membebaskan sia dari berbagai perso hidup yang dilingkupinya.

dasar “pendidikan bagi kaum tertindas” asal Brazil memberikan makna
pembebasan leb i an angkitan kesadaran kritis
masyarakat. Freire lahir dan tampil dengan suara lantang menyatakan
sikapnya terhadap kenyataan sosial yang carut marut.

Kekuatan Freire terletak pada kekuatan pemikiran yang mampu
menukik langsung pada pokok-pokok persoalan dengan bahasa ungkap
yang sangat sederhana. Freire bukan hanya mengembangkan pemikiran
dalam kerangka teoretis akan tetapi juga langsung menerapkan gagasan-
gagasannya dalam suatu rangkaian program aksi yang cukup luas terutama

di Chili dan Brazil.
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Pembicaraan tentang kebebasan menjadi tidak relevan apabila tidak
ada korelasinya dengan kehidupan bersama. Mangunwijaya dalam Firdaus
M. Yunus (2007 : 1) mengatakan semua negara yang beradab dan
demokratis mengakui hak primer pendidikan. Maka pendidikan sebagai

hak primer harus menjadi proses dialektis antarmanusia, karena sejak lahir

manusia suda

kemudian mene

akhirnyz mam&sia nemukan idi i ses interaksi sosial
dengan ing@masy akat.
[ D

minoritas umat manusia. Persoalan itu yang disebut Freire sebagai

“situasi penindasan”.

Bagi Freire, penindasan, apapun nama dan apapun alasannya,
adalah tidak manusiawi, sesuatu Yyang merendahkan harkat
kemanusiaan (dehumanisasi). Dehumanisasi bersifat mendua, dalam
pengertian terjadi atas diri mayoritas kaum tertindas dan juga atas diri
minoritas kaum penindas. Keduanya menyalahi kodrat manusia sejati.
Mayoritas kaum tertindas menjadi tidak manusiawi karena hak-hak

asasi mereka tidak dihargai, dibuat tidak berdaya dan dibenamkan
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dalam “kebudayaan bisu” (submerged in the culture of silence).
Adapun kaum penindas menjadi tidak manusiawi karena telah
mendustai hakekat keberadaan hati nurani sendiri dengan memaksakan
penindasan bagi kaum manusia sesamanya.

Maka dari itu tidak ada pilihan lain, ikhtiar memanusiakan

Usia (humanisasi) adalah

ab@usia, nan UK bukanlah s%keha an sejarah. Suatu

en yataan%&lah
Lo

kembali perupakan pilihan mutlak.

menjadi pelaku yang sadar, yang bertindak mengatasi dunia serta

realitas yang menindas. Dunia dan realitas atau realitas dunia ini bukan
“sesuatu yang ada dengan sendirinya”, dan karena itu “harus diterima
menurut apa adanya”’ sebagai suatu takdir atau nasib vang tidak
terelakkan, semacam mitos. Manusia harus menggeluti dunia dan
realitas dengan penuh sikap kritis dan daya-cipta, berarti perlu sikap
orientatif pengembangan bahasa pikiran (thought of language), yakni
bahwa pada hakekatnya manusia mampu memahami keberadaan

dirinya dan lingkungannya dengan bekal pikiran dan tindakan
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“praxis’nya ia mengubah dunia dan realitas. Maka dari itu manusia
berbeda dengan binatang yang hanya digerakkan oleh naluri. Manusia
juga memiliki naluri, tetapi juga mempunyai kesadaran
(consciousness). Manusia memiliki kepribadian, eksistensi. Hal ini

tidak berarti bahwa manusia tidak memiliki keterbatasan, tetapi dengan

batas yang

memerdekakan dan membebaskan diri mereka sendiri dari penindasan
yang tidak manusiawi sekaligus membebaskan kaum penindas mereka
dari penjara hati nurani yang tidak jujur melakukan penindasan. Jika
masih ada perkecualian, maka kemerdekaan dan kebebasan sejati tidak
akan pernah tercapai secara penuh dan bermakna.
Pembebasan Menjadi Hakekat Tujuan

Bertolak dari pandangan filsafat tentang manusia dan dunia

tersebut, Freire kemudian merumuskan gagasan-gagasannya tentang
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hakekat pendidikan dalam suatu dimensi yang sifatnya sama sekali
baru dan pembaru.
Bagi Freire, pendidikan haruslah berorientasi kepada

pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri. Pengenalan ini

tidak cukup hanya bersifat obyektif atau subyektif, tapi harus kedua-

dipahaminya. Memandang kedua fungsi ini tanpa dialektika semacam
itu, bias menjebak kita ke dalam kerancuan berfikir. Obyektivitas pada
pengertian si-penindas bisa saja berarti subyektivitas pada pengertian
si-tertindas, dan sebaliknya. Jadi hubungan dialek tersebut tidak berarti
persoalan mana yang lebih benar atau yang lebih salah. Oleh karena
itu, pendidikan harus melibatkan tiga unsur sekaligus dalam hubungan
dialektisnya yang ajeg, yakni:

+ Pengajar

+ Pelajar atau anak didik
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+ Realitas dunia

Yang pertama dan kedua adalah subyek yang sadar (cognitive),
sementara yang ketiga adalah obyek yang disadari (cognizable).
Hubungan dialektis semacam inilah yang tidak terdapat pada sistem

pendidikan mapan selama ini.

Sis pendidikan yang perna a dan mapan selama ini

- n‘ﬂl\ﬂ

dapat diandalkan sebagai sebuah “bank” (banking concept of
T el

d erikan%penge huan agar ia kelak
>

Anak didik lantas diperlakukan seperti ‘bejana kosong’ yang akan

diisi, sebagai sarana tabungan atau penanaman modal ilmu
pengetahuan yang akan dipetik hasilnya kelak. Jadi guru adalah subyek
aktif, sedang anak didik adalah obyek pasif yang penurut, dan
diperlakukan tidak berbeda atau menjadi bagian dari realitas dunia
yang diajarkan kepada mereka, sebagai obyek ilmu pengetahuan
teoretis yang tidak berkesadaran.

Dalam pandangan seperti tadi, pendidikan akhirmya bersifat

negatif di mana guru memberi informasi yang harus ditelan oleh
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murid, yang wajib diingat dan dihapalkan. Secara sederhana Freire
menyusun daftar antagonisme pendidikan ‘gaya bank’ itu sebagai
berikut :

+ Guru mengajar, murid belajar

Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa — apa

menyesuaikan diri.

pengetahuan dengan

dan mempertentangkannya dengan
kebebasan murid — murid.

+ Guru adalah subyek proses belajar, murid obyeknya.

Oleh karena itu guru yang menjadi pusat segalanya, maka
merupakan hal yang lumrah saja jika murid-murid  kemudian
mengidentifikasikan diri seperti gurunya sebagai prototipe manusia
ideal yang harus ditiru dan digugu, harus diteladani dalam semua hal.
Freire menyebut pendidikan seperti itu menciptakan ‘nekrofili’ dan
bukannya menghasilkan ‘biofili’. Implikasi lebih jauh adalah bahwa

pada saatnya nanti murid-murid akan benar-benar menjadikan diri
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mereka sebagai duplikasi guru mereka dulu, dan pada saat itulah akan
lahir lagi generasi baru manusia-manusia penindas. Jika di antara
mereka ada yang menjadi guru atau pendidik, maka daur penindasan
segera dimulai dalam dunia pendidikan, dan demikian terjadi

seterusnya. Karena itu, sistem pendidikan menjadi sarana terbaik untuk

erlangsungan status- sepanjang masa, bukan

menjadi wwm%p an pembaharuan.
Pol%p dikan ti itu jauh anya akan mampu

mengubah penafsuan seseorang terhadap situasi yang dihadapinya,

L =S5 L AL

namun tidak akan mampu mengubah ‘realitas’ dirinya sendiri.

sebuah siste
bersama dengan, dan bukan diperuntukkan bagi, kaum tertindas.
Sistem pendidikan pembaharu ini, kata Feire adalah, pendidikan untuk
pembebasan — bukan untuk penguasaan (dominasi). Pendidikan harus
menjadi proses pemerdekaan, bukan penjinakan sosial budaya (social
and cultural domestication). Pendidikan bertujuan menggarap realitas
manusia, dan karena itu secara metodologis bertumpu di atas prinsip-
prinsip aksi dan refleksi total — yakni prinsip bertindak untuk
mengubah kenyataan yang menindas dan pada sisi simultan lainnya

secara terus menerus menumbuhkan kesadaran akan realitas dan hasrat
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untuk mengubah kenyataan yang menindas tersebut. Inilah makna dari
praxis.

Dengan kata lain praxis adalah manunggal dari karsa, kata dan
karya, karena manusia pada dasarnya adalah kesatuan dari fungsi

berpikir, berbicara dan berbuat. Prinsip “praxis’ inilah yang menjadi

sistem dan metodologi pe

%a, pendidikan ini merangsang ke

%éu-ian-

kerangka dasa adidikan tertindasnya Paulo

tindakan tersebut

belajar ini, maka setiap anak didik secara langsung dilibatkan dalam

permasalahan-permasalahan realitas dunia dan keberadaan diri mereka
di dalamnya. Karena itu, Freire juga menyebut model pendidikannya
sebagai ‘pendidikan hadap masalah’ (problem posing education).
Anak didik menjadi subyek yang belajar, subyek yang bertindak dan
berpikir, dan pada saat bersamaan berbicara menyatakan hasil tindakan
dan buah pikirannya. Begitu juga sang guru.

Jadi keduanya (murid dan guru) saling belajar satu sama lain,

saling memanusiakan. Dalam proses ini, guru mengajukan bahan untuk
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dipertimbangkan oleh murid dan pertimbangan sang guru sendiri diuji
kembali setelah dipertemukan dengan pertimbangan murid-murid, dan
sebaliknya. Hubungan keduanya menjadi subyek-subyek, bukan
subyek-obyek. Obyek mereka, adalah realita. Maka terciptalah suasana

dialogis yang bersifat intersubyektif untuk memahami suatu obyek

bersama.

S

=l ey ..
segera menumbuhkan kesadaran yang menjauhkan seseorang dari ‘rasa

akan peran proses penyadaran. Pembebasan dan pemanusiaan manusia,

hanya bisa dilakukan dalam artian yang sesungguhnya jika seseorang
memang benar-benar telah menyadari realitas dirinya sendiri dan dunia
sekitarnya, tidak pernah mampu mengenali apa sesungguhnya yang
ingin ia lakukan, tidak akan pernah dapat memahami apa
sesungguhnya yang ingin ia capai. Jadi sangatlah mustahil
memahamkan seseorang bahwa ia harus mampu, dan pada hakekatnya
memang mampu, memahami realitas dirinya dan dunia sekitarnya

sebelum ia sendiri benar-benar sadar bahwa kemampuan itu adalah
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fitrah kemanusiaan dan bahwa pemahaman itu sendiri adalah penting
dan memang mungkin baginya.

Dengan kata lain, langkah awal yang paling menentukan dalam
upaya pendidikan pembebasannya Freire, yakni suatu proses yang

terus menerus, suatu ‘commencement’, yang selalu ‘mulai dan mulai

lagi’, maka proses penyadaran akan selalu ada dan merupakan proses

‘kesadarannya kesadaran’
w

Jika seseorang sudah mampu mencapai tingkat kesadaran kritis
terhadap realitas, maka orang itupun mulai masuk ke dalam proses
pengertian dan bukan proses menghafal semata-mata. Orang yang
mengerti bukanlah orang yang menghafal, karena ia menyatakan diri
atau sesuatu berdasarkan suatu “sistem kesadaran’, sedangkan orang
yang menghafal hanya menyatakan diri atau sesuatu secara mekanis
tanpa (perlu) sadar apa yang dikatakannya, dari mana ia telah

menerima hafalan yang dinyatakannya itu, dan untuk apa ia

menyatakannya kembali pada saat tersebut.
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Di situlah letak berikut arti penting dari kata-kata, karena kata-
kata yang dinyatakan seseorang sekaligus mewakili dunia
kesadarannya, fungsi interaksi antara tindakan dan pikirannya.
Menyatakan kata-kata benar, dengan cara benar, adalah menyatakan
kata-kata yang memang disadari atau disadari maknanya, di situlah arti

memahami realitas, berarti telah melakukan ‘praxis’ dari situlah ia

ata yang dinyatakan
ng kritis, bukanlah

si, bukan slogan-

murid harus diberi kesempatan untuk mengatakan dengan kata-katanya
sendiri, bukan Kkata-kata sang guru. Atas dasar itulah, Freire
menyatakan bahwa proses pengaksaraan dan keterbacaan (alfabetisasi
dan literasi) pada tingkat yang paling awal sekali dari proses
pendidikan haruslah benar-benar merupakan suatu proses yang
fungsional, bukan sekedar suatu kegiatan teknis mengajarkan huruf-
huruf dan angka-angka serta merangkainya menjadi kata-kata dalam
kalimat-kalimat yang telah tersusun secara mekanis. Berdasarkan

pengalaman dan dialognya dengan kaum petani miskin dan buta huruf
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(terutama di Brazil dan Chili), Freire kemudian menyusun suatu
konsep  pendidikan = melek-huruf ~ fungsional =~ menggunakan
perbendaharaan kata-kata yang digali dari berbagai ‘tema pokok’
(generative themes) pembicaraan sehari-hari masyarakat petani itu

sendiri. Dalam pelaksanaannya, konsep pendidikan melek huruf

fungsional ini terdiri dari tiga ta utama:

an tahap pendidikan
N - i _

melek huruf elementer dalam ‘konteks konkrit® dan ‘konteks

¥ ' S

eoretis’ (melalui gambar-gambar, cerigkyat,

B ao
. Tahap&si [turalsd’ meptipakan,gahap la

7
&Iomp%omp

menggunakan ‘kata-kata kunci’ ( r
+ Tahap !Esi kultural : merupakan t?nap )

n sebagainya).

tan dalam suatu

raxis’ yang sesungguhnya
kelompok menjadi bagian
langsung dari realitas.

Freire dan Belajar dari Pengalaman

Ikhtisar singkat tentang filsafat pendidikannya Paulo Freire
mungkin tidaklah sampai mampu menggambarkan kelengkapan dari
kedalaman gagasannya, mungkin justru mengesankan bahwa gagasan
Freire bukanlah gagasan yang benar-benar baru (Freire sendiri dengan
rendah hati mengakui bahwa gagasannya adalah akumulasi dari
gagasan — gagasan pemikir pendahulunya: Sartre, Althusser, Ortega Y

Gasset, Martin Luther King, jr, Fromm, dan sebagainya). Namun satu
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hal yang pasti adalah, bahwa Freire telah menampilkan semua gagasan
besar tersebut secara unik dan membaharu, dengan rangkaian
penerapan yang luas, dalam sector yang paling dikuasainya sebagai
seorang ahli, seorang mahaguru, sejarah dan filsafat pendidikan di

Universitas Recife, Brazilia.

Gereja Sed

Jika

menjelaskan kompetensinya di bidang pendidikan, maka latar belakang
kehidupan pribadinya akan lebih menjelaskan mengapa ia kemudian
mencurahkan keahliannya itu khusus bagi masyarakat tertindas.
Keluarga Freire adalah keluarga golongan menengah yang kemudian
bangkrut dan menderita kemiskinan bersama mayoritas penduduk
Recife yang memang miskin.

Pada usia 8 tahun, Freire malah dengan tegas bersumpah bahwa
seluruh hidupnya nanti akan diabdikannya bagi kaum miskin dan

tertindas di seluruh dunia. la benar-benar mentaati ‘sumpah kanak-



37

kanak’nya. Ia memang mengenal benar dunia kaum yang dibelanya itu,
karena ia sendiri memang berasal dari sana. la belajar dari
pengalamannya, realitas dirinya dan dunianya, dan merumuskan

sebuah falsafah, konsep, gagasan sampai metodologi pengetahuan dan

penterapannya dengan cara yang sangat memukau.

4. Pemberdayaan
a. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan berasal dari kata “empowerment”.
Menurut Merriem Webster dan oxfort English Dictionary kata
empower mengandung dua arti yaitu: 1) to give power or authority to
(memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan
otoritas ke pihak lain), 2) to give ability to or enable (upaya untuk
memberikan kemampuan atau keberdayaan). Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia yang disusun oleh (Purwodarminto, 2002),
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pemberdayaan berasal dari kata daya, yan mengandung arti: 1)
kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, 2)
kekuatan = tenaga, 3) muslihat dan 4) akal; ikhtiar; upaya.
Pemberdayaan sendiri diartikan sebagai proses, cara, perbuatan,

memberdayaakan.

dayaan merupakan upayay untuk membangun daya
berupaya untuk

ubyarto, 2000)

kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk
mampu dan berani bersuara (voice) serta kemampuan dan keberanian
untuk memilih (choice). Memberdayakan masyarakat berarti upaya
untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan mastarakat yang
dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap
kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan
adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Mubyarto,
2000). Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar Yyang

memungkinkan suatu masyarakat bertahan (survive) dan dalam
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pengertian yang dinamis mempertahankan diri dan mencapai
kemajuan.

Pemberdayaan tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi
rakyat, tetapi juga meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri

dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.

rakyat, tidak saja

dalam Hikmat, 2001 : 6), secara konservatif, pengertian pemberdayaan
dibatasi oleh situasi mandiri. Menurut pandangan ini pemberdayaan
memerlukan langkah-langkah secara menyeluruh dengan intervensi
minimal pihak luar. Langkah-langkah itu sebagai berikut :

» |dentifikasi kebutuhan

+ Identifikasi pilihan atau strategis

» Keputusan atau pilihan tindakan

+ Mobilisasi sumber-sumber

+ Tindakan itu sendiri
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Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan
kemandirian dan proses pemberdayaan Craig Mayo dalam Hikmat,
(2001 : 4) Proses pemberdayaan berakar kuat pada proses

kemandirian tiap individu, yang kemudian meluas ke keluarga, serta

kelompok masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional. Konsep

2) Proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar
mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi
pilihan hidupnya melalui proses dialog/konsientisasi.

Kesadaran kritis dalam diri seseorang akan dapat dicapai
dengan cara “melihat ke dalam diri sendiri”, serta mendengar apa yang
didengar, dilihat dan dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi
dalam kehidupannya. Konsientisasi merupakan suatu proses
pemahaman situasi yang sedang terjadi sehubungan dengan hubungan-

hubungan politik, ekonomi dan sosial. Seseorang menganalisis sendiri
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masalah mereka, mengidentifikasi sebab-sebabnya, menetapkan
prioritas dan memperoleh pengetahuan baru (Pranarka dan
Vidhyandika, 1996 : 37).

Konsientisasi merupakan sesuatau yang terjadi pada diri

seseorang, yang tidak dapat dipaksakan dari luar. Orang harus

maupun pengurus kelompok, mencakup pendidikan dan latihan
ketrampilan pengelolaan kelembagaan kelompok, teknis produksi
dan usaha.

2) Program pengembangan kelembagaan kelompok, yang antara lain
meliputi bantuan  penyusunan  mekanisme  organisasi,
kepengurusan, administrasi dan peraturan rumah tangga.

3) Program pemupukan modal swadaya dengan system tabungan dan

kredit anggota, serta menghubungkan kelompok dengan lembaga
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keuangan setempat untuk mendapatkan manfaat bagi pemupukan
modal lebih lanjut.

4) Program pengembangan usaha produktif antara lain meliputi
peningkatan usaha produksi dan jasa, pemasaran, yang disertai

dengan kegiatan studi kelayakan usaha dan informasi pasar.

5) Program ormasi tepat guna Yya sesuai dengan tingkat

-buku yang dapat

1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi
bahwa setiapa individu dan masyarakat memiliki potensi yang
dapat dikembangkan.

2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan
menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai
masukan, menyediakan prasarana dan sarana fisik (irigasi, jalan,

jembatan dan listrik) maupun social (sekolah dan pelayanan
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fasilitas kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan
paling bawah.

3) Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam
proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah

bertambah lemah atau semakin terpinggirkan dalam menghadapi

masyarakat agar

Kritis a isi masyarakat dalam

" beran@ari astimsi bahwa sumber

asal dari konstruksi®sosial (soglal contruction) yang

2) ang DAUR arapkan masyarakat mampu
membuat argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi serta
sekaligus membuat pemutusan terhadap hal tersebut.

3) Peningkatan kapasitas masyarakat, dalam hal ini perlu juga
dipahami bahwa masalah kemiskinan bukan hanya sekedar
kesejahteraan sosial, akan tetapi juga berkaitan dengan faktor
politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.

4) Pemberdayaan juga harus mengkaitkan dengan pembangunan
sosial dan budaya masyarakat setempat, nilai-nilai yang ada pada

tradisi budaya masyarakat lokal seperti gotongroyong, arisan,
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sumbangan, dapat dipandang sebagai modal sosial (social capital)

dalam mewujudkan kemajuan pembangunan masyarakat.
b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut (Hetifah Sj dan Soemarto, 2003

sosial dan organisasi, mengambil peran sertaiikut mempengaruhi proses
% kebijakan-kebijakan yang

(UNCHS, 1991)

ara, suka rela oleh
keputusan yang

Narayan, 1995),

suku, pendidikan) pefgaruhi” atau mengendalikan pengambilan

keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

Conyers (1991 : 154-155) menyebutkan 3 alasan mengapa
partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting, Pertama,
partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh
informasimengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat, tanpa
kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
Alasan kedua, yaitu bahwa masyarakat bahwa masyarakat akan lebih
mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa

dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka
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kan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai
rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong
adalanya partisipasi umum dibanyak Negara karena timbul anggapan

bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan

dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan

perencanaan, dimana masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana
strategi dengan berdasarkan pada hasil identifikasi; (3) Pelasksanaan
proyek pembangunan; (4) evaluasi, yaitu masyarakat dilibatkan untuk
menilai hasil pembangunan yang telah dilakukan; (5) mitigasi, yaitu
sekelompok masyarakat dapat terlibat dalam mengukur sekaligus
mengurangi dampak negative pembangunan; dan (6) monitoring, tahap
yang dilakukan agar proses pembangunan yang dilakukan dapat

berkelanjutan. Dalam tahap ini, juga dimungkinkan adanya
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penyesuaian-penyesuaian berkaitan dengan situasi dan informasi

terakhir dari programpembangunan yang telah dilaksanakan.

Senada dengan pendapat tersebut (Suharto, 2005 : 75) juga
mengemukakan adanya 5 tahapan dalam sebuah program vyaitu : (1)

Identifikasi masalah; (2)gpenentuan tujuan; (3) penyusunan dan

pengembangan; (4) pelaksanaan progrém; gan (5) evaluasi program.
juga mengemukakan
asyarakat meliputi

atau kegiatan,

: alterna%,
ne ksan@rogr atau kegiatan,

evalua ‘ anjut Lip&neyam aikan bahwa tahap

evaluasi proses terhadag kegiatan yang ada.

Konsep partisipasi kemudian bergeser maknanya, bukan sekedar
sebagai kata keadaan (keterlibatan masyarakat dalam pembangunan)
tetapi juga menjadi kata kerja (pendekatan untuk mengantar masyarakat
menjadi pelaku pembangunan). Pendekatan partisipatoris (participatory
approach) menjadi jargon yang populer dibalik pergeseran makna ini.
Menurut Isa Wahyudi (2006 : 33), peran pihak luar baik pemerintah
maupun LSM dalam pendekatan partisipatoris mencakup tiga hal yaitu :

penyadaran (conscientization), pengorganisasian masyarakat
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(community organizing) dan penghantaran sumberdaya (resources

delivery).

Emrich dalam Inayatullah, (1979 : 354) menyatakan bahwa
untuk meningkatkan partisipasi ada beberapa hal yang harus

diperhatikan antara lain, pastisipasi tersebut harus dimulai dari tingkat

elompok marginal dan

yang dicapai dari hasil kegiatan Dusseldorp dalam Totok Mardikanto,

(2003 : 88).

Dalam implementasinya, menurut Hetifah Sj dan Soemarto
(2003 : 35), ada tiga hambatan utama menuju partisipasi yang baik
yaitu, pertama, hambatan structural yang membuat iklim atau
lingkungan menjadi kurang kondusif untuk terjadinya partisipasi.
Kedua, hambatan internal masyarakat sendiri, diantaranya kurang
inisiatif, tidak terorganisir dan tidak memiliki kapasitas memadai untuk

terlibat secara produktif dalam pengambilan keputusan. Ketiga,
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hambatan akibat kurang terkuasainya metode dan teknik-teknik

partisipasi.

Conyers (1991 : 201-202) berpendapat bahwa salah satu factor
yang kadang-kadang membuat pendekatan partisipatif menjadi mundur
adalah bahwa :

pendekatan-pendekatan tersebut biasanya bukan

merupakan gara yang efisien, bila efisien d

masyarakat i
uang dan a manusi
] canaaé?ebut ngin

seka terjaa%ﬁwa 0 a t justtt membuat proses

kur dengan menggunakan

tujuan. Melibatkan

>mbutuhkan waktu,

bahkan akan en | si program atau proyek yang
diusulkan. Kondisi ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Verhagen
(1996 : 10-12), bahwa terlalu sulit untuk memadukan pendekatan
pendekatan proyek dan pendekatan proses pertumbuhan organic. Dalam
konsep pertumbuhan organic terkandung makna menghargai atribut
tertentu suatu masyarakat, mengikuti dan menggalinya agar
berkembang menurut keunikannya melalui pemahaman hubungan yang
kompleks antara masyarakat dan lingkungannya Ife, (1995 : 188-189).

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan

diharapkan dapat tumbuh dari dalam. Pertumbuhan organic merupakan



49

konsep yang bertentangan dengan pembangunan yang bersifat mekanis

yang memandang masyarakat dapat diatur sesuai dengan keinginan

kita.

Dengan

adanya hambatan-hambatan tersebut, partisipasi

masyarakat disuatu wilayahyakan berbeda dengan wilayah lain. Prety

No | Level Partisipasi
1 | Partisipasi
Manipulatif
(Cooption)
orang tertentu saja.
2 | Partisipasi Pasif Partisipasi masyarakat hanya sebatas menerima

(Compliance)

informasi dari manajemen proyek mengenai hal-hal
yang diputuskan atau terlaksana.Infromasi hanya

milik agen dari luar.

3 | Partisipasi Masyarakat berpartisipasi melalui konsultasi atau
Konsultatif menjawab pertanyaan-pertanyaan. Masalah, proses
pengumpulan informasi serta analisis ditentukan oleh
agen luar. Proses konsultasi tidak melibatkan

pengambilan keputusan.
4 | Partisipasi Insentif Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan

sumber daya (missal tenaga) untuk memperoleh
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No | Level Partisipasi Uraian
imbalan. Masyarakat tidak menjamin keberlanjutan
kegiatan ketika insentif dihentikan.

5 | Partisipasi Partisipasi masyarakat dilihat sebagai alat untuk
Fungsional mencapai tujuan proyek oleh agen luar. Masyarakat
(Cooperation) berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk

j h ditentukan; mereka juga ikut
mbilan keputusan tetapi
il oleh agen luar.
6 | Partisipasi Interakiifp:M ‘ dalam  analisis,
(Co-Lea om ana‘aksi dan informasi atau
: ya melibatkan
|sipw encari keragaman
m pros§lajar ang terstruktur dan
asyarak emiliki peran mengontrol
dan  menentukan
' umberdaya yang {@igunakan sehingga mereka ikut
'.-. Iam i .= Nara keberlanjutan program.
7 | Tindakan Kolektif Masyarakat mengambil inisiatif sendiri (bebas dari

Mandiri pengaruh luar) untuk mengubah sistem. Mereka
(Self-mobilisation membangun hubungan dengan lembaga luar untuk
atau Colective memperoleh sumberdaya dan bantuan teknis yang
Action and diperlukan, tetapi tetap mengontrol sumberdaya yang
Empowerment) digunakan. Partisipasi ini dapat dikembangkan jika

pemerintah/NGO menyediakan kerangka kerja yang

mendukung.

Sumber : Kilvington Allen, et. al, 2002. Using Participatory ang Learning Based

Approach for Environmental Management to Help Achieve
Constructive Behaviour Changes. Landcare Research Contract Report
2002, hal 28-29.
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Ide mengenai partisipasi masyarakat membentuk landasan
prinsipoperasional kebijakan dan program pembangunan keberlanjutan.
Bagaimanapun, partisipasi merupakan proses yang komplek sehingga
tidak ada pendekatan atau metodologi tunggal untuk mewujudkannya.

Partisipasi adalah bukan peristiwa yang terjadi sekali dan selesai,

partisipasi ada proses yang berlangsufg terus-menerus (ongoing

mberdaya, pemahaman

da-beda.

secara mandiri terdapat hubungan yang berkaitan satu dengan yang lainnya
dimana didalamnya tercipta proses pemberdayaan. Di satu sisi
kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri akan
berpengaruh terhadap kemampuannya untuk berpartisipasi dan juga
kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sementara
disis lain, kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri di
tumbuhkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi partisipasi masyarakat
dalam pembangunan di daerahnya. Oleh kerena itu Isa Wahyudi (2006 :

33) berpendapat bahwa, hakekat dari pembangunan partisipatoris adalah
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pengembangan kapasitas (capacity development) dan pengembangan
kelembagaan (institutional development) komunitas lokal melalui " proses
belajar berdasarkan pengalaman™ (experience based learning process)
sehingga pada gilirannya masyarakat akan tampil sebagai pelaku

pembangunan yang mandiri.

UNDP géndefinisikan kapasitas Sebagai kemampuan individu,
orgénisasi aumsi geramgpdan fungsinya secara
efektif, fe elanj [ : 4), Sedangkan
pengemb : - i emampuan individu,

emahami dan

kebutuhan dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi, penyuluhan teknologi
tepat guna untuk peningkatan ketrampilan yang relevan, pelatihan
manajerial untuk peningkatan kinerja pengelolaan usaha, dan pelibatan
tenaga ahli untuk mendampingi komunitas bagi akses pengetahuan dan
ketrampilan teknis.

Terkait dengan pelaksanaan P2KP di kelurahan Tegalrejo kota
Salatiga upaya pengembangan kapasitas diantaranya dilakukan melalui
pelatihan, coaching dan pelaksanaan tahapan siklus P2KP. Menurut

Hickerson (1975 : 4) pelatihan adalah pembelajaran yang dirancang untuk
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mengubah Kinerja seseorang dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya,
Hickerson (1975 : 12) menyatakan bahwa ada 6 fase yang harus dilakukan
dalam pelatihan yaitu : analisis jabatan (job analysis), pengambilan

keputusan (decision to train), menetapkan tujuan pelatihan (setting

training objective), mendisain pelatihan (designing training), pelaksanaan

seseorang melalui proses pemberian tugas tertentu (Donal Clark, 2000,
Big Dog’s Performance Coaching Page, http.www.nwlink.com/
donclarck/perform/coach.html, 14 April 2002), Coaching menciptakan
lingkungan yang mendukung untuk mengembangkan ketrampilan berpikir,
ide dan perilaku kritis mengenai masalah tertentu. Meskipun
pengertiannya hampir mirip dengan pelatihan, namun coaching
pendekatannya lebih bersifat perorangan dan mendalam.

Keterlibatan langsung dalam tahapan siklus P2KP adalah suatu

proses dimana masyarakat meningkatkan kapasitas pengetahuan dan
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ketrampilannya dengan cara melihat, mengamati, mendengarkan dan
mengalami langsung dengan cara ikut terlibat dalam pelaksanaan tahapan
siklus P2KP sehingga akan terjadi perubahan perilaku kritis. Pendekatan
yang digunakan dalam pengembangan kapasitas disini adalah belajar

sambil bekerja (learning by doing).

um%lu /i sahwa hakekat dari
adalah p %ngan
kQ ba

elopment)

apasitas (capacity

en
develof DE angan (institutional

«

complementarity in the evironment”

Sedangkan Brinkerhoff (1986 : 11) berpendapat bahwa
pengembangan institutional merupakan suatu proses pembentukan pola
aktivitas dan perilaku baru yang berlangsung terus menerus karena proses
ini didukung oleh norma-norma standart, dan nilai-nilai yang murni.
Dalam hal ini institusi menggunakan kekuatannya untuk membentuk
perilaku masyarakat menjadi pola yang berlangsung terus-menerus karena
institusi mewujudkan pandangan bersama. Dengan demikian, esensi

pengembangan institusional adalah memperkenalkan pembentukan dan
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pemeliharaan model tindakan baru yang didukung oleh norma-norma dan
nilai-nilai yang telah ada dan memelihara perubahan.

Pengembangan institusional sangat relevan diterapkan karena
menurut Geertz dalam Bambang Ismawan, 1985 : 9), kelembagaan yang

ada di desa/kelurahan sifatnya normles dan structureles sehingga tidak

agar pem banggna

efektif, aka@

proses saling “asah”, “asih”, dan “asuh”, artinya dalm self organisation
dan self management, suatu KSM akan mampu merumuskan masalah-
masalah yang mereka hadapi, merumuskan strategi dan memilih alternatif-
alternatif yang diperlukan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.
Selanjutnya Bambang Ismawan (1985 : 12-14) juga menjelaskan
bahwa pengembangan kelompok-kelompok masyarakat semacam ini dapat
dilakukan melalui proses dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1) Penggalian minat dan proses penyadaran kelompok
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2) Pembentukan organisasi dan pemahaman prinsip-prinsip swadaya
serta prinsip-prinsip kerja sama.

3) Tahap konsolidasi dan stabilisasi organisasi melalui penerapan prinsip
manajemen  organisasi  dalam  pemantapan  kepemimpinan,

administrasi dan pembukuan keuangan serta serta peraturan-peraturan

lainnya.

4) Tahapglepa i I ompok dalm menjaga

sinan yang masih tinggi dan
menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia maka Departemen
Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagai bagian dari Komite
Penanggulangan Kemiskinana Nasional juga ikut mendudkung upaya
penanggulangan  kemiskinan dengan  melaksanakan  Program
penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan
tahun 1999.

Pada awalnya P2KP dilaksanakan dalam rangka menanggulangi
kemiskinan struktural maupun kemiksinan yang diabkibatkan Krisis

ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Namun demikian upaya
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penanggulangan kemiskinan melalui P2KP tidak hanya bersifat reaktif
terhadap keadaan darurat akibat dari krisis ekonomi yang terjadi tetapi
juga bersifat stretgis , karena dalam hal ini disiapkan landasan untuk
keberlanjutan berupa institusi masyarakat yang kuat dan representatif

bagi perkembangan masyarakat di masa mendatang.

enanggulangan Kemi

ot Sy

sesuangguhnya adalah karena kOIldlSl masyarakat yang “belum

| & 4 \ 7%

berdaya”, yaitu masyarakat yang masih berada pada situasi kerentanan,

an di perkotaan (P2KP)

kemiskinan yang

askan diri dari
oleh keputusan,
idak dilandasi pada
nilai-nilai i eMma j adil, iklas dan dapat
da  nilai-nilai  universal
kemasyarakatan (demokrasi, partisipasi, transparansi, desentralisasi
dan akuntabilitas)

Oleh karena itu, pendekatan dan cara yang dipilih dalam
penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiaki atau tidak
diarahkan pada gejalanya saja tetapi lebih ditekankan pada akar
persoalan itu sendiri (Gambar : 2.1). Pendekatan yang dilakukan
adalah pendekatan yang mengarah pada perubahan perilaku dan cara
pandang masyarakat agar mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam

kehidupan seharai-hari. Perubahan perilaku dan cara pandang
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masyarakat merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya
lembaga masyarakat yang mandiri. Kemandirian lembaga itu sendiri
dibutuhkan untuk membangun lembaga yang mampu menjadi wadah

perjuangan masyarakat, terutama masyarakat miskin, dalam

kebutuhan mereka dan

serta

menyuarakan  aspirasi mampu

mempengal an yang berkaitan dengan
kebija "W oor dan mewujudkan
tata epemngn yang ba dan prinsip-prinsip

ead
Penyebab Tingkat : 4

-y,

Penyebab Tk: 3 Penyebab Tk: 2 Penyebab Tk: 1

G
1 ‘ @» !
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Sumber : Modul Pelatihan Fasilitator P2KP, 2007

Bagan 2.1

Cara Pandaang/ Konsep P2KP mengenai
Akar Penyebab Kemiskinan dan Cara Penyelesaiannya
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Selanjutnya, penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara
holistik melalui pemberdayaan sumberdaya manusia dengan
pendekatan TRIDAYA yaitu : pemberdayaan ekonomi, pemebrdayaan

lingkungan dan pemberdayaan sosial. Ketiga pilar tersebut memiliki

keterkaitan yang sangat erat, yang sebenarnya merupakan aktualisasi

dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang
tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan.
¢. Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip yang Melandasi Pelaksanaan P2KP
« Nilai-nilai Universal Kemanusiaan
a) Jujur
b) Dapat dipercaya
c) Ikhlas/ Kerelawanan
d) Adil

e) Kesetaraan
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f) Kesatuan dalam keragaman

e Prinsip-prinsip Universal Kemasyarakatan (Good Governance)
a) Demokrasi
b) Partisipasi

¢) Transparansi

)" Dese i
F insip;p a Berkelanjutan (Tridaya) :
a§:dun
b)

mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayahnya, sejalan

dengan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM);

e Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerapkan
model pembangunan partisipatif yang berbasis kemitraan dengan

masyarakat dan kelompok peduli setempat;

¢ Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program
pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi penanggulangan

kemiskinan;
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e Meningkatkan capaian manfaat bagi masyarakat miskin untuk

mendorong peningkatan IPM dan pencapaian sasaran MDG’s.

e. Sasaran P2KP
Sasaran Pelaksanaan PNPM-P2KP adalah sebagai berikut:

Meningkatnya “akses padap’ pelayanan kebutuhan dasar bagi

warga miskin dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran MDGs

f. Strategi P2KP
Agar terwujud tujuan yang hendal dicapai, maka strategi yang

dilaksanakan dalam P2KP adalah :

» Mendorong Proses Transformasi Sosial dari Masyarakat Tidak

Berdaya/Miskin menuju Masyarakat Berdaya, melalui intervensi :
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a) Internalisasi nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip
universal kemasyarakat dan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan (tridaya).

b) Penguatan lembaga masyarakat melalui  pendekatan

pembangunan yang bertumpu pada kelompok (community

penanggulangan

s Mendorong Proses Transformasi Sosial dari Masyarakat Mandiri
menuju Masyarakat Madani, intervensi yang dilakukan dalam
tahapan ini dengan menitikberatkan pada proses penyiapan
landasan yang kokoh melalui penciptaan situasi dan lingkungan
yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya masyarakt madani,
melalui intervensi komponen pembangunan lingkungan kelurahan
terpadu (neigbhourhood development) menuju tata kepemrintahan

dan pelayanan publik yang baik (good governance).
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g. Langkah-Langkah P2KP
Uraian kegiatan P2KP bisa dibagi menjadi 2 yaitu: pertama
tahap persiapan di tingkat pusat dan daerah dan yang kedua tahap
pelaksanaan P2KP di masyarakat.

a) Tahap persiapan P2KP di Tingkat Pusat dan Daerah

I adalah persiapan yang™dilakukan agar para pelaku

b) Tahap Pelaksanaan Kegiatan P2KP di Tingkat Masyarakat
Gambarn umum mengenai proses pelaksanaan kegiatan
pengembangan masyarakat di kelurahan/desa dijabarkan dalam
serangkaian siklus atau tahapan P2KP. Kegiatan P2KP ini yang
merupakan serangkaian kegiatan dimana masyarakat diberikan peluang
untuk ikut terlibat secara aktif sebagai proses pendidikan kritis di

masyarakat.
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Kegiatan yang paling awal dilakukan di tingkat kelurahan
adalah Lokakarya Orientasi P2KP. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan
P2KP disesuaikan dengan strategi P2KP yang akan dicapai yaitu
mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat tidak berdaya
(miskin), menuju masyarakat berdaya pada strategi ini intervensi yang
dilakukan meliputi; 1). Internalisasi nilai-nilai universal dan prinsip-
prinsip kemasyarakatan, 2). Penguatan lembaga masyarakat melalui
pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok (community based

development), 3). Pembelajaran penerapan konsep TRIDAYA dalam
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penanggulangan kemiskinan dan 4). Penguatan akuntabilitas
masyarakat. Keempat bentuk intervensi tersebut diimplematasikan
melalui serangkaian siklus P2KP sebagai proses pembelajaran kritis
masyarakat yang merupakan aktualisasi dari daur pembangunan
partisipatif. Tahap pelaksanaan kegiatan P2KP di masyarakat terdiri

dari Persi asyarakat, ldentifik Masalah dan Kebutuhan,

.Peren Kegi @m&@n , dan Pengawasan
Kegiatan. w %

= e
= $

PENJAJAG
K UTUHAﬁ PERENCANAAN
KEGIATAN
Kajian
kebutuhan,, Alternatif kegiatan,
rencana tindak,

otensi , masalah ;
p tahapan kegiatan

- =

rogram PELAKSANAAN
KEGIATAN
EVALUASI

KEGIATAN

Melaksanakan
program yang
sudah
direncanakan

Kajian hasil
akhir
program

PEMANTAUAN /\J
KEGIATAN

4

Perkembangan
program

Sumber : Anonim, 2004 b hal 32 : Modul Pelatihan Dasar Fasilitator P2KP.

Bagan: 2.3
Siklus P2KP Sebagai Aktualisasi Daur Pembangunan Partisipatif.
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a). Persiapan Masyarakat
Persiapan di masyarakat meliputi kegiatan sosialisasi, Rembug
Kesiapan Masyarakat (RKM) dan Pendaftaran Relawan Masyarakat.
e Sosialisasi Awal dan Lobby-lobby Kelompok Strategis.

Setelah pelaksanaan Lokakarya Orientasi P2KP tingkat

kabupaten dan tingkat kecamatan, maka%lim Fasilitator melakukan

(Jumlah penduduk
pencaharian, tingkat pendidikan, KK miskin, dan lainnya), Sedangkan
karakteristik  psikografis memberikan informasi tentang pola
kehidupan sehari-hari yang tampak pada kegiatan rutin masyarakat,
keyakinan yang dianut, gaya hidup, adat istiadat yang masih berjalan
serta sejarah/ kejadian-kejadian penting.

Selain itu melalui kegiatan ini juga dilakukan analisis dengan
metode sosiometri dan matrik afinitty yaitu untuk mengetahui siapa
tokoh-tokoh  berpengaruh dan bagaimana hubungan maupun

pengaruhnya terhadap masyarakat. Metode yang diterapkan dalam
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pemetaan sosial ini antara lain: wawancara, Daily Routine, Focus
Group Discussion (FGD), Diagram Venn, Alur Sejarah, Sosiometri,
Pemetaan, dan observasi.

Dengan data-data yang didapatkan melalui kegiatan Pemetaan

Sosial ini diharpkan Tim Fasilitator bisa menyusun strategi-strategi

mbug/rapat warga yang

perangkat desa/kelurahan
bekerjasama dengan Tim Fasilitator mulai dari tingkat RT/RW sampai
dengan tingkat desa/kelurahan dengan mengundang sebanyak mungkin
warga secara terbuka. Rembug warga merupakan proses partisipatif
dalam rangka membangun kesepakatan masyarakat, dimana pada saat
masyarakat telah mengetahui apa P2KP secara utuh, masyarakat
mengetahui tata cara dan manfaat P2KP, selanjutnya masyarakat
diberikan ruang untuk belajar kritis yang pertama kali yaitu mengambil
keputusan secara sadar untuk menerima atau menolak P2KP dengan

segala konsekuensinya.
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e Sosialisasi Intensif dan Pendaftaran Relawan Warga.
Sosialisasi intensif atau sosialisasi lanjutan dimaksudkan agar

masyarakat lebih memahami subsatnsi P2KP sebagai proses

pembelajaran kritis dan pelembagaan prinsip dan nilai-nilai universal.

Media sosialisasi juga menggunakan media media poster, leaflet dan

vcd yang mémang divasilitasi oleh program untuk bisa dipergunakan

sebagai motor penggerak yang memiliki moral baik dan diakui kulitas
sifat kemanusiaannya.
Identifikasi Masalah dan Kebutuhan

Proses selanjutnya setelah masyarakat menyatakan kesiapan
untuk melaksanakan kegiatan P2KP dalam RKM dan munculnya
relawan-relawan yang telah direkrut dan dilatih adalah identifikasi
masalah dan kebutuhan melalui siklus Refleksi Kemiskinan (RK) dan

Pemetaan Swadaya (PS).
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¢ Refleksi Kemiskinan (RK)

Siklus Refleksi Kemiskinan ini adalah bertujuan untuk
menemu-kenali ciri-ciri, penyebab dan akibat kemiskinan sampai hal-
hal yang paling mendalam sehingga dapat ditemukan akar dari

persoalan kemiskinan di wilayahnya. Selain itu kegiatan Refleksi juga

bertujuan belajar secara kritis melthat, mengetahui dan bahkan

Hasil FGD RK dari masing-masing RW selanjutnya di

musyawarahkan di tingkat kelurahan dimana dari masing-masing RW
mengirimkan wakilnya sebagai utusan. Dalam FGD tingkat kelurahan
ini utusan dari masing-masing RW menyampaikan hasil FGD RK di
wilayahnya yang kemudian didiskusikan bersama tentang persamaan
dan perbedaan. Selain itu juga mendikusikan dan mengevaluasi
program-program penanggulangan kemiskinan sebelum P2KP yang

kemudian ditemukan kelemahan dan kelebihan sebagai rekomendasi
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dan harapan terhadap pelaksanaan P2KP lebih baik dari program
sebelumnya.
¢ Pemtaan Swadaya (PS)

Pemataan Swadaya atau Community Self Survey (CSS)

merupakan kegiatan tindak lanjut setelah masyarakat mengenali

erkait dengan persoalan

Reflekasi Kemiskinan.

(SOP) pelaksana giata : adaya (PS). Kajian tersebut

meliputi :

o Kajian Kepemimpinan,

» Kajian Kelembagaan dan Kebijakan Lokal,

¢ Kajian Pendidikan, Kajian Kesehatan,

o Kajian Penggunaan Air Bersih,

o Kajian Mata Pencaharian

e Kajian Profil Masyarakat miskin dan penyebarannya,

¢ Kajian sarana dan prasarana lingkungan,
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e Kajian lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi lokal
kelurahan

Pemetaan Swadaya dilaksanakan melalui sekumpulan kegiatan

dimana masyarakat belajar mengidentifikasi permasalahan, potensi dan

kebutuhan bersama secara kritis berdasarkan pada kekayaan informasi

manfaatkan fasilitas yang

ah-masalah kemiskinan di

e Belajar untuk yang dimiliki dan
mengurangi ketergantungan pada bantuan atau sumberdaya dari
luar.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif
melalui Focuse Group Disscusion (FGD), kegiatan PS juga
dilaksanakan dari tingkat basis yaitu RW/ Dusun. Setelah kegiatan PS
tingkat RW selesai dilaksanakan, selanjutnya dilakukan pembahasan

PS di tingkat kelurahan. Pada kegiatan ini masing-masing peserta tim

PS dari RW mempresentasikan dan menempelkan hasilnya, yang
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kemudian diolah dan dikompilasi menjadi data Pemetaan Swadaya
tingkat kelurahan.
). Perencanaan Kegiatan

¢ Pemabangunan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Sesuai dengan asumsi dasar dan cara pandang/konsep P2KP

Keberdaan BKM berfungsi sebagai lembaga pengambil
kebijakan dan keputusan yang menyangkut masalah penanggulangan
kemiskinan diwilayahnya. Kepemimpinan BKM bersifat kolektif
dimana pengambilan keputusan dilakukan secara bersama melalui
mekanisme rapat anggota BKM dengan musyawarah mufakat menjadi
norma utama dalam seluruh pengambilan keputusan.

BKM juga sebagai lembaga kepercayaan (board of trustee),

anggota-anggota BKM terdiri dari orang-orang yang dipercaya warga,
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berdasarkan kriteria kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat
mewakili masyarakat dalam berbagai kepentingan.
1). Kajian kelembagaan dan Kepemimpinan Moral

Kajian ini sebenarnya merupakan penguatan dan penguasaan

kembali terhadap kegiatan yang telah dilakukan dalam Kkajian

eliputi : proses
a di masyarakat, tingkat
ya, tingkat kepercayaan
masyarakat, tugas fungsinya, tingkat kemanfaatan khususnhya bagi
masyarakat  miskin, cara pengambilan  keputusan, tingkat
transparansinya, secara lebih rinci, berdasarkan buku Petunjuk
pelaksanaan BKM 2 Tahap 1, lembaga-lembaga yang layak menjadi
BKM harus memenubhi kriteria-kriteria :
- Bukan lembaga yang dibentuk karena perundang-undangan dan
peraturan pemerintah.
- Kekuasaan/kewenangan dan legitimasinya berasal dari warga

masyarakat setempat.
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- Berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan  Kkolektif,
demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel.

- Diterima dan mengakar keberadaannya di seluruh lapisan
masyarakat (inklusif).

- Keanggotaan BKM merupakan perwujudan dari nilai-nilai

yjang disepakati masyarakat

akuntabel.
- Mampu mempertahankan sifat independen dan otonom terhadap
institusi pemerintah, militer, agama, usaha dan keluarga.

Setelah dilakukan kajian dan penilaian sesuai dengan kriteria
tersebut kemudian masyarakat memutuskan untuk memampukan
lembaga yang sudah ada atau membentuk lembaga baru sebagai BKM
yang dituangkan dalam sebuah berita acara rembug warga.

2). Pemilihan Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
Setelah masyarakat mengambil keputusan untuk membentuk

lembaga baru sebagai BKM maka proses selanjutnya adalah
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pembentukan BKM vyang diawali dengan membentuk Panitia
Pembentukan BKM. Panitia berasal dari relawan atau masyarakat lain
yang dibentuk melalui suatu rembug warga. Panitia kemudian dibagi
menjadi 3 kelompok kerja (Pokja) yaitu:

Pokja Anggaran Dasar (AD) BKM, Pokja Pemilihan Anggota

adalah 4me d aff"Anggaran Dasar BKM,
draf secara m  suda i® program sehingga
pen ah@dah leb

penting da&ﬂwal
b

tingkat basis/RT maupun
pemilihan di tingkat kelurahan.

Pokja Pemantauan Partisipatif bertugas mengawasi dan
mengendalikan pelaksanaan pembentukan BKM agar semuanya
berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam SOP pembangunan BKM. Hasil pengawasan ditulis dalam
format yang telah disediakan dan ditentukan dalam pedoman.

Proses pemilihan BKM dilakukan berjenjang mulai dari tingkat
RT/RW untuk memilih utusan/ calon anggota BKM di wilayahnya

yang akan mengikuti pemilihan di tingkat kelurahan. Cara ini
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dilakukan dengan pertimbangan bahwa untuk memilih itu tidak ada
calon, sedangkan calonnya adalah seluruh warga dewasa dan syaratnya
adalah orang baik sehingga sehingga orang memilih didasarkan atas
trackrecord (rekam jejak) sehari-hari bukan kampanye dan janji-janji

sesaat. Jumlah utusan ditetapkan melalui 2% dari jumlah penduduk

gi dengan jumlah RT sehingg

harus digpi Ws@%@ing- fasing,RT.
Penljli dilaku N %dan rahasia, Dalam hal ini
@ . =
ara asih me

“bener, p&\kob ” artinya memilih pemimpin itu yang pertama

a ke kondisi yang lebih baik,
yang ketiga, kober karena menjadi anggota BKM adalah relawan untuk
melaksanakan kegiatan sosial di masyarakat, bukan pekerjaan yang
akan menghasilkan honor atau gaji sehingga walaupun bener dan
pinter tetapi tidak punya waktu luang maka dipastikan kegiatan BKM
tidak akan berjalan dengan baik.

Untuk mendukung dan memperlancar kegiatan-kegiatan BKM
maka selanjutnya organisasi BKM membentuk unit-unit pengelola
BKM sebagai gugus tugas dari lembaga BKM vyang akan

melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidangnya yang terdiri dari
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Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Sosial, (UPS), dan
Unit Pengelola Keuangan (UPK). Selain itu BKM juga membentuk
kesekretariatan BKM dengan mengangkat 1 orang sebagai sekretaris
BKM.

Proses perekrutan sekretaris dan UP-UP BKM dilakukan

a pada prinsipnya
arakat walaupun

sesuai dengan

: 2.4 sebagai berikut.



78

Majelis
Rembug Waraga Tahunan
(RWT)
Legislatif il
Lurah/Kades - BKM
BPD/LPMK/PK SEKRETARIAT

Eksekutif

KSM/Panitia KSM/Panitia KSM/Panitia
M A S Y A R A K A T

Sumber : Anoni

Struktur Orga

e Penyusunan PJM Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah
Program penanggulangan Kemiskinan).

Kegiatan penyusunan PJM Pronangkis merupakan kegiatan
awal BKM bersama Relawan Masyarakat serta pemerintah
kelurahan/desa untuk merencanakan langkah-langkah penanggulangan
kemiskinan dalam bentuk Perencanaan Jangka Menengah dan rencana
Tahunan (PJM dan Renta Pronangkis). Bahan/data yang dipergunakan
untuk menyusun PJM Pronangkis adalah hasil rumusan Reflekasi

Kemiskinan (RK) dan Pemetaan Swadaya (PS) yang telah disepakati
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oleh warga. Tahapan dari proses penyusunan dokumen PJM

Pronangkis ini adalah:

1) Rembug warga pembentukan Tim Perencanaan Partisipatif yang
terdiri dari anggota BKM, Tim PS, dan relawan.

2) Pembekalan atau coaching Penyusunan PJM pronangkis.

3) Proses pényusunan PJM pronangkisS™yang berisi : latar belakang

Dokumen selanjutnya diuji publikan untuk mendapat masukan

dari seluruh masyarakat yang kemudian disyahkan menjadi dokumen
resmi kelurahan dan ditandatangani oleh seluruh lembaga kelurahan
yang ada, dengan demikian dokumen PJM Pronangkis tersebut adalah
milik masyarakat kelurahan dan semua pihak mempunyai
tanggungjawab yang sama untuk mensukseskan terlaksananya kegiatan
yang telah direncanakan guna mencapai visi dan misi yang telah

disepakati. Untuk bisa mempercepat proses penanggulangan
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kemiskinan, dokumen PJM pronagkis disosialisasikan dalam acara
“Bazar Program dan Lelang Amal”.

Setelah satu tahun program berjalan, dilakukan evaluasi
tahunan yang dikemas dalam kegiatan Tinjauan Partisipatif. Tinjauan

Partisipatif merupakan kegiatan untuk melihat dan mengkaji kembali

yang dikembangkan bekjalan dengan optimal atau

apakh progré

ipatif kemudian

bagaan, program

warga yang mempunyai minat serta tujuan yang sama dalam
menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Hal ini adalah
merupakan salah satu intervensi dalam pemberdayaan masyarakt yaitu
pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok. Pendekatan ini
diyakini sebagai sarana yang sangat efektif untuk mempercepat
pengembangan dan penguatan masyarakat daripada pendekatan
individual.

KSM tidak selalu harus dibentuk baru tetapi memanfaatkan

kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada di masing-masing RT



d).

81

atau RW, tetapi juga bisa dibentuk baru karena biasanya kelompok
yang sudah ada tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu juga
banyak kelompok yang tidak mau di jadikan sebagai KSM yang
dimkasud oleh P2KP karena dianggap akan merubah tatanan dan

keberadaan kelompoknya yang selama ini dianggap sudah berjalan

baik dan lan€a

akan dilaksanakan yaitu : KSM
Lingkungan (Panitia Kegiatan), KSM Sosial dan KSM ekonomi
bergulir.
Pelaksanaan Kegiatan
Setelah melalui identifikasi masalah dan kebutuhan,
perencanaan, selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan dengan
dukungan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2KP. Proses
pembelajaran masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dilakukan
melalui praktek langsung dilapangan oleh masyarakat sendiri dengan

dengan melakukan apa yang telah direncanakan (PJM dan Renta
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Pronangkis) dengan dukungan BLM sebagai dana stimulan bagi
masyarakat untuk terus membangun kapital sosial dan melembagakan
nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip kemasyarakatan secara

berkelanjutan sehingga secara bertahap akan mampu menyelesaikan

persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan mereka.

melalui serangkaian kegiatan, baik sebagai bagian dari siklus P2KP
maupun kegiatan khusus yang dilaksanakan secara berkala dan secara
terus menerus atau berkelanjutan selama pendampingan. Monitoring
dan evaluasi itu sendiri dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Pada
tataran KSM pengawasan dilakukan oleh UP-UP, pada tataran UP-UP
pengawasan dilakukan oleh BKM, sedangkan BKM dikontrol oleh
masyarakat, pemerintah desa sampai dengan pemerintah pusat dan

konsultan.
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Monitoring juga dikembangkan dan dikelola melalui Sistem

Informasi Manajemen (SIM) P2KP. Data-data perkembangan P2KP di

lapangan bisa diketahui oleh KMW, KMP dan pihak lain dengan cepat

dan akurat. Data SIM ini diharapkan mampu menyajikan informasi

secara cepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan

rangka perbaikan atau

atan kualitas P2KP.

Siklus Pola pikir
Rembug arakat merupakan
Kesiapan Ubyek pembangunan dan
Masyarakat belajar berhak untuk menentukan
(RKM) memutusk nasibnya sendiri tanpa

secara sada apatkar paksaan dari pihak luar,
upaya pemecahan | informasi dan tetapi berdasarkan kesadaran
masalah yang mengambil kritis mereka
mereka butuhkan | keputusan
Refleksi Partisipasi, Keadilan dan Penyebab utama kemiskinan:
Kemiskinan terlibat untuk kesetaraan, saling lunturnya nilai—nilai
menentukan memahami, dan kemanusiaan.
masglah utama saling perduli Semua pihak
i(rzr:slsglrgﬁndicara teerrhr?\(ajlgglahan oran bertanggungjawab dalam
q pk i Ip i 9 pemecahan masalah
emoxrats. an. kemiskinan.
Ke1u1urar_1 untuk Masyarakat mampu
mengakui melakukan analisa sebab
permasalahan. akibat permasalahan
kemiskinan
Pemetaan Partisipasi, Perduli terhadap Masyarakat mampu
Swadaya transparansi permasalahan orang | melakukan kajian dan
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Apa yang dipelajari?

Siklus Prinsip G o
Kemasyarakatan Nilai—nilai Pola pikir
informasi dalam miskin, saling penelitian sederhana
menggali potensi | menghargai, saling mengenai permasalahan di
dan permasalahan | memahami, wilayahnya, karena
bersama. kesetaraan dalam masyarakatlah yang

kegidtan mempunyai pengetahuan
: terhadap permasalahan diri
Penghargaan dan lingkungannya bukan
‘orang luar’.
MaSyarakat mempunyai
i untuk memecahkan
alah tanpa harus selalu
ng kepada bantuan
Semua permasalahan
inan baik itu masalah
, ekonomi maupun
kungan bersumber dari
ikap dan perilaku para
pelaku pembangunan.
Kemiskinan merupakan
masalah bersama
Pembangunan | Demokrasi, Kejujuran, keadilan, | Masyarakat mampu untuk
BKM/LKM Partisipasi, kesetaraan, mengorganisir diri dalam
Desentralisasi kerelawanan menentukan siapa yang harus
di dalam menjadi komitmen memimpin.
Ir(neimbsngun semua Wsr?a Pemimpin yang dipilih
e_lt_elr(n agaan Masyaraxat. adalah yang mempunyai
mill Walzgf kemampuan menggunakan
masyarat a}[_ yang potensinya untuk
representativ kesejahteraan orang lain,
pemimpin yang mempunyai
sikap mental positif artinya
merupakan manusia yang
berdaya (sejati).
PJM Partisipasi, Keadilan, kejujuran, | Masyarakat mampu untuk
Pronangkis transparansi, dan kebersamaan merencanakan program .
(perencanaan | demokrasi c_jalam dalam upaya Masyarakat mempunyai
proses belajar memenuhi
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Apa yang dipelajari?

Siklus Prinsip G o
Kemasyarakatan Nilai-nilai Pola pikir
partisipatif) | menyusun kebutuhan agar tanggungjawab untuk
persoalan
kemiskinan dapat
ditanggulangi.

rencana — rencana
untuk memenuhi

kebutuhan warga
masyarakat sesuai

perencanaan.

Adil bukan beararti bagi rata,
tetapi memberikan bantuan
bagi yang paling
membutuhkan.

Pengembangan program

Pengorgani-
sasian KSM

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pembangunan adalah

bukan semata-mata fenomena ekonomi tetapi sebuah proses mengenai
kualitas hidup masyarakat ditingkatkan baik material dan spiritual yang
meliputi bukan hanya pendapatan yang tinggi tetapi juga pendidikan,
kesehatan, perbaikan lingkungan, pemerataan kesempatan, pemerataan
kebebasan individu, penyegaran kehidupan budaya dan penanggulangan
kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan adalah bagian dari proses
pembangunan, sedangkan kemiskinan adalah  keterbelakangan,

ketidakberdayaan, atau ketidakmampuan seseorang untuk



86

menyelenggarakan hidupnya sampai pada suatu taraf yang dianggap
layak/manusiawi. Dalam penelitian ini peneliti tidak akan menyajikan data
tentang penurunan/kenaikan jumlah warga miskin di lokasi penelitian
setelah mendapatkan program P2KP karena turun dan naiknya jumlah

warga miskin dipengaruhi oleh banyak faktor baik mikro maupun makro.

Peneliti hanya akan menyampaikan hasil ataw, data munculnya prasyarat

dan implementasi kegiatan yang sudah direncanakn, terbentuknya panitia
dan KSM, dan berkembangnya dana perguliran di masyarakat.

Pendidikan kritis yang dimakud dalam penelitian ini adalah suatu
proses penyadaran dan pembelajaran oleh masyarakat melalui kegiatan
siklus P2KP yang merupakan pengejawantahan dari daur program
pembangunan partisipatif. Siklus P2KP ini menjadi media pembelajaran
yang berjalan berulang secara ajeg (aksi-refleksi-aksi) sehingga
masyarakat akan sadar terhadap hak dan kewajibanya sebagai manusia

dalam menentukan masa depannya.
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Pelaksanaan siklus P2KP ini adalah proses pemberdayaan yang
mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat sebagai tindakan nyata dalam
pengembangan kapasitas.

. Kerangka Pikir

Dalam penelitian kuantitatif kerangka pikir merupakan dasar untuk

akibat ( ausal}!_ variabel tertentu

merupakan v@%l beba

( depéndent vgml). s
. &= .
ada prediksi (tl%enga

ariabel tergantung

atif, karena tidak

desain penelitian bersifat lentur dan terbuka, maka penggambaran
kerangka pikir ini bersifat lentur artinya bisa saja dalam kenyataan
pelaksanaan penelitiannya nanti terjadi perubahan atas dasar kenyataan di
lapangan, karena penelitian ini lebih mementingkan apa yang sebenarnya
terjadi di lapangan, dan sama sekali bukan mementingkan apa yang ada
menurut pemikiran penelitinya.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa tujuan dari penelitian
ini adalah untuk memahami secara mendalam tentang pendidikan kritis

dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada kegiatan siklus P2KP
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khususnya tentang kedudukan/posisi masyarakat dalam pelaksanaan
program/pembangunan, memilih pemimpin, dan membangun lembaga
masyarakat, sehingga dapat dirumuskan alternative penyelesaian masalah,
secara umum terdapat empat faktor yang saling terkait dalam pelaksanaan

suatu program vyaitu.:

1. Context, Geografis, KondistKarakteristik —Masyarakat,

glsmodel pelaksanaan

2. kung kelancaran
apasitas berupa

epdamping @tator 2KP), dana BLM,

3 program itu sendiri yang

meliputi :

ajian kepemimpinan, Kajian

Kelembagaan, pengambilan keputusan, pembangunan lembaga

masyarakat,

4. Product atau hasil yang akan dicapai meliputi :

» Qutput, yaitu terselenggaranya model penanggulangan kemiskinan
sesuai dengan kehendak masyarakat, terpilinnya pemimpin sesuai
dengan kehendak masyarakat. Terbangunnya lembaga masyarakat
atas dasar kebutuhan.

e Qutcome, adalah manfaat yang diperoleh dari berkembangnya

persepsi positif yang berupa kesadaran kritis dalam memahami dan
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mengimplementasikan hak dan kewajiban masyarakat/warga,
sehingga akan memiliki kemampuan untuk memilih pemimpin
yang baik sesuai dengan kehendak masyarakat dan terbangun
lembaga masyarakat yang bisa dipercaya, representative yang

mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh

(process), apakah

(input) sesuai dan

pelaksanaan program maka semua factor peneliti menghubungkan
semua faktor yang ada dengan faktor proses.
Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan secara

singkat dengan skema sebagai berikut :



CONTEXT

¥ Xy

-
- PROCESS .

1

=2

i 4 o

= Karakteristik
Geografis

= Sejarah Desa

= Kondisi Sosial
Ekonomi

= Kondisi Sosial
Budaya

= Potensi Sarana dan
Prasarana

= Pengembangan
kapasitas melalui
pelatihan dan
coaching

= Dana Stimulan (BLM)

= Siklus P2KP

= Pendamping
Masyarakat
(Fasilitator P2KP)
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meliputi :

PRODUCT
Pelaksanaan Tahap Siklus P2KP sebagai
proses pembelajaran kritis di masyarakat
' = Qutput
= Outcome

= Sosialisasi & Rembug Kesiapan
Masyarakat (RKM)

= FGD Refleksi Kemiskinan (RK)

= Pemetaan Swadaya (PS)

= Pembangunan LKM/BKM

= Penyusunan Dokumen PJM Pronangkis

= Pembangunan Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM)

Skema Kerangka Pikir dengan Pendekatan CIPP (Context, Input, Process, Product)

= Integrasi Program
= Pelaksanaan Kegiatan
= Monev Partisipatif

Bagan : 2.5
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BAB 111

METODE PENELITIAN

Berbagai hal berkaitan dengan metodologi penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tengah dipilih i Kajian dengan perti’ gan Sebagai berikut :
1. Sikl ] ‘ i di  Perkotaan (P2KP)

at di Kelurahan Tegalrejo,

berhasil di kota Sa a_karena 4 jadi nominasi BKM Award
pada tahun 2005 dan tahun 2007.

3. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan siklus P2KP cukup baik dan
mendapat dukungan penuh dari pemerintah kelurahan sehingga berpotensi

terhadap keberlanjutan program.

B. Strategi dan Bentuk Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang muncul penelitian ini lebih
menekankan pada proses dan makna dari pelaksanaan suatu program

pengembangan masyarakat, maka bentuk penelitian ini adalah penelitian
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kualitatif. Kirk dan Miller dalam Moleong (2006 : 4), mendefinisikan bahwa
Penelitian Kualitatif (qualitative research) adalah ; “Tradisi tertentu dalam
ilmu pegetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan
pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya”.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006 : 4) menyebutkan bahwa

penelitian kualitatif*sebagai prosedur penelitiam, yang menghasilkan data

yang dapat} diamati sering |

penelitian e pa@plied research). “Karena pQ itian Ini diselenggarakan

dalam rangka me&i ma alah0ta am pan, berupa usaha untuk
= | e _

menemukan dasar r dan lan angkaf@balka bagi suatu aspek

=

d paiki melalui pengembangan

penelitian tindakan (action research) atau penelitian pengembangan (Sutopo,
2002 : 113) penelitian ini dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu
program, dalam rangka mengembangkan, memberikan saran perbaikan,
karena jenis penelitian ini termasuk penelitian evaluasi.

Penelitian ini menghasilkan efektifitas pencapaian tujuan, hasil atau
dampak suatu kegiatan/ program dan juga mengenai proses pelaksanaan suatu
kebijakan telah direncanakan dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu

sesuai dengan yang disampaikan (Sutopo, 2002 : 113).
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Teknik pelaksanaan yang digunakan adalah studi kasus. Laporan model
kasus lebih sesuai bagi penyajian realitas multiperspektif dengan kekayaan
deskripsinya (Sutopo, 2002 : 43). Studi kasus dalam penelitian ini adalah studi
kasus terpancang (embedded case study), artinya sebelum penelitian

dilaksanakan peneliti sudah memilih dan menentukan variabel-variabel yang

darena semuanya

secara past kemudiar sebenarnya yang

didasari pada pola pikir “keberkaitap“semua Variabel pokok yang terlibat.
Evaluasi bertujuan untuk menggali, menemukan, dan memahami baik
kekuatan dan kelemahan dari semua variabel pokok yang terlibat dalam suatu
kegiatan peristiwa atau pelaksanaan program. Pendekatan ini terutama
mengarah pada cara pandang dan struktur proses analisis dari semua informasi
mengenai beragam variabel pokok yang terlibat, sehingga bisa menemukan
kekuatan dan kelemahannya, serta menghasilkan suatu simpulan yang mantap
dari perspektif pandangan konsep pendekatan tersebut (Sutopo 2002 : 114).
Dalam penelitian ini pendekatan model yang digunakan adalah CIPP (Context,

Input, Process, Product).
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Menurut Sutopo (2002 : 115), pendekatan CIPP pada dasarnya merupakan
pendekatan yang digunakan dalam pengembangan program, yang secara
keseluruhan memperhitungkan keterkaitan antarfaktornya (Context, Input,
Process, Product). Melalui pendekatan ini akan diperoleh informasi dari

beberapa faktor mengenai kondisi dan karakteristik masyarakat (context)

sebelum P2KP yang diberikan sebagai

pendukung (process) P2KP

dilaksanaka dah sesuai dengan

. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di sini tidak mewakili populasinya tetapi
lebih cenderung mewakili informasinya (Sutopo, 2002 : 51). Data atau
informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian
ini sebagian merupakan data kualitatif yang akan digali dari beberapa sumber
data. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2006 : 157) sumber data
utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya

ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
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Jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini yaitu:

1 Context : - Data demografi dan topografi, sumberdatanya dari data
sekunder yang ada di kelurahan Tegalrejo antara lain:
monografi desa/kelurahan dan buku Salatiga Dalam

Angka (BPS, 2005).

Kondisi sosial ekonomi @an budaya, sumberdatanya

an dan coaching

masyarakat dalam melaksanakan P2KP.

- Konsep Siklus P2KP, berupa desain Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang
merupakan desain penanggulangan kemiskinan dengan
pendekatan pendidikan kritis di masyarakat dalam
sebuah  negara, kepemimpinan dan organisasi
masyarakat warga, sumberdatanya adalah Pedoman
Umum dan Pedoman Teknis pelaksanaan P2KP beserta

dengan buku-buku pendukung lainnya.
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- Dana stimulan berupa Biaya Langsung Masyarakat
(BLM) yang digunakan sebagai alat untuk belajar di
masyarakat, data sekunder, masyarakat, dan perintah.
3 Process : - Penyampaian dan Pengenalan Konsep Program melalui

kegiatan Sosialisasi Awal dan Rembug Warga untuk

enerima atau menolak prégram P2KP, sumberdatanya

eputusan bersama

sumberdatanya adalah masyarakat, Relawan dan aparat
pemerintahan kelurahan.

- Struktur Organisasi dan mekanisme kerja lembaga
masyarakat (BKM), sumebrdatanya adalah masyarakat,
relawan anggota BKM dan aparat pemerintahan
kelurahan.

Kegiatan kerjasama antar lembaga, sumber datanya
adalah masyarakat, relawan anggota BKM dan aparat

pemerintahan kelurahan.



97

4 Product : - Output, yaitu masyarakat memahami apa dan bagaimana
kedudukan/posisi masyarakat/warga, pemimpin, dan
lembaga masyarakat dalam suatu Negara.

- Outcome, adalah manfaat yang diperoleh dari

berkembangnya persepsi positif yang berupa kesadaran

Kritis dalam memahami da engimplementasikan hak

a, representative

masalahan  yang

Sumber data yang di

1. Narasumber (informan), terdiri dari masyarakat umum yang terlibat dalam
kegiatan P2KP, anggoata Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), tokoh
masyarakat, perangkat kelurahan dan perwakilan lembaga-lembaga tingkat
kelurahan lokasi penelitian.

2. Peristiwa atau aktivitas, yaitu kegiatan P2KP yang telah dan sedang
dilakukan di lokasi penelitian.

3. Tempat atau lokasi, terdiri dari lingkungan kerja dan lingkungan sosial

penduduk serta kondisi pemerintahan di lokasi penelitian.
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4. Arsip dan dokumen resmi mengenai pelaksanaan P2KP dan monografi

kelurahan lokasi penelitian.

D. Teknik Sampling

Teknik cuplikan merupakan suatu bentuk khusus atau proses bagi

pemusatan atau pe an dalam penelitian yang mengarah pada seleksi.

secara mendalam dan dapat dipercaya sebagai sumber data yang valid
sehingga cuplikan dalam penelitian ini lebih bersifat purposive sampling atau
criterion-based selection (Sutopo, 2002 : 56). Informan yang mengetahui
informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dianggap sebagai
sumber data yang valid adalah anggota BKM, relawan, aparat kelurahan,
tokoh masyarakat yang ikut terlibat langsung sebagai pelaku dalam kegiatan

P2KP di lokasi penelitian.



99

E. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang

dimanfaatkan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :

untuk menyajikan

Ngenai para pribadi,

dalam penelitian kualitatif ini lebih bersifat terbuka (open-ended), informal
dan bisa dilakukan lebih dari sekali pada informan yang sama.

Teknik wawancara ini dilakukan pada semua informan untuk
menggali apa yang mereka ketahui tentang P2KP, pengalaman yang
dialami oleh informan sebelum dan setelah mereka terlibat dalam kegiatan
P2KP, manfaat yang mereka peroleh setelah mereka terlibat dalam
kegiatan P2KP, gambaran mereka tentang program yang sebenarnya
mereka butuhkan, harapan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup

yang lebih baik.
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Untuk itu peneliti melakukan wawancara kepada kelompok penerima
manfaat program P2KP yang tergabung dalam Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM), anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM),
aparat kelurahan atau tokoh masyarakat serta beberapa informan yang

terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam pengumpulan data

melalui wawaneara ini penulis melakukannyassendirian dengan alat bantu

tape recorderids i angitelah diwawancarai oleh

lan
No : - Pe an Posisi
1 | Suwarto R Iggarjo Koordinator BKM
Wijayakusuma
2 | Mamiek Suyahmi RT 01/ Anggota BKM
Wijayakusuma
3 | Bp. Gunanto Ketua LPMK
Kelurahan
Tegalrejo
4 | Sumartinah P |RTO04/V PNS Seksi Kesra
Kelurahan
Tegalrejo
5 | Suyanti,SH P |RTO3/IV |PNS Wakil Ketua PKK
Kel. Tegalrejo
Ibu suginiwati P | RTO5/VI | Jual Sayur KSM Srikandi |
Ibu Handayani P |RTO7/VIl | Jual KSM Pergiwo |
Kelontong

2. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) pada dasarnya merupakan kelompok
fokus sebagai diskusi yang dirancang dengan baik untuk memperoleh

persepsi dalam bidang perhatiannya pada lingkungan yang permisif dan
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yang tidak menekan, Kreuger dalam Moleong, (2006 : 227). Teknik FGD
ini peneliti lakukan untuk mengkalrifikasi dan menguatkan data maupun
informasi yang telah didapatkan pada teknik wawancara mendalam (indept
interview). Teknik ini sangat bermanfaat untuk mengkalrifikasi dan

menguatkan data terutama mengenai sikap, minat, latar belakang

mengenai sesuat@i"kondisi dan untuk mengga

peserta uk memberikan ang suatu topik dan
memungkink 1ap o - g

=

iy keinginan serta kebutuhan

yang bertugas di kelurahan Tegalrejo sebagai notulensi proses FGD.
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a). Kelompok Umum, terdiri dari 10 orang dengan profil sebagai berikut:

Tabel : 3.2
Profil Peserta FGD Kelompok Umum
No Nama L/P 85&% Pekerjaan Posisi
1 Ibu Suryati P |RT.01/11 Dagang Ketua KSM Delima |
2 Ibu tugiyo P RT. 04/ 11 Jual Nasi Ketua KSM
Kenanga |

3 Ibu Ngatonah P Ketua KSM Mawar
4 | Bp Susanto L Ketua KSM Melati
5 Ibu Sugini etua KSM

andi |
6 Ibu Handayani a KSM

iwo |
7 Bp Drs
8 Bp. S
9 | Sumart rintah Kelurahan
10 | Sutoyo, rintah Kelurahan

b). Kelompa
No Nama L/P ('Z‘Lag ?f) Pekerjaan Posisi
1 | Suwarto AK.BE L | RT.01 RW.VI | Pensiunan Koordinator
2 | AgusPujiRaharjo | L | RT.03RW.I Guru Anggota
3 | Suwarni P | RT.02RW.I Ibu Rumah Anggota
Tangga
4 | Astuti P | RT.02RW.II Ibu Rumah Anggota
Tangga
5 | Eko Putro Basuki L | RT.04 RW.III | Swasta Anggota
6 | Mamiek Suyahmi P | RT.0LRW.IV |Guru Anggota
7 Ngadiono L | RT.05RW.V Swasta Anggota
8 | Ragil Tukiman L | RT.01RW.V Guru Anggota
9 | Retno Widayatsih P | RT.04RW.VI |PNS Anggota
10 | Beni Dwi L | RT.06 RW.VII | Swasta Anggota
Listyowati

11 | Winarni, SPd P | RT.0LRW.IX | Guru Anggota
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3. Observasi berperan penuh
Teknik ini digunakan peneliti sebagai langkah untuk menguatkan
data yang telah didapatkan melalui wawancara dan di klarifikasi melalui
FGD yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman

gambar. Spradley dalam Sutopo (2002 : 65) menjelaskan bahwa

pelaksanaan tekrik dalam observasi dapat @

tak berperan®s @%asi erp
observas 0 servas.%eran
-

berper ini ‘karena peneliti

9agi menjadi: (1) observasi

an, yang terdiri dari

tif, dan observasi

ebelumnya sebagai

gi di kelurahan
Tegalrejo aatypenelitian ini an sudah tidak lagi

menjala s jadi Tenaga Ahli

Tengah maka tekntk observasi ya igunakan adalah observasi berperan
aktif.
4. Mencatat dokumen (content analysis)

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang juga
memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif ini. Kedua jenis sumber
data tersebut sangat mendukung bagi peneliti terutama bila peristiwa atau
kejadian yang diteliti sudah terjadi di masa lalu namun masih berkaitan
dengan peristiwa dan kejadian saat ini. Yin (1987) menyebutkan kegiatan
mencatat buku ini sebagai content analysis, artinya bukan sekedar

mencatat isi penting yang tersurat dalam dokumen atau arsip, tetapi juga



1. Triangulasi Data
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mencatat makna yang tersirat di dalamnya. Teknik ini dilakukan untuk
mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang
terdapat di Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) PNPM-P2KP Provinsi
Jawa Tengah, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Wijaya Kusuma

dan kelurahan Tegalrejo.

Cara ini mengarahkan pada peneliti agar dalam mengumpulkan data,
ia wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya data
yang sama atau sejenis, akan lebih valid kebenarannya bila digali dari
beberapa sumber data yang berbeda. Dengan demikian apa yang diperoleh
dari sumber yang satu, bisa lebih teruji kebenarannya bilamana
dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang
berbeda, baik kelompok sumber sejenis maupun maupun sumber yang

berbeda jenisnya.
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2. Triangulasi Metode
Jenis triangulasi ini bisa dilakukan oleh seorang peneliti dengan
mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau
mengumpulkan metode pengumpulan data yang berbeda, yaitu melalui :

indepth interview, observasi, focus group discussion dan content analisys.

Misalnya data y/@ang dikumpulkan melalui Wawancara dicocokan dengan

tersebut akan lebih

(Sutopo, 2002 : 80).
3. Triangulasi Peneliti
Yang dimaksud dari triangulasi ini adalah hasil penelitian baik data
ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhan diuji
validitasnya dengan beberapa peneliti lain, sehingga terjadi pertemuan
pendapat yang akhirnya bisa lebih menguji kebenaran hasil penelitian.
4. Triangulasi Teori
Triangulasi ini digunakan oleh peneliti dengan menggunakan
perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.

Dari beberapa perspektif teori tersebut akan diperoleh pandangan yang
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lebih lengkap, tidak hanya sepihak sehingga bisa dianalisis dan ditarik
simpulan yang lebih utuh dan menyeluruh (Sutopo, 2002 : 82).

Dari keempat teknik tersebut, yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi data atau sumber data yang berbeda, di sini tekanannya pada

perbedaan sumber data, bukan pada teknik pengumpulan data atau yang

lain. Misalnya

mehggun % 2 a@lf%’@van * berk

kelompcg i : : mpok.%an yang terdiri dari warga

menggali proses pelaksahaan kegiatan P2KP, peneliti

eda-beda antara lain

oses belajar bagi
itl juga sumber data

BKM, kelurahan

mengenai bagian tertentu atau keseluruhan peneliti menguji validitasnya
dari beberapa peneliti baik secara langsung, yaitu rekan-rekan mahasiswa
pasca sarjana program studi penyuluhan pembangunan, maupun melalui
hasil penelitian yang sudah ada yang dilaksanakan oleh peneliti terdahulu.
Selain itu, untuk lebih memantapkan validitas data dalam penelitian ini
review informan. Pada waktu peneliti sudah mendapatkan data yang cukup
lengkap dan berusaha menyusun sajian data walaupun mungkin masih belum
utuh dan menyeluruh, maka unit-unit laporan yang telah disusun

dikomunikasikan dengan informan, khususnya yang dipandang sebagai
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informan pokok (key informan). Hal ini penulis lakukan untuk mengetahui
apakah laporan yang ditulis tersebut merupakan pernyataan atau deskripsi

sajian yang bisa disetujui mereka (Sutopo, 2002 : 83).

. Teknik Analisis

Penelitian ini i n pada analisis induktif

induktif, maka penelitian kua tatl Juga disebut sebagai “empirico inductive
research” yang beItentangan dengan pene tian kuantitatif yang bersifat
”hypothetico deductive method”, K]Ik & Miller dalam Sutopo (2002 : 39 - 40).
Karena sifatnya yang induktif ini, maka data di lapangan merupakan sumber
utama bagi penyusunan simpulan sebagai hasil akhir penelitian. Dalam
penelitian kuantitatif proses pengumpulan data dan analisisnya terpisah secara
jelas, dan analisisnya dilakukan pada tahap akhir setelah pengumpulan data
selesai. Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif melakukan proses analisis di
lapangan dilakukan secara bersamaan dengan proses pelaksanaan

pengumpulan data (Sutopo, 2002 : 94).



108

Secara umum, proses analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga
komponen pokok (Miles dan Huberman, 1984 : 2) yaitu :

1. Reduksi data (data reduction) adalah proses pemilihan, pemfokusan,

penyederhanaan dan abstraksi data dari catatan lapangan (fieldnotes).

Reduksi data merupakan proses analisis Yyang mempertegas,

memperpende embuat fokus, membuangsghal-hal yang tidak penting

dan mengatur da i ingga pulan penelitian dapat

menjawab setiap permasalahan yang ada.

3. Penarikan simpulan (conclusion drawing/ verification), sejak awal
pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai
hal yang ia temui, pola-pola, pernyataan-pernyataan konfigurasi yang
mungkin, alur sebab-akibat, dan berbagai proposisi. Simpulan-simpulan
dibiarkan tetap di situ, yang pada waktu awalnya mungkin kurang jelas,
kemudian semakin meningkat secara eksplisit, dan juga memiliki landasan
yang semakin kuat. Dengan demikian, simpulan juga diverifikasi selama

penelitian berlangsung.
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Berkaitan dengan proses analisis tersebut, teknik analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model
interaktif. Menurut Miles dan Huberman (1984 : 22 — 23). Dalam model
analisis interaktif, ketiga proses analisis dan pengumpulan data tersebut

dilakukan dengan cara interaksi. Dalam bentuk ini penelitian tetap bergerak di

Reduksi Sajian
Data Data

Penarikan Simpulan/
Verifikasi

Sumber : Miles dan Huberman (1984 : 22 — 23).
Gamabr : 3.1
Model Analisis Interaktif
Dengan memperhatikan gambar di atas, peneliti selalu membuat reduksi
data dan sajian data sampai penarikan simpulan pada saat pengumpulan data.
Artinya, berdasarkan data yang ada pada catatan lapangan (fieldnotes) peneliti

menyusun pemahaman arti dari segala peristiwa melalui reduksi data yang
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kemudian diikuti dengan penyusunan data dalam bentuk cerita secara
sistematis. Reduksi dan sajian data ini disusun pada waktu peneliti sudah
mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian.

Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai

melakukan usaha untuk menarik simpulan dan verifikasinya berdasarkan

yang menyeluruh (Sutopo, 2003 : 3). Menurut Rutman dalam Sutopo, (2003 :
3), kerangka pikir CIPP membentuk cara memandang kegiatan-kegiatan yang
bersifat menyeluruh dan lengkap sehingga bisa memahami baik kekuatan
maupun kelemahan suatu program. Melalui pendekatan ini, akan diperoleh
informasi dari beberapa faktor mengenai kondisi, karakteristik dan kebutuhan
masyarakat (context) di kelurahan Tegalrejo, input yang diberikan sebagai
bentuk intervensi P2KP dalam upaya penanggulngan kemiskinan, process

bagaimana P2KP dilakukan dari awalnya sebagai suatu proses pembelajaran
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kritis dan bagaimana kualitas hasil (product) yang telah dicapai selama
pelaksanaan P2KP di kelurahan Tegalrejo.

Selanjutnya dari kumpulan informasi lengkap yang meliputi empat
faktor tersebut peneliti bisa menganalisis keterkaitan antarfaktornya.

Keberhasilan atau efektivitas suatu program ditentukan oleh sejauh mana hasil

(product) mengarahfpada tujuan yang hendak dicapai. Apabila hasil (product)

yang dicapai ti

Dengan demikian, dari analisis mengenai keterkaitan antarfaktor
tersebut bisa diketahui di mana kelemahan dan kekuatan pendidikan kritis
dalam penanggulangan kemiskinan di P2KP, yang selanjutnya dijadikan dasar
untuk menyusun saran secara operasional untuk memperbaikinya. Selain itu,
dalam penelitian ini unit analisisnya adalah kelurahan, karena penelitian ini

akan dilakukan di kelurahan Tegalrejo.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Latar Belakang dan Kebutuhan Masyarakat (Factor Context)

ity

Kecamatan /A latiga, Prov%wa Tengah yang terletak di

ke

Batas-batas geografis_wilaya _ Tegalrejo di sebelah utara
adalah kelurahan Kalicacing, sebelah timur dengan kelurahan Ledok, sebelah
barat dengan Kampung Rejo/ kelurahan Mangunsari dan sebelah selatan
adalah kelurahan Randuacir. Letak kelurahan Tegalrejo yang berada di jalan
Veteran dan jalan Tegalrejo Raya adalah lokasi yang sangat strategis secara
ekonomi karena merupakan jalur utama Semarang-Solo.

Secara administratif kelurahan Tegalrejo terbagi menjadi 4 dusun
(Karangkepoh, Bulu, Kenteng, Tegalrejo/Nggarjo) dan sebagian wilayah
perumahan, Wilayah perumahan ada 3 vyaitu 2 perumahan (Perumahan

Magersari dan Tegalrejo Permai), satu perumahan Tentara (Asrama Tentara
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Yonif 411 Kostrad), sudah tidak ada wilayah dusun lagi yang di pimpin oleh
kepala dusun yang ada adalah wilayah RW dan RT terbagi menjadi 9 RW dan
56 RT. Banyak tanah kosong yang kemudian dikapling menjadi perumahan
yang kemudian menjadi wilayah permukiman baru.

Luas kelurahan Tegalrejo 188.430 Ha terdiri dari wilayah lahan kering

178.424 ha dan gffahan

lainnya 10.006 Topografi kelurahan ini

didominasi tanah kering

Banyak orang yang tidak mengetahui tentang sejarah Kelurahan
Tegalrejo sebelum penjajahan Belanda. Untuk menelusuri sejarah Kelurahan
Tegalrejo ini peneliti menemui Mbah Cokro yang tinggal di dukuh Bulu
(umur 80 tahun ) seorang tokoh masyarakat yang pernah mengalami masa
kepemimpinan lurah pertama. Menurut penuturan beliau Kelurahan Tegalrejo
sering disebut dengan istilah ramah Nggarjo. Dahulu pemerintahan
Kelurahannya dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang dipilih oleh
masyarakat langsung secara demokrasi yang sekarang sudah berubah menjadi

pemerintah kelurahan. Dengan berbagai ragam perubahan sesuai dengan
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perubahan jaman, seiring dengan pesatnya pembangunan dan kemajuan
teknologi. Banyaknya pendatang sebagai penduduk yang berasal dari luar
kelurahan Tegalrejo menambah semakin beragamnya karakteristik penduduk

yang bertempat tinggal di kelurahan Tegalrejo.

Kelurahan Tegalrejo memiliki sejarah yang unik yang perlu diketahui

seseorang yang pada saat itu sangat disegani oleh masyarakat jadi seorang
pepunden KYAI SHUFI namanya. Beliau berasal dari Kelurahan Ngawonggo
Klaten. Dia seorang prajurit dari Kartosuro, yang namanya prajurit pada waktu
itu dengan berbagai kelebihan khususnya kesaktiannya sehingga menjadi
tempat berlindung dan pusat curahan keluh kesah masyarakat sekitarnya yang
kemudian lazim disebut sebagai seorang pepunden. Sekitar abad ke 18
kerajaan Kartosuro terjadi perpecahan, Kyai Shufi keluar dari wilayah
Kartosuro berjalan menjauh dari Kartosuro untuk menghindari gejolak

perpecahan tersebut. Pada saat melakukan perjalanan tersebut sampailah
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disuatu tempat yang kami tempati sekarang ini yang pada waktu itu masih
brupa oro-oro/ tegalan. Kita tidak tahu apakah nama Tegalrejo sekarang ini
diilhami tegal/ oro-oro yang akhirnya jadi ramah/ rejo.

Karena perjalanan yang cukup jauh Kyai Shufi kelelahan dan akhirnya

jatuh sakit, beliau duduk dibawah pohon beringin. Karena situasi kesehatan

termasuk merti kelura
penduduk kelurahan Tegalrejo. (RPJM kelurahan Tegalrejo, 2005-2010)
Adapun silsilah kepala kelurahan yang pernah menjabat di kelurahan

Tegalrejo adalah sebagai berikut :
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Tabel : 4.1

Silsilah Kepala Kelurahan Tegalrejo

NO Nama Pejabat Lama Menjabat
1 Kyai Shufi Pendiri

2 Singo Yudho s/d tahun 1865
3 Eyang Yoso 1866 s/d 1869
4 Suro Dimejo 1870 s/d 1910
5 Pawiro Setiko 1911 s/d 1920
6 1021 s/d 1943
7 944 s/d 1947
8 1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

puh/  Moncokaki kelurahan
Tegalrejo, juga para pelaku sejarah dan data-data yang ada di kelurahan.
Perubahan dari desa menjadi kelurahan terjadi pada tahun sekitar 1976 pada
jaman kepemimpinan bapak Sugiat, Bapak Sugiat pada mulanya adalah kepala
desa yang dipilih oleh warga dan kemudian diangkat jadi lurah setelah
berubah menjadi kelurahan. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD),
juga berubah menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
(LPMK). Anggota LPMK terdiri dari Ketua, Sekretaris Bendahara dan
anggota, anggota terbagi kedalam kelompok kerja (pokja). Secara rinci

anggota LPMK  Kelurahan Tegalrejo  adalah  sebagai  berikut:



. B .
Struktur Organi baga P m kat K LPMK) Tegalrejo
T @
SEKERTARIS @ KETUA
BENDAHARA i $ WAKIL
KETUA
Koord Bid Agama : Ka. Bid Ka. Bid Ka. Bid Ka. Bid
1.KA Bid Ag Islam Pendidikan& Kesehatan, Pemuda, OR, Pembangunan
2.KA Bid Ag Kristen Penerangan Kependudukan, Kesenian &
3.KA Bid Ag Katolik dan Keluarga Pemberdayaan
4.KA Bid Ag Budha Berencana Perempuan
Ka. Bid Ka. Bid Ka. Bid
Kebersihan, Perekonomian, Keamanan,
Keindahan dan Koperasi, dan Ketentraman
Lingkungan Kesejahteraan dan Ketertiban
Hidup Sosial

Sumber : Data Monografi Kelurahan Tegalrejo Tahun 2010
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Tabel : 4.2
Susunan Pengurus LPMK Kelurahan Tegalrejo Tahun 2010
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NO JABATAN NAMA ALAMAT
1 | Ketua Bp. Gunanto RT 03/1V
2 | Wakil Ketua Bp. Tugiman Cokrousodo, SPd | RT 04/ VII
3 | Sekretaris | Bp Amrih Wiyono RT 06/ VII

Sekretaris 11 : RT 02/ VII
4 | Bendahara | RT 02/ VII
Bendahara Il RT 03/1V
5 | Ketua Bid : g
‘1‘ " |'Bp Drs Mlubasitun RT 02/1V
"Bp. Drs. Syafiful Hadi RT 02/ 1X
. Suharto RT 03/VI
. Bi gP:‘ larsono RT 03/111
Ka. Bid Agama Budha RT 05/1Il
Bid Pendi RT O1/1I
an : RT03/1V
. Ka. atan fuah RTO1/1l
kependud oto RT04/11
berencan
d. Ka. Bid RT02/V
Kesenian & F RT 03/1I1
Perempuan RT 02/1V
e. Ka. Bid Pembang RT 06 /IV
RT 05/ VII
. RT 06/ VII
f. Ka. Bid Kebersihan, Bp. Bambang Sri Wahyanto RT 03/ VI
keindahan dan lingkungan hidup | Bp. Suyadi RTO05/11
g. Ka. Bid Perekonomian, Bp. Drs. Sutaji RT 01/ VI
Koperasi, dan kesejahteraan Bp. Suwarto Ak RT01/VI
Sosial
h. Ka. Bid Keamanan, Bp. Sahmadi Widodo RT 03/1V
Ketentraman dan ketertiban Bp. Joko Wahyudi RT02/1

Sumber : Data Monografi Kelurahan Tegalrejo Tahun 2010

Peran perempuan di kelurahan Tegalrejo sudah cukup bagus, di mana

masyarakat dalam memahami perbedaan laki-laki dan perempuan hanya

dibedakan sebatas jenis kelamin saja sedangkan dalam pembagian tugas dan

wewenang dalam urusan rumah tangga sudah dibagi atas dasar saling

membantu dan mendukung guna mencapai keluarga yang bahagia dan
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sejahtera. Banyak kaum perempuan yang ikut bekerja diluar rumah untuk
menopang kebutuhan keluarga. Dalam hal pendidikan juga demikian,
masyarakat tidak lagi membedakan bahwa laki-laki kelak akan mempunyai

tanggungjawab yang lebih besar dari perempuan sehingga laki-laki diberikan

kesempatan yang lebih luas untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi

kegiatan bagi kaum perempuan yang tergolong besar dan semua warga bisa
masuk menjadi anggota tanpa didasrkan kepada agama maupun golongan

tertentu.
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Bagan : 4.2
Struktur Organisasi PKK Kelurahan Tegalrejo Tahun 2010

PEMBINA
v
KETUA
SEKERTARIS
BENDAHARA WAKIL

A 4

POKJA |

Sumber : Data Mo@aﬁ Kel

L

A 4

POKJA IV

Susunan ur g 0 Tahun 2010
NO N JABATAN
1 | Agung Pitoyo, AP elindung (Lurah)
2 | Ny. Agung Pitoyo Ketua
Ny. Sudiono Wakil Ketua |
Ny. Suyanti, SH Wakil Ketua Il
3 | Ny. Etik Setiati, SH Sekretaris |
Ny. A. Ngatidjo Sekretaris |1
Ny. Sumartinah Sekretaris 111
4 | Ny. Jayus Bendahara |
Ny. Parito Bendahara 1l
Ny. Suprapti Bendahara 111
5 | Kelompok Kerja
a. Pokja |
Ny. Patmi Bajuri Ketua
Ny. Prihastomo Anggota
Ny. Mubasirun Anggota
b. Pokja Il
Ny. Ning Yuliati Ketua
Ny. Sri Raharjo Anggota
Ny. Tri Endah Lestari Anggota
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NO NAMA JABATAN
c. Pokja Il
Ny. Rofi’i Ketua
Ny. Nur Arie Anggota
Ny. Sarwono Anggota
d. Pokja IV
Ny. Wasito Ketua
Ny. Ani Yuli Marfuah Anggota
Ny. Budi Lestari Anggota

terbilang pesat karena kemudian akses ditindaklanjuti dengan pembangunan

sarana dan prasarana transportasi yaitu pengaspalan jalan yang akhirnya
menunjang akses perekonomian.

Perangkat kelurahan yang dimiliki kelurahan Tegalrejo terdiri dari Kepala
Kelurahan (Kalur), Sekretaris Kelurahan (Seklur), Kepala Seksi (Kasi)
pemerintahan, Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Rakyat, Kepala Seksi (Kasi)
Pembangunan, Kepala Seksi (Kasi) Ketentraman dan Ketertiban, yang dibantu

oleh Staf yang berjumlah 5 orang.
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Bagan : 4.3
Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Tegalrejo Tahun 2010

SEKERTARIS |,
KELURAHAN [ LURAH
v
KA. SIE KA. SIE KA. SIE
PEMERINTAHAN EKONOMI TRANTIB
PEMBANGUNAN
é )
8
S T A F

Susunan Perangkat Kelurahan Tegalrejo Tahun 2010

NO NAMA JABATAN
1 | Agung Pitoyo, AP Lurah
2 | Suyanti, SH Sekertaris Kelurahan
3 | Etik Setiati, SH Ka. Sie. Pemerintahan
4 | Sumartinah Ka. Sie Kesra
5 | Sutoyo, BcKn Ka. Sie. Ekonomi Pembangunan
6 | S. Winarno Ka. Sie Trantib
7 | Suprapti
Budi Lestari
Tri Endah Lestari Staf
Karyadi Dwi Purwanto
Bambang Sapto Aji

Sumber : Data Monografi Kelurahan Tegalrejo Tahun 2010




123

Bedasarkan pengamatan langsung dilapangan, masyarakat masih terbiasa
menggunakan istilah lama untuk menyebut jabatan perangkat kelurahan
seperti Lurah, Carik, Bayan, Modin (Kesra). Dengan demikian pemahaman
masyarkat kelurahan terhadap posisi masyarakat kelurahan dan hubungan

sosial antara keduanya masih didasarkan pada struktur lama meskipun secara

% , a yang menyangkut
) kelu%tidak agi menjadi satu-
2 _

formal struktur pem
Dallam aspek

kepentingal masyarakat, peme

satunya p ent@m penga

rintah

masyarakat, yaitu

dengan masyarakat juga dilakukan melalui pertemuan dengan RW dan RT.
Secara umum mulai masa pemerintahan lurah Singo Yudho hingga sekarang
tidak pernah terjadi peristiwa yang menimbulkan gejolak di masyarakat baik
yang disebabkan oleh persoalan politik, ekonomi maupun bencana
alam/sosial, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kelurahan Tegalrejo

aman dan tentram.
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c. Kondisi Sosial Ekonomi
1) Penduduk dan Mata Pencaharian
Jumlah penduduk kelurahan Tegalrejo pada tahun 2008 sebanyak

7.252 jiwa yang terdiri atas laki-laki 3.466 jiwa dan perempuan 3.786 jiwa

yang terbagi dalam 1.874 KK (Kepala Keluarga). Luas lahan yang

dengan tegalan hanya ditanami dengan tanaman keras kayu-kayuan dan
ubi-ubian. Mata pencaharian masyarakat kelurahan Tegalrejo adalah
buruh, swasta, home industri, berdagang dan sebagian pegawai negeri dan

pensiunan.



Tabel : 4.5
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2004
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No Mata Pencaharian Jumlah %
1 a. Pegawai Negeri Sipil :
1) Pegawai Kelurahan 10 0,43
2) Guru 147 6,88
3) PNS/ABRI 526 22,84
4) Mantri Kesehata 5 0,22
i 3 0,13
3 0,13
124 5,38
513 22,27
254 11,03
A87 21,15
/. Pensitinan Swastz 32 5,73
2 sa Perd w gan
a. arung 5 1,00
5 0,65
11 0,48
3 2 0,09
4 17 0,74
5 15 0,65
6 3 0,13
7 4 0,17
8 2 0,09
9 | Jasa Tukang Jahlt/ 7 0,30
10 | Lainnya 0 0
Jumlah 2303 100

Sumber : Data Monografi Kelurahan Tegalrejo Tahun 2010

2) Aktivitas Produksi Masyarakat

Sebelum ada perubahan pemanfaatan lahan, yaitu tanah pertanian

berubah menjadi permukiman oleh para pendatang masyarakat di kelurahan

Tegalrejo banyak yang bergantung kepada pertanian, melihat kondisi tanah

yang berbukit dan ketersediaan air yang terbatas maka pertanian yang

diandalkan di kelurahan Tegalrejo adalah palawija,

yaitu

jagung,

ketelapohon, kedelai, dan kacang-kacangan praktis tanaman yang tidak
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membutuhkan air yang banyak. Sesekali pada musim penghujan petani
menanam padi gogorancah yaitu jenis padi yang bisa ditanam di daerah yang
sulit air dan hanya mengandalkan air tadah hujan.

Secara berangsur-angsur tanah pertanian banyak berkurang yaitu

sejak sarana dan prasarana transportasi semakin baik dan semakin mudah

tinggal yal tua-tua ngkanJgehe

menjadi ruh,ﬁwasta bubut b

penghas makan%@cil dan Iaoain.
p

bu, kerajinan dari bambu, kayu,

afpendatang sangat

asyarakat, mereka

RT nya, jual gorengan. Produksi makanan ringan, jual makanan di pagi hari
dan kegiatan lain yang bisa mendapatkan penghasilan untuk menopang
kebutuhan hidup keluarganya. Perkembangan pendidikan bagi anak-anak
sudah cukup baik, bagi perempuan dalam pendidikan mempunyai peluang
yang sama dengan laki-laki, sampai kepada tingkatan yang dianggap mampu.
4) Pemasaran Hasil Produksi

Pemasaran kerajinan bambu, diambil oleh para penjual dari
berbagai penjuru sampai ke luar negeri, sementara untuk hasil produksi seperti

makanan kecil dijual atau dititipkan di toko-toko di kota Salatiga yang
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dijajakan kepada para pelancong atau orang yang bepergian dan sekedar

singgah di kota Salatiga.

. Kondisi Sosial Budaya

Hubungan sosial masyarakat kelurahan Tegalrejo dapat dilihat melalui

pranata-pranata yapg masih bertahan di kelurahamiini melalui kerjasama dalam

asal W%udi A

gotongroyong. Dalam ini gotong oyong.%iliki pengertian yang lebih

luas dalam berb i ba epentingam,umu aupun individu.
\ j é dilakukan untuk

ereka sebut dengan

material, makanan dan‘pemiki

Kedua sambatan dan rewang adalah gotongroyong pada saat ada salah
satu warga yang membangun, memperbaiki rumah, rewang dilakukan saat
hajatan misalnya upacara perkawinan, kelahiran, sunatan, dan lain-lain.

Ketiga, gotongroyong pada saat ada kesripahan (kematian), warga
membantu persiapan penguburan, perawatan jenasah sampai kepada
penguburan jenazah dan memberi sumbangan berupa uang maupun sembako.
Ada sebagian wilayah dikelurahan Tegalrejo yang membentuk paguyuban/
seksi sosial (kematian) penghimpunan dana secara rutin dimana dana yang

terkumpul dimanfaatkan untuk keperluan perwatan jenazah dan penguburan,
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uang tersebut akan dikembalikan ke kas kematian setelah seluruh prosesi
pemakaman selesai atau sampai pada waktu pengembalian yang telah
disepakati bersama.

Selain itu, ketika ada warga yang sakit baik dirumah maupun dirumah

sakit seluruh warga akan menjenguk dan memberikan bantuan berupa uang

Tegalrejo. Melalui kegiatan ini para ustad dan ustadzah, tokoh-tokoh agama
menyampaikan berbagai informasi tentang keagamaan dan kegiatan
kemasyarakatan lainnya.. Dari sisi agama kelurahan Tegalrejo adalah
termasuk wilayah yang penduduknya beragam dalam memeluk agama, 50%
beragama Islam, 40% beragama nasrani sedangkan sisanya sekitar 10%
beragama yang lain (Hindu dan Budha). Bagi masyarakat kelurahan
Tegalrejo, kepemimpinan agama tersebut juga memiliki peran yang penting

dalam kehidupan sehari-hari.
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Ikatan sosial masyarakat juga diimplementasikan melalui kegiatan
keagamaan menurut tradisi jawa seperti Suroan dan Nyadran. Tradisi
Nyadaran sudah dilakukan sejak nenek moyang sebelumnya biasanya
dilakukan oleh warga asli yang sudah tergolong sepuh dengan cara

mengundang tetangga untuk makan bersama apem, pasung, dan ada

tumpeng,biasanya jéiga dilakukan bersih kali

(dukuh kebulysely kent W%up :
rangka me permgm ) %
Tegalrejo da@benal kuat, hanya peroraagan yang masih meyakini
untuk men perlngmroa deno me buaéatan dan upacara adat,

% (=]

dukuh Tegalrejo). dan makam

pacara tahunan dalam

Suroan di kelurahan

Islam). Tujuannya untuk mendoakan arwah para leluhur serta membersihkan
diri dan hati sebelum melaksanakan puasa sebulan penuh. Tradisi nyadran
dimasing-masing RW!/dukuh berbeda-beda, membuat makanan dan
dikirimkan kepada tetangga dan sanaka saudara yang dekat, ada yang
membuat nasi tumpeng dibawa ke Surau/langgar untuk dimakan bersama dan
doa bersama berupa yasin dan tahlil, ada juga yang menggelar pertunjukan
wayang, namun sekarang sudah jarang dilakukan karena kegiatan tersebut

membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
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Potensi Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum

Sarana dan prasarana yang ada di kelurahan Tegalrejo sudah cukup
memadai dan representatif karena termasuk diwilayah perkotaan terutama
yang berupa jalan baik jalan poros dikelurahan sampai pada jalan lingkungan

sudah di aspal, rabat beton maupun paving block. Sebagian masih berupa jalan

tanah yaitu jalan yang menuju tegalan. Dalam ke

an arapa trasportasi sepeda,
Kan seb%kecil

idupan sehari-hari mobilitas

becak, dan ngkutg m. Sed enggunakan sepeda

lulusan SLTP dan SMU juga cukup banyak. Sedangkan untuk melanjutkan ke

jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Diploma, S-1, S-2, maupun S-3) juga
sudah tersedia tidak begitu jauh dari kelurahan Tegalrejo yaitu di pusat kota
Salatiga yang hanya sekitar + 6 km yaitu di STAIN, dan UKSW atau harus
keluar kota seperti ke Surakarta, Semarang maupun ke Yogyakarta.

Kebutuhan Air bersih bagi warga sebagian besar sudah terfasilitasi dari
PDAM. Fasilitasi dari PDAM terbagi menjadi dua wilayah pelayanan yaitu 1.
wilayah RW 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 dari PDAM Kota Salatiga yaitu wilayah

yang berada di dataran rendah (Tegalrejo bagian Utara, kemudian RW 7)
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sedangkan wilayah yang berada dilokasi atas mengambil air dari PDAM
kabupaten Semarang (Getasan). Sebagian kecil di masing-masing RW masih
menggunakan air dari sumur (biasanya adalah KK yang tergolong miskin
(sekitar 15 % dari KK yang ada.). Untuk sementara inipada musim kemarau

sekitar bulan Juli-Agustus karena debit air berkurang terutama diwilayah

bagian atas biasa

dan malam

umum, kebanyakan warga untuk mebuang hajat sudah memiliki MCK pribadi
dengan sistem sapiteng. Sebagian masyarakat di dukuh Kenteng MCK masih
bersifat semipermanen karena MCK masih setengah badan. Sedangkan
prasarana kesehatan di kelurahan Tegalrejo sudah ada 2 bidan yang membuka
praktek dirumahnya. Ada 2 (tingkat kecamatan) puskesmas besar dan ada 1
puskesmas pembantu (relatif ketersediaan peralatan dan dokter yang ada
kurang bila dibandingkan dengan puskesmas besar) Sedangkan Dokter praktek
di rumah ada 2 orang, diantaranya adalah dr. Haryoko yang mempunyai

tempat pengobatan yang cukup reperesentatif (rawat Inap). Jarak antara
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Kelurahan Tegalrejo dengan Rumah Sakit Umum Pemda sekitar 5 Km dan
Rumah Sakit Aryowirawan yang khusus penyakit paru-paru/pernafasan.
Artinya dari segi sarana-prasarana kesehatan sudah cukup baik bagi
masyarakat kelurahan Tegalrejo.

Untuk kebutuhan komunikasi sudah terfasilitasi dengan baik bagi mereka

jaringan telpon sendiri™dan sebagian besar sudah

@g fasi

yang tidak memili

tersebut sudah bukan

Untu menan@'ﬂnod atauome hi ki
. ; = _ =]
Warga%fnperol injaman d@lmpan pinjam yang ada

Koperasi Kota Salatiga. Bagi yang membutuhkan pinjaman besar mereka

dapat mengakses ke berbagai lembaga kredit atau lembaga perbankan yang
ada di pusat kota Salatiga dengan jaminan dan aturan main yang telah
ditentukan oleh pihak berbankan. Sementara itu bagi warga yang mempunyai
usaha kecil dan tidak memiliki barang/ surat berharga yang bisa dijaminkan
maka mereka bisa di fasilitasi dengan koperasi RT/RW yang cukup kuat hal
ini berdampak pada tidak adanya lagi masyarakat yang mengakses rentenir
rentenir, sejak berdiri BKM Wijayakusuma dan koperasi di kelurahan

Tegalrejo.
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Beberapa program pembangunan yang masuk ke kelurahan Tegalrejo
antara lain bantuan beras murah untuk warga miskin (raskin) senilai 20
kg/KK, Usaha Ekonomi Kelurahan — Simpan Pinjam (UED-SP) yang dikelola
oleh PKK/ Dasawisma. Pemberdayaan daerah dalam Mengatasi Dampak
Krisis Ekonomi (PDM-DKE) dikelola oleh kader PKK dimasing-masing

RW.Program terseb@it masih berjalan semua namun dibeberapa tempat ada

yang sudah be

Timatek.

Bagaimana masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat
kelurahan Tegalrejo antara lain kurangnya air bersih pada musim kemarau,
Pada musim penghujan karena berbukit, air menuju ke wilayah bawah dan
menggenagi jalan-jalan. Hal ini terjadi karena sistem pembuangan air
(drainase tidak tertata dengan baik), masalah tranportasi sebelum tahun 2006
masyarakat kesulitan kerena jalur angkot yang tidak melewati kelurahan
Teglrejo ( baru tahun 2006 ada 2 jalur angkot yaitu no 7 dan no 10) yang

beroperasi, kurangnya pengetahuan tentang pengolahan lahan Kkering,
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terbatasnya lapangan kerja, terbatasnya warga kepada kredit dan belum
optimalnya fungsi kelembagaan ekonomi dan sosial yang ada di kelurahan
Tegalrejo.

. Jenis dan Kualitas Input Pendidikan Kritis dalam Pelaksanaan P2KP

(Factor Input)

Input yang dibérikan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan Kritis

indikator ini yaitu bagai a mas at'bisa/belajar yang pada akhirnya
ketrampilan dan perilaku
masyarakat atau yang sering disebut dengan pengembangan kapasitas.
Dalam rangka pengembangan kapasitas di kelurahan Tegalrejo, maka
selama pendampingan P2KP diberikan beberapa pelatihan bagi
masyarakat, yang meliputi:
1) Pelatihan Relawan
Relawan P2KP adalah warga masyarakat dengan niat yang tulus dan
iklas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu
merubah kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat khusunya

masyarakat yang kurang mampu. Tugas seorang relawan adalah
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melakukan proses tahapan siklus P2KP bersama-sama dengan

masyarakat dimana siklus tersebut merupakan proses pendidikan kritis

dalam rangka mengenali diri dan lingkungannya kemudian membuat

gagasan program untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi secara

bersama-sama. Dengan demikian pelatihan relawan P2KP menjadi

Tema Metoda Durasi
Belajar Mitra Permainan/ | 1 Jpl
Bersama belajar dinamika

at
) kelompok
_ permainan
- Peserta mampu
menciptakan
keakraban
. . - Peserta memahami - GBPP
Eﬁ;‘:.r:fs" tujuan pelatihan Pelatihan Ceramah 1 Jpl
! - Peserta memahami Relawan
apayg akan diperoleh | - Buku
dan bagaimana peserta
pelatihan dilakukan
Kontrak Peserta mampu : Format isian Diskusi 1 Jpl
belajar harapan dan kelompok &
- merumuskan harapan
kecemasan/ kelas

bersama

- memahami hubungan
antara harapan dan
silabus

- membangun
kesepakatan utk
mencapai harapan
bersama

- membangun
kesepakatan tatib
pelatihan

kekhawatiran
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Tema Topik Tujuan Bahan Metoda Durasi
Tantangan | Paradigma - Peserta mema_hami - Hand-out Diskusi 2 3pl
Pembangun jctpak_ah p_aradlgma & - Bahan kelompok
an implikasinya thd bacaan Ceramah
pembangunan pada Tanya jawab
umumnya
- Peserta menyadari
pergeseran paradigma
pembangunan di
Indonesia &
kemiskinan
st?r?-a memahami & Diskusi 3 Jpl
kelompok/
DPT
Konsep : ;l;tleil;?sn 1 Jpl
P2KP cD
DPT
Presentasi
Pencerahan
e L - . N
Pember- Pemberdaya | - Eese ahami - Handout Diskusi 2 Jpl
dayaan an sejati onsep pemberdayaan | - Bahan kelas )
sejati bacaan Presentasi/c
ll:/;?syara- - Peserta mampu eramah
melakukan Tanya jwh
pemberdayaan sejati
dalam tugasnya
sebagai Relawan
Kepemimpi | Peserta memahami ciri | - Handout Si_mula_si 2 3pl
khas seorang - Bahan Diskusi
han pemimpin masyarakat bacaan kelompok
masyarakat .
- manusia . .
manusia - Peserta menyadari Diskusi
R kelas
bahwa pemimpin
masyarakat manusia
haruslah seorang
manusia sejati sesuai
dengan martabatnya
sebagai mahluk
ciptaan yang paling
luhur.
Pengorganis 1) Peserta memahami: | Handout - Permainan 2 3pl
- Konsep Bahan bacaan (buldoser

asian
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Tema Topik Tujuan Bahan Metoda Durasi
masyarakat pengorganisasian dan
masyarakat dinding,te
- Prinsip-prinsip puk
dan pentingnya tangan)
pengorganisasian - Peragaan
masyarakat dengan
- Pengertian dan analogi
ciri-ciri organisasi fungsi jari
akat warga - Diskusi
esertasmenyadari kelompok
pengorganisasian - Diskusi
kat sebagaz pleno
Peran ' mainan 2 Jpl
Relawan ena
kelompok
Penceraha
n
Peran dan E'SKUSI 2 Jpl
] elompok
fungsi
Relawan Diskusi
, Bahan bacaan | kelas
kemiskinan
Siklus Siklus P2KP Ezszﬁurﬁznm;ﬁﬂ'm@ Pedoman g‘;z::;zn 2 PL
P2KP dan Umum P2KP VCD
Refleksi Peserta memahami
Kemiskinan tahapan penyelenggaraan Diskusi
siklus secara umum kelompok
dan pleno
Refleksi - Peserta memahar_n! ) Pedoman Presentasi 5 Jol
o bedanya memfasilitasi | Umum . .
Kemiskinan Simulasi
suatu rembug/rapat Bahan bacaan
dgn FGD
- Peserta mampu Panduan
memfasilitasi FGD FGD RK
Refleksi kemiskinan
Total JPL 33 JPL

Sumber : Diolah dari Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelatihan Relawan.
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Masing-masing JPL waktunya 45 menit sehingga total waktu yang
dibutuhkan 1.485 menit. Apabila dalam sehari efektif waktu yang
dibutuhkan 8 jam (pukul 08.00 — 17.00 WIB), maka pelatihan tersebut
harus dilakukan selama kurang lebih 3 hari. Pada implementasinya

pelatihan tersebut dilaksanakan selama 3 hari, hamun setiap harinya

al pukul 13.00 — 17.00 WIB). Pelatihan tidak dilakukan

saja tetapi antara 7 — 9
kelurahan/desa, sementara kerangka waktu yang diberikan sekitar 1
bulan.

Pelatihan Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
Anggota BKM adalah orang/individu yang terpilih melalui pemilihan
umum seluruh warga dewasa mulai dari tingkat RT, RW dan
kelurahan, dengan kriteria yang telah disepakati bersama di
masyarakat. Pelatihan ini dilaksanakan agar anggota BKM memahami

hakikat, latar belakang dan tujuan keberadaan BKM serta memahami
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dan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi lembaga BKM.

Pelatihan ini diperuntukan kepada anggota BKM .

Secara umum materi yang diberikan tidak jauh berbeda dengan materi

yang diberikan kepada relawan karena pada dasarnya anggota BKM

adalah juga para relawaan yang dipercaya oleh masyarakat untuk

memimpin mengelola penyelesaian asalahan yang dihadapi di
wilay Wr ika ti :
' abe; 4.7 %
Uraian Topik- elatihan Anggota BKM eluraban Tegalrejo
Tabn 2004
Tema opik juan an Metoda Durasi
Belajar Mitra esertas F ta Permainan | 1 Jpl
Bersama belajar é’\enge , saling serta / dinamika
mi perbedaan, rmat kelompok
S menghargai perMain
- Pese
ciptakan keakraban
Orientasi rta aha P Ceramah 1 Jpl
belajar j ihan latihan
- Pesertamem ia Fasilitator
yg akan diperoleh dan - Buku peserta
bagaimana pelatihan
dilakukan
Kontrak Peserta mampu : Format isian Diskusi 1 Jpl
belajar - merumuskan harapan harapan dan kelompok
bersama kecemasan/ & kelas
- memahami hubungan kekhawatiran
antara harapan dan
silabus
- membangun
kesepakatan utk
mencapai harapan
bersama
- membangun
kesepakatan tatib
pelatihan
Tantangan Paradigma | Peserta memahami : - Hand-out Diskusi 2 Jpl
pembangun | - Tujuan Pembangunan - Bahan bacaan kelompok
an - Pengertian paradigma Curah
dan implikasinya pendapat
terhadap kebijakan Penjelasan
pembangunan Tanya
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Tema Topik Tujuan Bahan Metoda Durasi
- Terjadinya pergeseran jawab
paradigma
pembangunan di
Indonesia dan
implikasinya terhadap
kemiskinan
Masalah Peserta memahami & - Handout Diskusi 3 Jpl
Kemiskina | yakin: - Bahan Bacaan | pohon
n - faktor-faktor penyebab Lembar Kasus | persoalan
iskinan kemiskinan
Penanggula Pemutaran 3 Jpl
ngan & analisis
Kemiskinan VCD
Curah
pendapat
("dan tanya
jawab
Penjelasan
ategi'dan tahapan
kegiatan pe
masa e
Pemberday | Pemberday Diskusi 3 Jpl
aan aan sejati kelas
Masyarakat Presentasi/
ceramah
melakukan Tanya jwb
pemberdayaan sejati
dalam tugasnya sebagai
fasilitator
Kepemimpi | - Peserta memahami ciri | - Handout Simulasi 3 Jpl
nan khas seorang pemimpin | - Bahan bacaan | Diskusi
masyarakat masyarakat manusia kelompok
manusia - Peserta menyadari Diskusi
bahwa pemimpin kelas
masyarakat manusia
haruslah seorang
manusia sejati sesuai
dengan martabatnya
sebagai mahluk ciptaan
yang paling luhur.
Pengorgani | 4) Peserta memahami : Handout - Permainan | 2 Jpl
sasian - Konsep Bahan bacaan (buldoser
masyarakat pengorganisasian dan
masyarakat dinding,tep
- Prinsip-prinsip dan uk tangan)
pentingnya - Peragaan

pengorganisasian

dengan
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Tema Topik Tujuan Bahan Metoda Durasi
masyarakat analogi
- Pengertian dan ciri-ciri fungsi jari
organisasi masyarakat - Diskusi
warga kelompok
5) Peserta menyadari - Diskusi
pengorganisasian pleno
masyarakat sebagai
proses penyadaran
kritis masyarakat
silitasi proses
pengorganisasian
BKM Analisa 4Jpl
VCD
Diskusi
Kelompok
Permainan
Analisa
asus
Diskusi 3 Jpl
kelompok
Diskusi
eSwadayaan kelas
Masyarakat
Anggaran Dasar
BKM
Perangkat Peserta memahami : Buku Petunjuk Penjelasan | 2 Jpl
g:(g&nlsam Perangkat Organisasi gt;lgl;gana ’ ;j:vr;a'lt')anya
BKM
Keswadayaan
Peserta memahami Masyarakat
hubungan BKM dengan
UP - UP
Peserta memahami tugas
dan fungsi UP — UP
Jumlah 30
JPL

Sumber : Diolah dari Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelatihan BKM.

Untuk menyelesaikan materi diatas maka membutukan waktu 30 JPL

sehingga pelatihan dilaksanakan dalam waktu 3 hari, tetapi seperti
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halnya palatihan relawan setiap harinya pelatihan dilakukan mulai
pukul 13.00 — 17.00 WIB. Secara umum permasalahan yang dihadapi
hampir sama dengan pelaksanaan pelatihan relawan.

Pelatihan Sekretaris dan Unit Pengelola BKM (UP-BKM)

BKM adalah sebagai lembaga pengambil keputusan dan membuat

ﬁng felahmdibuat lembaga BKM

iatan %unit pengelola yaitu : 1).

gelola Lingkungans(UPL), 3). Unita
Keuangan (UPK). Agar

kelayakan usulan/proposal Panitia/KSM, serta mampu mengelola dana
secara sehat, transparan dan bertanggungjawab. Pelatihan dilaksanakan
2 tahap yaitu pelatihan dasar bagi Sekretaris dan UP-UP BKM,
pelatihan ini dilaksanakan sebelum Bantuan Langsung Masyarakat
Tahap | dicairkan dan Pelatihan lanjutan yang materinya lebih khusus
kepada bidang tugasnya masing-masing yaitu Sekretariat, UPL, UPS

dan UPK.
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Uraian Topik-Topik Pelatihan Sekretaris dan Unit-Unit Pengelola BKM

Di Kelurahan Tegalrejo Tahun 2004

Tema Topik Tujuan Bahan Metoda Durasi
Belajar Mitra - Pesertasaling - Biodata Permainan | 1 Jpl
Bersama belajar mengenal, saling peserta / dinamika

memahami perbedaan, | - Format kelompok
saling menghargai permainan
- Peserta mpu
enciptakan keakraban
| Orientasi - Peserta memahami Ceramah 1 Jpl
belajar lati Pel3
Diskusi 1 Jpl
elompok
elas
Tantangan | Paradigma he ; - Hand-out Diskusi 2 Jpl
pembangun | - Tujuan Pembangunan - Bahan kelompok
an - Pengertian paradigma bacaan Curah
dan implikasinya pendapat
terhadap kebijakan Penjelasan
pembangunan Tanya
- Terjadinya pergeseran jawab
paradigma
pembangunan di
Indonesia dan
implikasinya terhadap
kemiskinan
Masalah Peserta memahami & - Handout Diskusi 2 Jpl
Kemiskinan | yakin: - Bahan pohon
- faktor-faktor penyebab Bacaan persoalan
kemiskinan - Lembar kemiskinan
- dimensi — dimensi Kasus
kemsiskinan
- akar persoalan
kemiskinan
Penanggula | Penanggula | Peserta memahami dan - Handout Pemutaran 2Jpl
ngan ngan yakin : - Bahan & analisis
Kemiskinan | Kemiskinan | - Tujuan Bacaan VCD
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Tema Topik Tujuan Bahan Metoda Durasi
penanggulangan Curah
kemiskinan dan pendapat
transformasi sosial dan tanya
- Intervnsi utama jawab
penanggulangan Penjelasan
kemiskinan untuk
membangun nilai
- Strategi dan tahapan
kegiatan pemecahan
masalah kemiSkinan
Pemberday | Pemberday e : Diskusi 2 Jpl
aan aan sejati kelas
Masyarakat | Presentasi/
ceramah
Tanya jwb
imulasi 2 Jpl
Diskusi
lompok
Diskusi
kelas
Pengorgani Permain | 2 Jpl
sasian Bahan bacaan an
masyarakat pengorganisasian (buldose
masyarakat r dan
- Prinsip-prinsip dan dinding,t
pentingnya epuk
pengorganisasian tangan)
masyarakat - Peragaan
- Pengertian dan ciri-ciri dengan
organisasi masyarakat analogi
warga. fungsi
- Peserta menyadari jari
pengorganisasian - Diskusi
masyarakat sebagai kelompo
proses penyadaran k
kritis masyarakat. - Diskusi
- Peserta mampu pleno
memfasilitasi proses
pengorganisasian
masyarakat
BKM BKM dan Peserta memahami dan Bahan Bacaan | Analisa 2 Jpl
Modal meyakini : : VCD
Sosial - Pengertian BKM oMW Diskusi
- Fungsi BKM dalam BKM dan Kelompok
membangun modal Modal Sosial Permainan
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Tema Topik Tujuan Bahan Metoda Durasi
sosial Buku Petunjuk | Analisa
- Pengertian modal pelaksana : Kasus
sosial Badan
- Kepercayaan sebagai Keswadayaan
dasar modal sosial Masyarakat
- Modal sosial sebagai VCD siklus :
modal penanggulangan | Mengenal dan
kemiskinan Membangun
BKM
Tugas Peserta memah Petunjuk | Diskusi 2 Jpl
BKM : kelompok
Diskusi
kelas
Penjelasan | 2 Jpl
dan Tanya
wab
21 JPL

Sumber : Diolah dari

dan UP.

Topik-Topik Materi Pelatihan Lanjutan :

Tabel : 4.9

Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

No Materi Durasi
1 Peran dan Fungsi UPL 2 JPL
2 Praktek Penyusunan proposal dan pembuatan RAB & 6 JPL

Penyusunan LPJ.
3 Teknik Penilaian Proposal Lingkungan 3 JPL
4 Monitoring dan Evaluasi kegiatan 2 JPL
Total JPL 13JPL

Sumber : Diolah dari Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelatihan Sekretariat

dan UP.




146

Tabel : 4.10
Unit Pengelola Sosial (UPS)
No Materi Durasi
1 Peran dan Fungsi UPS 2 JPL

2 Praktek Penyusunan Proposal Kegiatan Sosial & 6 JPL

Penyusunan LPJ.

3 , _ 3JPL
4 Monitoring da io 2 JPL
‘ / 13JPL
Sumber : D_ioI i ~.‘«:‘f"\' ' ,/ kegiatan P2KP per
No Durasi
1 2 JPL
2 6 JPL
3 2 JPL
4 2 JPL
5 Wawasan Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga 2 JPL
6 Teori dan Praktek Pembentukan KSM dan Penyusunan 3 JPL
proposal Usaha KSM.
7 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Kegiatan KSM 2 JPL
Total JPL 13JPL
Sumber : Diolah dari Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelatihan Sekretariat

dan UP.

4) Pengembangan kapasitas di masyarakat umum :
Pengembangan kapasitas bagi masyarakat umum dilakukan dengan cara
keterlibatan langsung dari masyarakat pada setiap kegiatan tahapan siklus

P2KP yang berupa :
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Tabel Siklus P2KP dan Capaian Hasil
Di Kelurahan Tegalrejo Tahun 2004

No Kegiatan Tujuan Capaian Hasil
1 | Sosialisasi Awal | Agar seluruh Sosialisasi telah dilakukan
Program P2KP masyarakat sampai di tingkat basis (RT,
mengetahui dan RW, kelompok pengajian, PKK,
dasawisma dan lainnya) namun

memahami

emikian masih banyak

sosialisasi juga
ataran mengetahui

e ampal paham bahkan
masihsjauh dari proses
penygan.

2 Rembug kesiapan masyarakat
untu@leneri a atau menolak
P2 ilakukan berjenjang
m dari tingkat basis (RT,
W, k ok pengajian, PKK,
3 a dan lainnya), dari
ekian'banyak pertemuan basis

angdkelurahan P2KP diterima di
kelurahan Tegalrejo, namun
demikian penerimaan ini beleum
sepenuhnya diterima dengan
tingkat kesadaran yang tinggi.

3 | Refleksi Masyarakat Serangkaian FGD Refleksi
Kemiskinan (RK) | melakukan Kemiskinan telah dilakukan
serangkaian diskusi | mulai dari tingkat basis (RT,
tentang masalah RW, kelompok pengajian, PKK,
kemiskinan dan dasawisma dan lainnya) dan
berbagai macam telah disepakati ciri-ciri dan
penyebab dan penyebab kemiskinan. Refleksi
akibat dari kemiskinan belum menjadi
kemiskinan. proses penyadaran dari masing-
masing pihak.
4 | Pemetaan Masyarakat Serangkaian kajian terhadap
Swadaya (PS) melakukan kajian- | potensi dan masalah kemiskinan

kajian terhadap
masalah dan
potensi yang ada
sampai kepada

telah dilakukan dengan hasil
data-data tentang potensi dan
masalah kemiskinan di
kelurahan Tegalrejo.Sebagian
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No Kegiatan Tujuan Capaian Hasil
pendataan warga masyarakat belum
kemiskinan sesuai | memahamai secara utuh
kondisi nyata di terhadap keterlibatnya dalam
wilayahnya. berbagai kegiatan pemetaan

swadaya yang diikuti.
5 | Pembangunan Adalah proses Proses pemilihan anggota BKM
Lembaga BKM membangun telah dilakukan secara
lembaga yang berjenjang mulai dari tingkat
' basis dengan cara memilih
pemilifian sesualidengan SOP,
sehingga masifi'melaksanakan
pemiliian anggota BKM dengan
si dan penunjukan.
6 Pronangkis telah
a partisipatif yang
pada hasil pemetaan
3 ayahan masih sangat kuat
Y: sehingga muncul kegiatan-
permasalaha kegiatan yang tidak sesuai
kemiskinan yang dengan hasil kajian pemetaan
telah teridentifikasi | sawadaya, artinya masih terjadi
pada saat pemetaan | penyusunan rencana didasrkan
swadaya. atas keinginan dan bukan
kebutuhan masyarakat.
7 | Pembentukan Proses Pembentukan KSM masih
KSM pengelompok-an banyak yang dibangun baru dan
masyarakat sesuai bukan mengoptimalkan lembaga
dengan ikatan- yang sudah ada karena untuk
ikatan sosial yang mengoptimalkan kelompok yang
ada di masyarakat | sudah ada menurut mereka
sebagai sasaran menjadi lebih rumit untuk
kegiatan program. menyesuaikan dengan aturan dan
ketentuan yang ditetapkan.
8 | Pemanfaatan Masyarakat/ KSM | BLM masih dipahami sebagai
BLM belajar memanfaat- | tujuan akhir dari suatu

kan dana milik
bersama sebagai

proyek/program untuk
melaksanakan kegiatan
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No Kegiatan Tujuan Capaian Hasil

alat untuk mereka pembangunan yang telah
keluar dari berbagai | diusulkan, tidak dijadikan

masalah dan sebagai alat untuk membangun

belenggu kemandirian masyarakat dalam
kemiskinan. penanggulangan kemiskinan.

9 | Keberlanjutan Kegiatan tersebut Kegiatan siklus telah diulang 3
Kegiatan terus berulang kali sesuai dengan masa bakti

kepengurusan BKM dan masa

sampai pada
i erlaku PJM Pronangkis yaitu 3

telah disepakati

antara 2 —3 n masyatakat masih terkesan
hadk &@terp KSa,"aelum sadar betul

Sumber :

=

Selain pe tihan-p%an

(relawan) adalah sebagai berikut:
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Tabel : 4.13
Jenis Coaching, Pelaksanaan dan Peserta dalam P2KP

No Jenis Coaching Pelaksanaan Peserta

1 | Refleksi Sebelum Siklus Relawan yang sudah
Kemiskinan (RK) Refleksi mengikuti pelatihan dasar.

Kemiskinan

2 | Pemetaan Swadaya | Sebelum siklus Tim pemetaan Swadaya yang
(PS) Pemetaan swadaya | terbentuk melalui rembug

3 | Pembangunan Sebelum siklus itia pembangunan BKM
Lembaga BKI terpilih melalui rembug

(BKM, relawan, dan

erwkilan masyarakat).

6 Pemanfaatan o JP BKM,

Sumber : Diolah d3
siklus.

Semua materi pelatiha dan coachng tersebut difasilitasi oleh Tim
Fasililitator yang sebelum pelaksanaannya mendapatkan pembekalan melalui
Training of Trainer (TOT) terlebih dahulu. Pendekatan yang digunakan dalam
pelatiahan maupun coaching adalah pendekatan partisipatif yang mengacu
kepada metode Pendidikan Orang Dewasa (POD). Adapun beberapa metode
yang digunakan adalah, diskusi, curah pendapat, ceramah, penugasan dan
praktek. Metode tersebut suatu ketika bisa digabungkan antara metode satu
dengan yang lainnya pada beberapa materi tertentu.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelatihan maupun

coaching ini antara lain; pelatihan tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal
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yang telah ditentukan karena keterbatasan waktu, latar belakang pendidikan
peserta yang berbeda, status sosial dan keterbatasan pemandu (fasilitator) yang
kurang memadai.

Bapak Suwarto, Koordinator BKM menuturkan bahwa :

"beberapa pemandu kurang memahami materi dan tidak mampu

memberikan mat bahasa yang digunakan

dalam setiap modul menggunakan ba&asa akademis yang sulit dipahami

belakan

penyusunan proposal KSM karena didalamnya perlu analisis usaha
KSM. Anggota KSM yang rata-rata berpendidikan rendah mengalami
kesulitan dalam pengisian proposal, bisanya mereka meminta bantuan
kepada UPK untuk membuatkan. Selain itu UPK juga tidak diberikan
kemampuan untuk melakukan tata cara menyelesaiakn kredit macet”.

Hal yang sama juga dialami oleh UPL. Menurut bapak Winarno selaku
petugas UPL,

»proposal kegiatan lingkungan sulit dipahami oleh masyarakat yang
biasanya dalam melakukan kegiatan pembangunan tidak menggunakan
hitungan secara teknis seperti dalam proyek, sehingga apa kejadiannya,
panitia meminta kepada UPL/fasilitator untuk membuatkan proposal

kegiatan”.
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b. Pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2KP
Proses pembelajaran masyarakat juga dilakukan melalui
pemanfaatan dana BLM yang dikucurkan untuk melakukan kegiatan-

kegiatan dalam rangka meyelesaikan permasalahan kemiskinan di

masyarakat. Pengelolaan operasioanal dana BLM dilakukan oleh unit

langsung dimasukan melalui rekening Bank yang telah ditunjuk oleh
BKM. Pencairan BLM dilakukan dalam 3 tahap Tahap | sebesar 20%
digunakan untuk kegiatan yang sifat kemanfaatannya untuk kepentingan
umum dan pengelolaan kegiatannya juga dilakukan secara kolektif seperti
pembangunan sarana prasarana lingkungan, kegiatan pelatihan dan sosial.
Pencairan BLM tahap ke Il sebesar 50% digunkan untuk membiayai
kegiatan yang bersifat kolektif maupun individu dalam bidang ekonomi
seperti usaha kelompok maupun usaha individu namun cara pengajuannya

tetap melalui mekanisme Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Proses
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pencairan pada masing-masing tahapan dapat dilakukan setelah LPJ
dibuat. Pembuatan LPJ ini selain sebagai syarat untuk pencairan BLM
tahap selanjutnya vyang lebih penting adalah sebagai bentuk
pertanggungjawaban pengurus baik BKM maupun KSM kepada

masyarakat. Dalam konteks ini masyarakat akan belajar bagaimana

mengelola uanggmasyarakat dengan jujur, pe keterbukaan (transparan)

mengembangkan usahanya dan membutuhkan modal yang lebih besar

diharapkan BKM bisa memfasilitasi untuk bisa mengakses atau
memitrakan kepada lembaga keuangan formal yang ada diwilayah
tersebut. Mekanisme ini disatu sisi BKM mampu memfasilitasi usaha kecil
dengan berbagai kemudahannya disisi lain BKM tidak akan merusak

mekanisme perputaran dana pada cakupan yang lebih tinggi dan lebih luas.



154

Tabel : 4.14
Ketentuan dan Sifat Penggunaan Dana BLM
No | Sifat Kemanfaatan | Contoh Jenis Kegiatan | Status Pemanfaatan
Kegiatan Dana BLM

1 | Kegiatan yang | « Pembangunan  sarana | Sebagai dana
secara langsung | dan prasarana | stimulan/ diharapkan
memberikan perumahan dan | dana ini dapat
manfaat pada | permukiman, baik | menggugah swadaya
sebagian besa epéntingan masyarakt dalam
warga masy masyarakat umum “dan | setiap kegiatan
terutama penanggulangan
miskin. emiskinan, selain itu

j menyadrkan
semua pihak agar ikut
tanggungjawab
menyelasaikan
an kemiskinan.

2 | Kegiatan dana
yang lan/ hibah,
santunan rapkan dapat
harus menggugah partisipasi
kesepaka parga lainnya untuk
dan kebij tkut dalam gerakan
agar tida amal  bagi  kaum
gejolak d miskin.
masyarakat  tetapi
juga tidak salah
sasaran.

3 | Kegiatan yang | « Pengembangan modal | Sebagai dana
secara langsung ekonomi  keluarga- | pinjaman kepada
memberikan keluarga miskin KSM  dan  harus
manfaat hanya | « Perbaikan rumah/ | dikembalikan kepada
kepada perorangan sarana individu UPK secara
atau  sekelompok | & Ppelatihan individu dil | Perkelanjutan
orang saja.

Sumber : Pedoman Umum P2KP 1-2, Dirjen Perumahan dan Permukiman

Depertemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, September 2002.

hal. 43.

Sebagai stimulan, BLM yang dikelola dengan mekanisme yang

dipersiapkan lebih baik dan menerus lebih transparan dan langsung

diterima oleh masyarakat berdampak pada meningkatkan kepercayaan
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masyarakat terhadap program. Namun demikian, adanya pembatasan
pemanfaatan dana menunjukan bahwa masyarakat masih belum memiliki
kebebasan untuk menentukan sendiri alokasi yang sesuai dengan
kebutuhan mereka.

Pendamping Masyarakat (Fasilitator P2KP)

Pendamping arakat (fasilitator) adala

ang-orang yang memiliki

keaﬁlian p@mé’@
keb.io.la an &W d%enda

akat dan keahlian

ingan masyarakat.

gerbang kesejahteraan n&e’reka#

terbagi kedalam 4 tingkatan yaitu :

1. Tim fasilitator yang terdiri dari 5 orang mendampingi 9
desa/kelurahan. Tim fasilitator tersebut terdiri dari : 1 orang Senior
Fasilitator, 2 orang Fasilitator Sosial, 1 orang Fasilitator Teknik, dan 1
Orang Fasilitator Ekonomi.

2. Tim Koordinator Kota (Korkot) yang mendampingi di tingkat
kabupaten/kota dipimpin oleh seorang korkot dibantu oleh beberapa

asisten korkot yaitu : Askot CD, Askot Ekonomi, Askot Infrastruktur,

dan Askot Manajemen Data.
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3. Tim Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) yang mendampingi
bebarapa kabupaten/kota, dipimpin oleh seorang Team Leader (TL)
dibantu oleh Tenaga Ahli Monev, Tenaga Ahli Pelatihan, Tenaga Ahli
Sosialisasi, Tenaga Ahli Infrastruktur, Tenaga Ahli Manajemen
Keuangan, Tenaga Ahli Manajemen Data dan Tenaga Ahli Kebijakan
Publik.

4. lTim

pendamping

mendampingi masyarakat. da pelaksanaan program. Tugas fasilitator

P2KP bagai dua sisi Mata Uang yaitu : Sebagai Pelaksana Proyek dan

Sebagai Agen Pemberdayaan Masyarakat.

1.

2.

sebagai pelaksana proyek, termasuk mencatat setiap perkembangan
proyek dan melaporkannya ke KMW sebagai masukan untuk data SIM
(Sistem Informasi Manajemen); dan

sebagai agen pemberdayaan dan perubahan masyarakat, termasuk
mensosialisasikan nilai-nilai P2KP kepada masyarakat, intervensi

perubahan perilaku dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan
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membantu masyarakat merumuskan serta melaksanakan kegiatan
penanggulangan kemiskinan.
Fasilitator P2KP yang bertugas di kelurahan Tegalrejo telah melakukan
tugas-tugas sebagai pelaksana proyek di tingkat masyarakat sebagai

berikut :

ldalam Redoma (W% KP 4£F
Petunjuk TQKM 2 0
e jaga‘ﬁk dari terjadi alah sasa? an salah penanganan;
ncatatéﬁa ke ajuaO(oy di Ién sesla
- =

diakan KMW; dan

uan yang telah ditetapkan

man Teknis dan Buku

i dengan format

i koordinator Kota/

masyarakat antara lain sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi,termasuk di dalamnya adalah:
a) Menyebarluaskan informasi mengenai P2KP sebagai upaya
pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan kepada
seluruh lapisan masyarakat.
b) Menyebarluaskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Prinsip dan Nilai-nilai
yang dijunjung P2KP.
¢) Bersama Relawan Masyarakat, melalui serangkaian FGD, membangun

kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengidentifikasikan



d)

b)
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persoalan kemiskinan di kelurahan/ desa yang bersangkutan dan
perlunya menanggulangi kemiskinan secara terorganisasi dan
sistematis.

Mendorong peran serta dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat

umumnya dan masyarakat miskin khususnya, di seluruh kegiatan

kondisi yang

aining),  termasuk

Kapasitas relawa masyarakat
sebagai agen pemberdayaan masyarakat. Termasuk diantaranya
pelatihan dasar dan lanjutan dalam bentuk pelatihan kelas, praktek atau
on the job training dan bimbingan intensif.

Memperkuat dan mengembangkan kapasitas BKM sebagai lembaga
pimpinan kolektif masyarakat yang terpilih. Dalam hal ini difokuskan
pada pelatihan dasar serta pendampingan dan on the job training,
bimbingan intensif; dan

Memperkuat dan mengembangkan kapasitas KSM sebagai kelompok

dinamik. Termasuk diantaranya membangun tim, mengenali peluang
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usaha atau mengembangkan usaha yang ada, menyusun proposol
usaha, dan pengelolaan keuangan secara sederhana.  Pelatihan
dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kelas maupun praktek dalam
kelompok.

3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan umum pemberdayaan masyarakat,

termasuk didalamnya adalah :

pada tahap awal dengan

Mﬁ@w

Kesadaran %masya kat melalui proses

ksi @nan dan pemetaan swaday’

5 ili : o\ ¢ érakat Untuk mendorong
s

Relawan Masyarakat,
asi dan lembaga masyarakat
yang ada dan/ atau membentuk baru organisasi masyarakat warga dan
lembaga pimpinannya (BKM), sesuai kesepakatan bersama
masyarakat. BKM harus merupakan lembaga pimpinan kolektif yang
dibentuk dan dikelola secara partisipatif dan demokratis. Demikian
pula halnya dalam pembentukan Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan
unit-unit lain/gugus tugas BKM lainnya. Termasuk fasilitasi
pengorganisasian masyarakat adalah pengorganisasian kelompok

masyarakat melalui pembentukan KSM-KSM dalam rangka
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menggalang potensi masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan
dengan dukungan P2KP.
d) Memfasilitasi penyusunan PJM Pronangkis (perencanaan partisipatif

dalam penanggulangan kemiskinan). Bersama dengan relawan

masyarakat, memfasilitasi BKM untuk mengkoordinasi pelaksanaan

buku, dan sebagainya.

g) Memfasilitasi dan membimbing masyarakat secara intensif agar
mampu mengikuti ketentuan Pedoman P2KP dalam seluruh tahapan
kegiatan pelaksanaan P2KP.

h) Memfasilitasi penanganan pengaduan dan penyelesaian konflik yang
mungkin muncul di masyarakat.

i) Advokasi, mediasi dan membangun jalinan kemitraan strategis
(networking) antar semua pelaku yang bermanfaat bagi kemajuan

bersama utamanya masyarakat miskin.
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Untuk dapat menjalankan tugas pokok tersebut di atas maka Fasilitator

memiliki tiga fungsi utama sebagai berikut :

1. Fasilitasi; yang pada intinya membuat sesuatu berjalan dengan baik
dan dilakukan dengan kesadaran penuh

2. Mediasi, yang pada intinya menjembatani beberapa pihak untuk

dilapangan untuk
dalam melaksanakan program P2KP. Melihat dari tugas dan fungsi yang
telah penulis ungkapkan diatas menggambarkan bahwa seorang fasilitator
harus  memiliki  kapasitas yang cukup dalam  menganalisa,
mengkomunikasikan  suatu  masalah, sehingga terampil dalam
memfasilitasi, memediasi dan mengadvokasi di masyarakat. Namun
demikian di kelurahan Tegalrejo masih terjadi beberapa permasalahan dan
kendala terkait dengan pendamping diantaranya adalah : fasilitator yang
ditempatkan belum memiliki pengalaman (fress graduate), fasilitator yang

sudah cukup kemampuan sering dipindah tempat dengan berbagai alasan,
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misalnya ingin dekat dengan keluarga, untuk memperkuat tim di wilayah
lain dan sebagainya. Selain itu juga ada beberapa fasilitator yang tidak live
in (tinggal) dilokasi tugasnya hal ini berdampak pada intensitas
pendampingan yang tidak maksimal dan tidak bisa membaur dengan

masyarakat. Semua hal yang kami sampaikan ini berdampak pada proses

untuk menunjang

Vilayah (KMW)

untuk membangun transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan
program.

4) Seperangkat pembukuan bagi sekretariat BKM.

5) Seperangkat Buku petunjuk Teknis Pembangunan Sarana dan
Prasarana Lingkungan bagi UPL.

6) Buku Stadart Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan pinjaman

bergulir bagi UPK-BKM.
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Dalam kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang tersebut
terdapat beberapa permasalahan seperti keterlamabatan Standart
Opersional Procedure (SOP) dan aturan-aturan yang dibuat oleh KMP.
Menurut bapak Suwarto Koordinator BKM,

*kegiatan berhenti

SOP seringkali turun terlambat sementara di lapangan sudah harus
berjalan l@ﬂ% tolaf ditetapkan sehingga

yang'Qberub-ubah sehingga

cukup lama hanya melakukan penguatan-

biaya, neraca da
ubah.”

Dalam melaksanakan kegitan dan pelayanan kepada masyarakat,
BKM meminjam/sewa rumah dari salah satu pengurus BKM karena kantor
pemerintah kelurahan Tegalrejo sempit dan sudah penuh dengan penataan
ruang kerja bagi seluruh perangkat kelurahan yang ada. Sedangkan untuk
kegiatan-kegiatan rapat dan pertemuan yang melibatkan masyarakat baru
memanfaatkan balai kelurahan. Walaupun tempat/kantor sekretariat BKM
tidak berada di kantor kelurahan namun hubungan dan kerjasama terjalin

baik dengan pemerintahan kelurahan. Keberadaan kantor yang tidak
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berada di balai kelurahan hanya karena situasi dan kondisi gedung kantor
kelurahan yang tidak memungkinkan untuk berada di sana.

Berbagai jenis input yang diberikan tersebut merupakan komponen
yang menunjang pelaksanaan P2KP di kelurahan Tegalrejo. Sebagai input

program kualitas hasil pelatihan dan coaching yang baik akan menentukan

kelancaran prosés pelaksanaan P2KP, Kare

melaksanakar' ™ giwﬁﬁli
perencafaan, pgla aan h'_ >

masyarakatlah yang akan

identifikasi masalah,

3. Pelaksanaan Kegiatan P2KP (Factor Process)

Faktor proses merupakan rangkaian kegiatan dan mekanisme Kkerja
program dalam mencapai tujuannya. Uraian yang disampaikan dalam proses
ini meliputi bentuk kegiatan P2KP termasuk didalamnya partisipasi
masyarakat sebagai bentuk keterlibatan secara langsung dalam program.
Uraian bentuk kegiatan P2KP yang penulis sampaikan sesuai dengan yang
terjadi di lapangan bisa dibagi menjadi 2 yaitu : pertama tahap persiapan di

tingkat pusat dan daerah dan yang kedua tahap pelaksanaan P2KP di
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masyarakat. Kegiatan P2KP yang merupakan serangkaian kegiatan dimana
masyarakat diberikan peluang untuk ikut terlibat secara aktif sebagai proses
pendidikan Kritis.

1. Tahap Persiapan P2KP di Tingkat Pusat dan Daerah

Tahap ini adalah persiapan yang dilakukan agar para pelaku yang

TKPP, PJOK dan TKPK-D vyang dilaksanakan sebelum perekrutan
Fasilitator Kelurahan. Setelah dilakukan pelatihan dasar bagi para pelaku,
kegiatan dilanjutkan dengan Lokakarya Orientasi P2KP di tingkat
Kota/Kabupaten, dimana di kota Salatiga dilaksanakan pada tanggal 14
September 2002. Dalam kesempatan ini KMW juga sekaligus
memperkenalkan Fasiliator Kelurahan yang akan bertugas di masing-
masing wilayah lokasi sasaran P2KP.

Mekanisme kerja Tim Fasilitator dalam bentuk Tim yang terdiri

dari 4 — 5 orang mendampingi 7 — 9 Kelurahan/desa. Lokakarya dan



166

Orientasi P2KP kemudian dilanjutkan di tingkat Kecamatan, namun
karena di kota Salatiga pada pelaksanaan P2KP 1-2 hanya 5 kelurahan
maka untuk kegiatan Lokakarya Orientasi P2KP di tingkat kecamatan
dianggap tidak perlu untuk dilaksanakan. Lokakarya Orientasi ini

langsung ditindaklanjuti di tingkat kelurahan dimana pelaksanaan di

kelurahan Tegalf€jo pada tanggal 4 Desemberg

. Tahap Pelaksana am%ﬂn ko
i inglawal dilal%i tingkat kelurahan adalah
=

universal dan p arakatan, (2) Penguatan lembaga
masyarakat melalui pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok
(community based development), (3) Pembelajaran penerapan konsep
TRIDAYA dalam penanggulangan kemiskinan, dan (4) Penguatan
akuntabilitas masyarakat. Keempat bentuk intervensi tersebut
diimplematasikan melalui serangkaian siklus P2KP sebagai proses
pembelajaran kritis masyarakat yang merupakan aktualisasi dari daur

pembangunan partisipatif. Tahap pelaksanaan kegiatan P2KP di

masyarakat terdiri dari Persiapan Masyarakat, Identifikasi Masalah dan
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Kebutuhan, Perencanaan Kegiatan, pelaksanaan Kegiatan, dan
Pengawasan Kegiatan.
a. Persiapan Masyarakat

Persiapan di masyarakat meliputi kegiatan sosialisasi, Rembug

Kesiapan Masyarakat (RKM) dan Pendaftaran Relawan Masyarakat.

1) Sosialisasi Awal dan Lobby-Lobby Kelompok Strategis.

dimana keluraha
berbukit dan sebagian lagi merupakan wilayah permukiman. Karakteristik
demografis menggambarkan tentang populasi penduduk (Jumlah
penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, mata pencaharian,
tingkat pendidikan, KK miskin, dan lainnya), Sedangkan karakteristik
psikografis memberikan informasi tentang pola kehidupan sehari-hari
yang tampak pada kegiatan rutin masyarakat, keyakinan yang dianut, gaya
hidup, adat istiadat yang masih berjalan serta sejarah/ kejadian-kejadian

penting yang pernah terjadi di kelurahan Tegalrejo.
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Selain itu melalui kegiatan ini juga dilakukan analisis dengan
metode sosiometri dan matrik afinitty yaitu untuk mengetahui siapa tokoh-
tokoh berpengaruh dan bagaimana hubungan maupun pengaruhnya

terhadap masyarakat.

Metode yang diterapkan dalam pemetaan sosial ini antara lain:

Waktu yang diberikan dalam kegiatan Pemetaan Sosial ini sekitar
15 hari untuk 5 kelurahan, praktis di kelurahan Tegalrejo hanya
teralokasikan sekitar 3 hari, kerangka waktu yang sangat minim untuk bisa
melakukan pemetaan sosial ini secara optimal, akhirnya metode yang
digunakan penggalian data-data sekunder, wawancara dengan perangkat
kelurahan dan beberapa tokoh masyarakat yang bisa ditemui. Walaupun
tidak optimal hasil kegiatan Pemetaan Sosial ini bisa memberikan arah

untuk menyusun strategi sosialisasi maupun strategi pendampingan.
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Sebagaimana disebutkan diawal bahwa salah satu agenda pada saat
Lokakarya orientasi P2KP tingkat kecamatan atau tingkat kota di kota
Salatiga adalah disepakatinya jadwal Lokakarya Orientasi P2KP di tingkat
Kelurahan. Dalam Lokakarya di tingkat kelurahan ini yang hadir adalah

perangkat kelurahan, perwakilan lembaga-lembaga kelurahan, Tokoh

masyarakat, tok@h agama, ketua RT dan ketuaRW yang ada di kelurahan

pedukuhan.
Salah satu pendapat ketua RT 01/05 Bapak Miarto adalah sebagai
berikut :

"Program P2KP sebenarnya bagus karena didalam setiap
kegiatannya selalu melibatkan masyarakat mulai dari tingkatan
paling bawah yaitu RT,RW dan pedukuhan, namun demikian
kegiatan yang sangat rumit dan panjang terkesan bertele-tele
membuat masyarakat jenuh dan pada akhirnya Keterlibatan
masyarakat semakin lama semakin berkurang”.

Ketika sosialisasi dijelaskan tentang : visi, misi, tujuan, nilai-nilai

universal dan prinsip-prinsip kemasyarakatan sampai kepada tahapan
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siklus P2KP dan pentingnya relawan dalam penanggulangan kemiskinan,
tanggapan dari masyarakat sangat beragam, ada yang optimis, namun ada
juga yang pesimis terhadap keberlanjutan dan keberhasilan P2KP.
Kekhawatiran ini karena pengalaman yang ada di masyarakat menyatakan

bahwa program-program pemerintah sebelumnya tidak ada yang berhasil,

setelah program#Selesai maka selesai juga kegiatan di masyarakat. Selama

ini masyarakatj Wiﬂ%n baAwamsetiap program bantuan

dari pen rintagti erlu dikem alika%kaju tidak yakin apakah
=

ma@ang ini.dimana semua hal grhitu jkan dengan uang,

tetap menyambut aik'pemepmtah®memelalui P2KP ini. Adanya tata
cara dan mekanisme yang lain dari program-program sebelumnya
membuat masyarakat menjadi penasaran seperti jumlah dana yang cukup
besar dan mekanisme pancairan yang dipastikan tidak ada kebocoran
sampai ditangan masyarakat. Selain itu juga masyarakat merasa betul-
betul dilibatkan pada setiap kegiatan maupun dalam pengambilan
keputusan serta menentukan sendiri kegiatan-kegiatan yang akan mereka

lakukan sesuai dengan kebutuhannya.
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2) Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM).

Kegiatan RKM ini dimulai dari tingkat basis (RT/RW) dan
dilanjutkan di tingkat kelurahan. Karena jumlah RW cukup banyak yaitu 9
RW, maka sosialisasi dan RKM dilakukan di masing-masing RW dan ada

beberapa yang pelaksanaannya digabung menjadi satu, serta ada juga yang

ngkat RT karena pada bersamaan ada kegiatan

k@% i jugadifakukan penjaringan dan
3, erhas%n kelancaran pelaksanaan
>

P2KP j5a arakat sendiri sebagai pelaku utama,
_ A/ i melibatkan masyarakat
P

dilaksanakan di

warga adalah individu-individu di wilayah kelurahan Tegalrejo yang
tergerak secara ikhlas dan memiliki motivasi untuk secara aktif ambil
bagian dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan di wilayahnya yang di
implementasikan melalui pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan
P2KP bersama-sama dengan Tim Fasilitator. Dalam alur siklus P2KP
pendaftaran relawan warga seharusnya dilakukan setelah RKM tingkat
kelurahan, tetapi agar lebih efektif penjaringan dan pendaftaran warga

sudah dilakukan sejak RKM tingkat RW maupun RT.
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RKM adalah kegiatan dimana pada saat masyarakat telah
mengetahui P2KP secara utuh, masyarakat mengetahui tata cara dan
manfaat P2KP maka masyarakat diberikan proses pendidikan kritis yang
pertama kali yaitu mengambil keputusan secara sadar untuk menerima

atau menolak P2KP dengan segala konsekuensinya atau sering disebut

ragu dengan

dianggap sok jadi pahlawan maka yang mendaftar atas inisiatif sendiri
hanya sebagian kecil, sementara yang lainnya diusulkan oleh warga di
masing-masing wilayah RT maupun RW nya. Biasanya warga
mengusulkan oran-orang yang sudah terbiasa aktif dalam kegiatan
kemasyarakatan di wilayahnya namun demikian juga banyak relawan
adalah orang-orang baru yang belum pernah muncul dalam berbagai
kegiatan kemasyarakatan dikelurahannya.

Mendorong keterlibatan perempuan di beberapa wilayah

dampingan dirasa cukup berat dan kebanyakan hasilnya kurang dari target
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30%, tetapi di kelurahan Tegalrejo melebihi target yaitu dari 47 relawan
ada 18 relawan perempuan atau 38%, hal ini disebabkan karena banyak
penduduk pendatang di kelurahan Tegalrejo yang tergolong berlatar
belakang pendidikan dan berkehidupan cukup maju.

3) Sosialisasi Intensif dan Pendaftaran Relawan Warga.

sosialisasi s ingkat sehingga t ompok-kelompok

masyarakat y%l’ebih ecil. "Media ga safgat terbatas, Apa
§ = S o

lagi media me oster, leaflet*dan vcd @ memang difasilitasi oleh

Keterlibatan asya dalam Siklus Sosialisasi P2KP
di Kelurahan Tegalrejo Tahun 2003

Sosialisasi P2KP

Tanggal Jml. Jml Peserta Pertemuan
Mulai Akhir Keg Lk Pr M/R Total
10/1/2003 | 11/3/2003 24 504 688 697 1,192

Jumlah Relawan
Mendaftar ) 29 18 8 ar

Sumber : Data SIM KMW Provinsi Jawa Tengah
Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa RKM tingkat RT dan

RW sudah dimulai identifikasi dan pendaftaran relawan sehingga pada
saat RKM tingkat kelurahan menyepakati siapa saja relawan yang

terjaring, dibaca satu per satu dari masing-masing RT sekaligus dipastikan
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kesiapannya untuk menjadi relawan. Kemudian tahap selanjutnya relawan
warga tersebut di berikan pelatihan dasar relawan warga yang
penjelasannya telah penulis sampaikan di input (pengemabngan kapasitas

masyarakat). Pelatihan relawan kelurahan Tegalrejo dilaksanakan pada

tanggal 23 — 26 Maret 2003, yang diikuti oleh 30 orang peserta dan 30%

proses ini waktu yang dibutuhkan sekitar + 4 bulan.

. ldentifikasi Masalah dan Kebutuhan

Proses selanjutnya setelah masyarakat menyatakan kesiapan untuk
melaksanakan kegiatan P2KP dalam RKM dan munculnya relawan-
relawan yang telah direkrut dan dilatih adalah identifikasi masalah dan
kebutuhan melalui siklus Refleksi Kemiskinan (RK) dan Pemetaan

Swadaya (PS).
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1) Refleksi Kemiskinan (RK)

Siklus Refleksi Kemiskinan ini adalah bertujuan untuk menemu-
kenali ciri-ciri, penyebab dan akibat kemiskinan sampai hal-hal yang
paling mendalam sehingga dapat ditemukan akar dari persoalan

kemiskinan di wilayahnya. Selain itu kegiatan Refleksi juga bertujuan

untuk belajar se€ara kritis melihat, mengetahui dan bahkan mengalami

Tabel : 4.16
Keterlibatan Masyarakat dalam Siklus Refleksi Kemiskinan
Di Kelurahan Tegalrejo Tahun 2003

Kegiatan Siklus RK
_ _ ml. Jmi Peser_ta _

Tingkat Kegiatan Keg Lk Prp I\//:slasnlf[; N Total
Kegiatan RK Basis 9 121 118 160 239
Kegiatan RK Kelurahan 1 45 12 12 57
Uji Publik Hasil RK 1 45 12 12 57

Sumber : Data SIM KMW Provinsi Jawa Tengah
Tingkat partisipasi warga dalam kegiatan siklus FGD RK cukup

tinggi dan partisipasi perempuan juga mengalami peningkatan bila

dibandingkan dengan kegiatan sebelumnya. Dengan metode kelompok
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kecil ini sangat efektif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan,
ini terbukti dari 239 peserta FGD, perempuan yang ikut sebanyak 118
orang ( 49 %). Selain itu keterlibatan orang miskin juga cukup banyak
dibandingkan dengan kegiatan kelurahan lain, yang biasanya dalam

rembug yang terlibat hanya orang-orang tertentu dan itu-itu saja.

asfang terjadi pada kegiatan Réfleksi Kemiskinan ini adalah

pada tin W % yang Felatif rendah dan belum
terbiasa meng apkap DI dapat% terbuka di depan orang

1L forum diskusi. Walupun pemandu

Kan kata-kata kunci untuk
menggerakan diskusi, dimana pada tahapan kegiatan ini yang
memfasilitasi dalam FGD RK adalah relawan, sedangkan posisi
fasilitator dalam rangka mendampingi dan meluruskan topik diskusi
apabila ada yang tidak sesuai dengan tujuan. Dalam praktek dan hasil
kegiatan FGD RK belum optimal karena banyak relawan yang masih
belum menguasai teknik dan strategi dalam memfasilitasi FGD dengan
baik. Dengan demikian diskusi FGD RK ditargetkan minimal untuk

bisa mengisi format FGD RK basis (Tingkat RW).
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Hasil FGD RK dari masing-masing RW selanjutnya di
musyawarahkan di tingkat kelurahan diikuti oleh perwakilan utusan
RW yang berjumlah 5 orang mewakili masing-masing unsur ditambah
dengan ketua RT. Dalam FGD tingkat kelurahan ini utusan dari

masing-masing RW menyampaikan hasil FGD RK di wilayahnya

kemudian didiskusikan bersama tentang%persamaan dan perbedaan.

dengan  hasil

diskusi tersebut munculah berbagai macam permasalahan kemiskinan
yang dialami oleh masyarakat lokal, termasuk faktor penyebab
terjadinya masalah tersebut. Dari dikusi yang dilaksankan bersama-
sama dengan warga khususnya warga miskin dapat diketahui beberapa
macam faktor penyebab terjadinya masalah kemiskinan sebagai
berikut:

Hasil FGD Refleksi Kemiskinan (RK) kelurahan Tegalrejo :

. Kurang tersedianya sarana dan prasarana lingkungan dan perumahan
yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai merupakan

kebutuhan bagi masyarakat untuk dapat menunjang kegiatannya
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kearah kehidupan yang berkualitas. Sarana dan prasarana yang belum
memadai seperti belum tersedianya jalan lingkungan, drainase/saluran
pembuangan air limbah (SPAL) dan tempat pembuangan sampah.
Apabila hal tersebut tidak mendapatkan penanganan yang serius maka
hal tersebut dapat menyebabkan permasalahan yang berkepanjangan.

Sarana dan prasarana permukiman juga menjadikan masalah yang

serius bagi masyarakat.miskil i tidak memiliki rumah, memiliki

dengan jumlah
akan sarana dasar

eberapa keluarga

sarana-prasarana |ngk gan yng sudah tersedia.

c. Belum ada koordinasi dan kerjasama antar lingkungan dan
masyarakat.

d. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat (tidak menabung) untuk
dikontribusikan dalam menjaga dan memelihara lingkungan.

e. Pola pikir dan pola hidup yang konsumtif.

2. Rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan warga miskin.

Salah satu faktor yang menjadikan permasalahan kemiskinan adalah

faktor

pendidikan dan pengetahuan, faktor ini akan membawa pengaruh yang

sangat berarti bagi kehidupan mereka.

3. Kepemilikian aset dan modal usaha.
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4. Tidak tersedianya aset permodalan yang mudah dijangkau masyarakat
miskin.

5. Tidak tersedianya sarana kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat
miskin

6. Pola hidup yang konsumtif dan rendahnya manajemen rumah tangga.

Sumber : Data BKM Wijaya Kusuma kelurahan Tegalrejo Tahun 2006

Rumusan kemiskinam te gangkan dalam format yang telah

disediakan sesuai j i aksanaan kegiatan Refleksi

dalam wak dKat betul-t@l dapatmengenali diri dan

egiatan tindak lanjut setelah
masyarakat mengenali tentang dirinya dan lingkungannya terkait dengan
persoalan kemiskinan di wilayahnya melalui kegiatan Reflekasi
Kemiskinan. Sebelum melakukan kegiatan PS, masyarakat membentuk Tim
PS yang terdiri dari relawan yang sudah dilatih dan unsur masyarakat
lainnya melalui rembug warga. Tim PS kemudian mendapatkan pembekalan
(coaching) tentang Pemetaan Swadaya.

Dalam siklus ini masyarakat melakukan kurang lebih sekitar 7 kajian
yang sudah ditargetkan dalam Standart Operasional Prosedur (SOP)

pelaksanaan kegiatan Pemetaan Swadaya (PS). Kajian tersebut meliputi :
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Kajian Kepemimpinan, hasil dari kajian kepemimpinan ini adalah
disepakatinya syarat/kriteria untuk menjadi seorang pemimpin yang
baik yaitu : jujur, adil, tegas, bijaksana, mengayomi, dan ada syarat
tambahan yang merupakan kearifan lokal yaitu 3 er : pinter, bener,

kober (seorang pemimpin harus pandai, benar, dan punya waktu)

Kajian embagaan dan Kebijakafy Lokal, hasil dari kajian

a@%ni adalahm:, melakukan penilaian
a.yang %ada dengan cara diskusi
> _

Kajian Pendidikan, menghasilkan data bahwa dengan adanya

program Biaya Operasional Sekolah (BOS) sekolah sudah gratis, hal
ini sudah berjalan cukup baik karena hampir semua anak usia sekolah
bisa bersekolah sampai tingkat Sekolah Dasar (SD). Untuk
pendidikan tingkat SLTP masih banyak warga yang tidak mampu
karena biaya sekolah tidak cukup hanya SPP yang gratis tetapi juga
alat tulis, seragam, transportasi dan biaya-biaya lain yang tidak bisa di

angkat oleh warga miskin, praktis warga miskin hanya mampu
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menyekolahkan anaknya hanya sampai pada tingkat SD, sedangkat
untuk tingkatan yang lebih tinggi semakin berkurang.
Kajian Kesehatan, menghasilkan data bahwa untuk kesehatan yang

bisa diobati di puskesmas setempat semua warga sudah merasa tidak

kesulitan karena gratis dengan adanya program Jaminan Kesehatan

hidup berkecukupan bisa menjadi jatuh miskin. Hal seperti ini banyak
dari mereka yang minta keringanan biaya dengan cara minta Surat
Keterangan Tidak Manpu dari RT, RW dan mengetahui pihak
kelurahan walaupun sebenarnya tidak termasuk warga miskin.
Kondisi ini dirasakan oleh pemerintah Kota Salatiga dimana setiap
tahunnya terjadi pembengkakan anggaran untuk jaminan kesehatan
masyarakat.

Kajian Penggunaan Air Bersih, hasilnya menunjukan bahwa hampir

semua warga telah menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air
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Minum (PDAM), dan sebagian kecil masih menggunakan sumur.
Pada saat musim kemarau debit air turun seringkali kebutuhan air
bersih sedikit bermasalah terutama bagi warga yang tinggal di
wilayah dataran tinggi. Biasanya pada musim kemarau seperti ini

warga mencari air bersih ke tempat yang lebih rendah dan telah

Dy,

Sesu@aﬁéngan '

Kajlan I\4at encah

rah@alrejo

ah digﬂasi

para pendatang, masyarakat di kelurahan Tegalrejo banyak yang

bergantung kepada pertanian yang cocok dengan kondisi geografisnya
yaitu palawija; jagung, ketelapohon, kedelai, dan kacang-kacangan
praktis tanaman yang tidak membutuhkan air yang banyak. Sesekali
pada musim penghujan petani menanam padi gogorancah yaitu jenis
padi yang bisa ditanam di daerah yang sulit air dan hanya
mengandalkan air tadah hujan. Petani yang masih bertahan hanya

yang tua-tua sedangkan generasi muda banyak yang merantau keluar
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kota, menjadi buruh pabrik, wiraswasta, kerajinan bubut bambu,
kayu, home industry makanan kecil dan lain-lain.

Kajian Profil Masyarakat miskin dan penyebarannya, profil
keluarga miskin dikelurahan tegalrejo adalah sebagai berikut :

¥" Rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan warga miskin.

v Salah faktor yang menjadikafig permasalahan kemiskinan

masyarakat miskin.
v" Rendahnya etos kerja, kedispilinan dan kemauan yang keras untuk
berusaha.
v Pola hidup yang konsumtif dan rendahnya manajemen rumah
tangga.
Kebanyakan dari mereka adalah yang bermatapencaharian sebagai
buruh pabrik, pekerja serabutan, karyawan toko dan petani tanah
tegalan. Wilayah yang menjadi kantong kemiskinan dikelurahan

Tegalrejo adalah RW 04, RW 05, dan RW 06.
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h) Kajian sarana dan prasarana lingkungan, kurang tersedianya
sarana dan prasarana lingkungan dan perumahan yang memadai.
Sarana dan prasarana tersebut meliputi belum tersedianya jalan

lingkungan, drainase/saluran pembuangan air limbah (SPAL) dan

tempat pembuangan sampah. Sarana dan prasarana permukiman juga

v Belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam usaha penanganan
lingkungan baik pembangunan maupun pemeliharaan.

v" Rendahnya kepedulian masyarakat untuk menjaga dan memelihara
sarana-prasarana lingkungan yang sudah tersedia.

v Belum ada koordinasi dan kerjasama antar lingkungan dan
masyarakat untuk menjaga dan memelihara sarana-prasarana
lingkungan.

v" Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat (tidak menabung) untuk

dikontribusikan dalam menjaga dan memelihara lingkungan.
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i) Kajian lokal, adalah kajian yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi
lokal kelurahan Tegalrejo meliputi :

v" Perlindungan dan perlakuan asosiasi buruh perusahaan kepada

karyawan. Di kota Salatiga ada beberapa pabrik textil dan pabrik-

pabrik lain yang bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada

Kondisi ini

ah lain dengan

embali  manakala

bekerja dengan dihantui perasaaan yang tidak nyaman dan tertekan
v Pengelolaan tanah tegalan menjadi lebih produktif dan
menjanjikan. Salah satu potensi adalah tanah tegalan yang sulit
untuk ditanami padi, maupun pertanian lainnya sehingga usaha
pertanian yang digeluti oleh sebagian warga miskin tidak
memberikan hasil yang memadai. Pada masalah ini perlu ada
pembinaan dan kerjasama untuk menemukan jenis tanaman apa

yang bisa tumbuh subur di kelurahan Tegalrejo sampai kepada
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pemasaran hasil panen yang akhirnya bisa memberikan kehidupan
yang layak bagi mereka.
Tabel : 4.17

Keterlibatan Masyarakat dalam Siklus Pemetaan Swadaya
Di Kelurahan Tegalrejo Tahun 2003

Kegiatan Siklus Pemetaan Sawadaya
Jml Peserta
Tingkat Kegi . Ke iski
g g 5 Lk Pr Miskin Total
: a /renta
Kegiatan P i 21 424 213 160 637
Kegiatang's @ 1 45 12 12 | 57
Kelurah o
Uji Publik HasitPS' 1 45 12 12 57
Sumbegf Data KMW Provinsi Ja\ aTenga%
i

Seperti F RK,

ga d@naka dari tingkat RW/

a 30 hari u§7 kelgrahan. Pelaksanaan

Dusun yang dila
Pemetaan a angka waktu yang
ditetapkan dala r ule lah ri atau 3 bulan. Sehingga
dapat dilakukan kajian-kajian a lebih detail dan mendalam serta hasil
yang lebih akurat. Karena waktu yang terbatas strategi yang dilakukan oleh
fasilitator dalam melakukan kajian PS di setiap RW dilaksanakan dalam satu
waktu dengan cara membagi warga yang hadir menjadi beberapa kelompok
kecil untuk membahas masing-masing kajian. Kelemahan strategi ini adalah
tidak semua warga yang hadir pada saat kajian bisa mengikuti seluruh kajian
yang dilakukan. Kajian juga sangat terpancang pada format yang telah
disediakan. Lepas dari itu semua juga dipengaruhi oleh kemampuan relawan

yang berbeda-beda dimana ada banyak relawan yang kemampuannya sangat

terbatas sehingga penggalian data tidak maksimal dan banyak data yang
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tidak sesuai pengisiannya sesuai dengan yang diharapakan. Selanjutnya tim
PS menindaklanjuti kegiatan dengan melakukan pendataan profil warga
miskin di masing-masing RW sesuai dengan kesepakatan kriteria yang telah

ditetapkan.

Setelah kegiatan PS tingkat RW selesai dilaksanakan, selanjutnya

ini mengakibatkan hasil kajian tidak detail dan mendalam, terbatasnya
kemampuan relawan dalam memandu kajian serta kurang mahir dalam
menerapkan teknik-teknik penggalian informasi secara partisipatif. Begitu
juga masyarakat yang masih menganggap bahwa kegiatan PS ini tidak
penting dan buang-buang waktu saja. Namun demikian dengan berbagai
kelemahan dan kekurangan yang ada, kegiatan ini tetap berjalan dan

hasilnya bisa dipergunakan untuk kegiatan selanjutnya.
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Perencanaan Kegiatan
1) Pembangunan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Sesuai dengan asumsi dasar dan cara pandang P2KP terhadap
kemiskinan bahwa akar dari kemiskinan adalah karena kebijakan yang tidak

berpihak kepada orang miskin (pro poor) dan kebijakan tersebut dihasilkan

nstitusi yang tidak pro poer juga, maka dalam upaya

kembali terhadap kegiatan yang telah dilakukan dalam kajian kepemimpin,
kelembagaan dan kebijakan lokal dalam membangun wadah dalam
melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan
siklus Refleksi Kemiskinan (RK). Dalam kegiatan ini lebih jauh lagi
masyarakat bersepakat untuk mengambil sebuah keputusan apakah bisa
memampukan lembaga yang sudah ada di masyarakat sebagai BKM ataukah
harus membangun lembaga baru. Beberapa hal yang dikaji adalah meliputi :
proses pembentukan, tingkat pengakaran lembaga di masyarakat, tingkat

aspiratifnya, tingkat reperensentatifnya, tingkat kepercayaan masyarakat,
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tugas fungsinya, tingkat kemanfaatan khususnya bagi masyarakat miskin,
cara pengambilan keputusan, tingkat transparansinya, secara lebih rinci,
berdasarkan buku Petunjuk pelaksanaan BKM 2 Tahap 1, lembaga-lembaga
yang layak menjadi BKM harus memenuhi kriteria-kriteria :

- Bukan lembaga yang dibentuk karena perundang-undangan dan

- aan/ke itimasinya™yberasal dari warga

- Mekanisme pemilihan anggota BKM melalui proses pemilihan secara
langsung oleh warga masyarakat, tertulis, rahasia, tanpa pencalonan,
dan tanpa kampanye maupun rekayasa dari siapapun.

- Dibentuk secara bertingkat mulai dari tingkat RT/RW sampai ke tingkat
kelurahan secara partisipatif dan demokratis.

- Bekerja secara kolektif, transparan, partisipatif, demokratis dan
akuntabel.

- Mampu mempertahankan sifat independen dan otonom terhadap

institusi pemerintah, militer, agama, usaha dan keluarga.
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Pada umumnya lembaga-lembaga yang terdapat di kelurahan
Tegalrejo adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah
dan undang-undang seperti LPMK, PKK, Karangtaruna, Paguyuban RT dan
RW, sehingga lembaga-lembaga tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai

lembaga BKM. Selain itu juga masih ada beberapa kriteria yang bisa

dipenuhi oleh paga yang sudah ada seperti model kepemimpinan
kolektif, car

fokus te adapcu . al pe skinan. Lembaga-

lembaga gﬁfntuk oleh 85 j gg pemenuhi  kriteria

Wijayakusuma yang dituangkan dalam sebuah berita acara rembug warga.
2). Pemilihan Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Setelah masyarakat mengambil keputusan untuk membentuk
lembaga baru sebagai BKM maka proses selanjutnya adalah pembentukan
BKM vyang diawali dengan membentuk Panitia Pembentukan BKM. Panitia
berasal dari relawan atau masyarakat lain yang dibentuk melalui suatu
rembug warga. Panitia kemudian dibagi menjadi 3 kelompok kerja (Pokja)
yaitu: Pokja Anggaran Dasar (AD) BKM, Pokja Pemilihan Anggota BKM,

dan Pokja Pemantau Partisipatif. Tugas Pokja Anggaran Dasar adalah
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mempersiapkan dan menyusun draft Anggaran Dasar BKM, draft secara
umum sudah dikonsepkan dari program sehingga pembahasan sudah lebih
fokus terhadap diskusi-diskusi yang dianggap penting dan hal-hal yang
bersifat lokal sesuai dengan kondisi setempat.

Pokja Pemilihan Anggota BKM bertugas mempersiapkan proses

pemilihan mulaigdari mempersiapkan Tata Tertib Pemilihan, kartu suara,

RT/RW untuk memilih utusan/ calon anggota BKM di wilayahnya yang

akan mengikuti pemilihan di tingkat kelurahan. Cara ini dilakukan dengan
pertimbangan bahwa untuk memilih itu tidak ada calon, sedangkan calonnya
adalah seluruh warga dewasa dan syaratnya adalah orang baik sehingga
sehingga orang memilih didasarkan atas trackrecord (rekam jejak) sehari-
hari bukan kampanye dan janji-janji sesaat. Jumlah utusan ditetapkan
melalui 2% dari jumlah penduduk dewasa dibagi dengan jumlah RT
sehingga ketemu jumlah orang yang harus dipilih menjadi utusan dari

masing-masing RT. Dikelurahan Tegalrejo bisa dihitung sebagai berikut :
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o 2% X 6.354 jiwa (Penduduk Dewasa) = 127,88/128 orang.
128 orang : 56 RT = 2,28/ 2 orang
128 : 9 RW = 14,22/ 14 orang.

o Di kelurahan Teglrejo disepakati sebagai berikut :
Wakil dari masing-masing RT : 3 orang

Jumlah calon pemilih dan dipilih di tingkat keluraahan

mereka da ‘§ 3 ' dgneng

dan apaitugas-t ~ S sinya@ng, sedangkan prosesnya
P

sangat banyak d%

bebas dan“rahasia, nar

anggota BKM terpilih.

Dalam hal ini masyarakat masih memegang nilai-nilai lokal yang
sering disebut “bener, pinter, kober” artinya memilih pemimpin itu yang
pertama harus bener yaitu syarat utama karena menyangkut tentang perilaku
kebaikan, kejujuran, kedailan dan yang lainnya, yang kedua carilah yang
punya kemampuan atau pinter karena kalau pinter nanti akan bisa
memimpin dengan baik dan membawa ke kondisi yang lebih baik, yang
ketiga, kober karena menjadi anggota BKM adalah relawan untuk

melaksanakan kegiatan sosial di masyarakat, bukan pekerjaan yang akan
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menghasilkan honor atau gaji sehingga walaupun bener dan pinter tetapi
tidak punya waktu luang maka dipastikan kegiatan BKM tidak akan berjalan
dengan baik. Dengan berpegang teguh kepada prinsip lokal tersebut maka
diharapkan walaupun proses sosialisasinya dilaksanakan dengan cepat,

mereka tetap yakin dengan prinsip tersebut maka tidak akan salah memilih

”Wijayaku:msua”‘s%rta jumlah anggota BK

@ng akan dipilih yaitu 11

Semua utusan dari untuk memilih dan dipilih,
sehingga utusan dari suatu RT bisa saja memilih calon dari lain RT atau RW
yang penting mempunyai persyaratan yang telah diyakininya seperti tersebut
diatas. Setelah semua utusan saling memilih maka hasil pemungutan suara
dihitung untuk menetapkan 11 orang terbaik untuk menjadi anggota BKM
definitif. Anggota BKM terpilih kemudian melakukan rapat tertutup untuk
menentukan siapa yang akan menjadi koordinator secara musyawarah
mufakat dan kemudian diumumkan kepada peserta rembug warga, yang

selanjutnya ditetapkan dan disyahkan oleh kepala kelurahan sebagai anggota

BKM masa bakti 2003 — 2006.
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Tabel : 4.18
Hasil Pemilihan Anggota BKM Wijayakusuma
Kelurahan Tegalrejo Masa Bakti 2003-2006

Nama L/P | Alamat (dukuh) Hasﬂslfggehan

Suwarto AK.BE L | RT.0O1RW.VI 58
Agus Puji Raharjo L |RT.03RW.I 38
RT.02 RW.I 37
R 33
44
54
41
32
39
35
22

Z
o

Suwarni

©| O Nl o O B W N -

tertutup terpilihlah Bapak Suwarto AK, BE sebagai koordinator BKM untuk
periode tahun 2003 — 2006. Seluruh anggota BKM selanjutnya dilatih
selama 3 hari dengan materi dan metode seperti yang telah penulis
sampaikan pada input pengembangan kapasitas. Anggota BKM terpilih
ternyata sebagian perempuan dengan jumlah sudah memenuhi kuota
minimal 30% adalah perempuan yaitu 7 orang dari 11 anggota BKM atau
63% wakil perempuan. Hal ini dikarenakan banyak penduduk pendatang
yang mempunyai cukup kemampuan dan memiliki pemikiran antara laki-

laki dan perempuan mempunyai hak yang sama menjadi pemimpin.
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Untuk mendukung dan memperlancar kegiatan-kegiatan BKM maka
selanjutnya organisasi BKM membentuk unit-unit pengelola BKM sebagai
gugus tugas dari lembaga BKM yang akan melaksanakan tugas-tugas sesuai
dengan bidangnya yang terdiri dari Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit

Pengelola Sosial, (UPS), dan Unit Pengelola Keuangan (UPK). Selain itu

g UP, selain itu

juga la belakgmntan pnya kegiatan ini
=

untuk mengabdi %a masyanak @erken kan UP-UP BKM

ini diberi BKM. UP-UP BKM

yang dilakukan bersama%same gan, WP BKM dari kelurahan lain di

tingkat kecamatan.

2) Penyusunan PJM Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah
Program penanggulangan Kemiskinan).

Kegiatan penyusunan PJM Pronangkis adalah proses menyusun
rencana kegiatan masyarakat yang akan dimotori oleh BKM selama 3 tahun.
Bahan/data yang dipergunakan untuk menyusun PJM Pronangkis adalah
hasil rumusan Reflekasi Kemiskinan (RK) dan Pemetaan Swadaya (PS)
yang telah disepakati oleh warga. Kegiatan ini baru dilanjutkan lagi setelah

proses pemilian BKM karena dasar pemikirannya adalah bahwa BKM yang
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akan mengambil keputusan dan memprioritaskan program-program apa saja
dan dimana saja akan diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun kedepan.
Tahapan dari proses penyusunan dokumen PJM Pronangkis ini adalah:

1) Rembug warga pembentukan Tim Perencanaan Partisipatif yang terdiri

dari anggota BKM, Tim PS, dan relawan.

au coaching Penyusunan P9 pronangkis.

3) Prosespeny: W ya g 0
asala
9

2) Pembekalans@

vali dari pembahasan
lurahan Tegalrejo

annya, kemudian

PJM pronangkis tersebut. Partisipasi masyarakat dalam proses
penyusunan PJM Pronangkis memperlihatkan bahwa antusias
masyarakat masih bertahan walaupun pelaksanaan siklus P2KP sudah
berjalan sekitar 6 — 7 bulan, peserta perempuan dan warga miskin
masih tetap diperhatikan walaupun memerlukan kerja keras dari

fasilitator untuk memotivasi kelompok tersebut.
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Tabel : 4.19
Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan PJM Pronangkis
Di Kelurahan Tegalrejo Periode 2003 - 2006

Kegiatan Siklus Pemetaan Sawadaya
Jml Peserta
Tingkat Kegiatan Jml. Keg Miskin

Lk Pr Jrenta Total
Kegiatan Penyusunan
PJM Pronangkis (Basis) 9 178 8 63 263
Kegiatan Penyusu
PJM Pronangkis ! 38 12 20 50
Uji PubI|I_< Hasil 38 20 50

ikan dengan cara
uruh masyarakat
kelurahan dan

ada di kelurahan

n PJM Pronangkis tersebut
adalah milik masyarakat kelurahan Tegalrejo dan semua pihak mempunyai
tanggungjawab yang sama untuk mensukseskan terlaksananya kegiatan yang
telah direncanakan guna mencapai visi dan misi yang telah disepakati.
Dalam kaitannya dengan bagaimana dokumen PJM pronagkis bisa di
ketahui oleh semua pihak maka ada tahapan yang disebut dengan “Bazar
Program dan Lelang Amal”. Pada kegiatan ini yang dilakukan adalah
mengadakan semacam pameran/bazar tetapi yang ditawarkan adalah berupa
persoalan-persoalan yang ada di setiap kelurahan/kelurahan yang akan

diselesaikan yang dituangkan dalam dokumen, leaflet, brosur, dan tulisan-
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tulisan yang di dukung dengan foto-foto. Kegiatan ini diharapkan dapat
menggugah kepedulian kepada semua pihak yang punya potensi untuk
berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan kemiskinan yang telah
dituangkan dalam dokumen PJM Pronangkis kelurahan.

3) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

dibentuk olek '.. afmantar anggotanyauntuk
saling as asif}__d suh dalam, rang 3

. >
asdeng ngoptin Ikap o

bidang

oelah KSM di verifikasi kelayakannya. Proposal yang telah diverifikasi
tersebut selanjutnya direkomendasi untuk dilakukan penetapan prioritas oleh
BKM. KSM-KSM yang masuk dalam daftar prioritas inilah yang akan diberi
pinjaman dengan dana BLM tahap Il dan Il serta dana-dana yang telah
kembali ke kas UPK-BKM vyang terus menerus digulirkan kepada KSM
yang menjadi daftar tunggu.

Dalam kegiatan pembangunan KSM ini, kemampuan UPK masih
terbatas pada memfasilitasi pembentukan kelompok, pembuatan proposal,

dan verifikasi proposal KSM. Hal ini dikarenakan pelatihan dan coaching
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yang diberikan kepada UPK masih sangat terbatas dan difokuskan kepada
aspek pembukuannya saja, sedangkan materi tentang bagaimana merawat
KSM dan mendampingi agar KSM terus bisa berkembang dan mandiri
belum pernah didapatkan. Akibatnya pembentukan kelompok masih sekedar

untuk mengakses dana BLM P2KP saja, setelah mendapat pinjaman hal

yang mereka lakuk gsuran pokok dan jasanya.

Sementara uptt < asalahan yang dihadapi

mema cukupgﬂs rat an mencapai 80% -

90% tetapi pend oK ye SM mengakibatkan

termasuk apakah

Seperti yang disampaiakan oleh Ibu Kristina salah satu peserta FGD
yang juga kebetulan sebagai pengelola simpan pinjam di RW-nya :

*bahwa sebenarnya di masyarakat banyak akses modal baik simpan
pinjam RT/RW maupun dana P2KP yang dikelola oleh UPK BKM,
tetapi sampai sekarang belum terlihat perkembangan yang jelas terkait
dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Kemanfaatan dana
pinjaman sebagian belum diamanfaatkan sesuai dengan rencana
kegiatan yang dituangkan dalam proposal, tetapi kebanyakan
digunakan yang sifatnya konsumtif karena mereka tidak memiliki

ketrampilan dan semangat wirausaha yang tinggi”.
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Menurut beliau seandainya masyarakat yang pinjam untuk usaha atau
mengembangkan usahanya yang sudah ada, maka perputaran uang di
kelurahan Tegalrejo akan terus berkembang, baik yang digalang oleh warga
sendiri di masing-masing RT atau RW maupun dana yang dikelola oleh

UPK-BKM. Penggunaan dana Einjaman yang tidak sesuai tersebut juga

diakui oleh beberapa anggota KSM “Melati” yang memiliki usaha
@m&@ o

jaman %gak t-

pembuatan

)at oleh masyarakat

anggota kelompok yang lain juga enggan membantu dan akhirnya justru

saling curiga dan saling tidak percaya. Dengan adanya kejadian yang
demikian maka sebagian besar anggota KSM merasa banyak yang dirugikan
dan akhirnya mereka berkeinginan agar pinjaman diberikan secara individu,
yang sebenarnya hal ini sudah sangat jaunh menyimpang dari konsep P2KP
yang bertujuan untuk membangun sosial kapital melalui kelompok-

kelompok masyarakat.
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d. Pelaksanaan Kegiatan
Setelah melalui identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan,
berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan dengan dukungan Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) P2KP. BLM adalah dana stimulan yang

dimaksudkan sebagai media atau alat pembelajaran bagi masyarakat untuk

terus membangunfkapital sosial dan melembagakan nilai-nilai universal dan

prinsip-prinsi

bertahap fakan m osial, ekonomi dan

lingkungan m§Dalam a

proposal dan pegﬂhaan egia
= ﬁ

Tahap pen

aitu penyusunan

dalam membuat usuld
melalui KSM atau pa iti
oleh BKM, UP-UP BKMyyang,di if eh fasilitator dan dinas terkait.
Jenis-jenis kegiatan adalah mengacu kepada PJM Pronangkis yang telah
disusun sebelumnya. Sesuai dengan mekanisme yang telah disosialisasikan
dari awal setelah masyarakat selesai menyusun proposal maka diajukan
kepada UP-UP BKM sesuai dengan bidangnya yang akan ditindaklanjuti
untuk diverivikasi baik secara administratif maupun survey ke lapangan
untuk memastikan lokasi dan besaran volumenya.

Setelah verifikasi dilaksanakan maka akan dimusyawarahkan oleh

anggota BKM untuk dibuat persetujuan prioritasi kegiatan yang dituangkan

dalam Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan (BAPPUK).



202

Pembuatan proposal mengacu kepada format-format yang telah di tetapkan
dalam program namun masyarakat bisa memodifikasi dengan catatan tidak
mengurangi makna dan substansinya. Menurut UPL dan UPK, masyarakat
mengalami kesulitan membuat proposal sehingga panitia atau KSM

biasanya meminta UPL atau UPK untuk tidak memfasilitasi tetapi

membuatkan proposal tersebut. Sampai saat i BLM P2KP di kelurahan

aS

BLM P2KP sebeéar

a. Untu keg@osial,

kegiaéEkon ‘

tanggal 29 Agustus 2003. Dana Itu disalurkan kepada masyarakat secara

hibah (tidak mengembalikan) melalui 5 Panitia :

Tabel : 4.20
Pemanfaatan BLM P2KP Termin | Kelurahan Tegalrejo
Tahun 2003
NO KSM UNTUK JUMLAH
1 | Pembangunan Talud | RWV 1,5juta
(Sumur Bandung)
2 | Bantuan Dana 44 Siswa SD, 13 Siswa 10,5 juta
Pendidikan SLTP dan 16 Siswa SLTA.
3 | Bantuan Dana 7 orang miskin/Jompo 1,4 juta
Kesehatan
4 | Bantuan Sosial 7 orang miskin sakit- 5 juta
Miskin/Jompo sakitan
5 | BOP BKM Operasional BKM 1juta

Sumber : Data Sekretariat BKM Wijayakusuma Kelurahan Tegalrejo Tahun 2003
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Penangnggungjawab dari kegiatan tersebut adalah :
a. Panitia pembangunan fisik (ketua Bpk. Eri Budiono) untuk
membangun talud di RW V (dekat sumur bandung).

b. Panitia penyaluran bantuan dana pendidikan (Ketua Ibu Dra.

Puspaning Utamie) untuk 44 siswa SD, 13 Siswa SMP dan 11 siswa

Dana BLM P2KP termin 2 sebanyak Rp. 50 juta (50 % dari pagu),
masuk ke dalam Bank BKM Wijyakusuma tanggal 21 Mei 2004. Disalurkan

kepada masyarakat tanggal 31 Mei 2004 dengan rincian sebagai berikut :
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Tabel : 4.21
Pemanfaatan BLM P2KP Termin Il Kelurahan Tegalrejo
Tahun 2004
NO KSM UNTUK JUMLAH
1 | Srikandi —1/01 PKK RW | 5 juta
2 | Delima—11/01 Usaha Kecil RW 11 5 juta
3 | Anggrek — 111 /01 PKK RW 111 5 juta
4 | Mawar — 1V/01 PKK RW IV 5 juta
5 | Melati—V 1a Ke 5 juta
6 i 5 juta
7 5 juta
2,5 juta
5 juta
2,5 juta
2,5 juta

egalrejo Tahun

Tabel : 4.22
Pemanfaatan BLM P2KP Termin Il Kelurahan Tegalrejo
Tahun 2004
NO KSM UNTUK JUMLAH
1 | Delima—11/02 Usaha mikro RW 11 5 juta
2 | Anggrek — 11 /02 Usaha mikro RW 111 5 juta
3 | Mawar — 1V /02 Usaha Batako RW IV 5 juta
4 | Melati—V /02 Usaha mikro RW V 5 juta
5 | Srikandi—V1/03 Usaha mikro RW VI 3,5 Juta
6 | Anggrek — X/ 03 Usaha mikro RW IX 5 juta
7 BKM wijayakusuma 5% dr BLM 1,5juta

Sumber : Data Sekretariat BKM Wijayakusuma Kelurahan Tegalrejo Tahun

2004
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Selain dana BLM yang dikucurkan oleh pemerintah sebagai wujud
komitmen masyarakat, maka masyarakat juga mengeluarakan dana swadaya.
Dengan Kkegiatan lingkungan, masyarakat sudah terbiasa melakukan
gotongroyong baik tenaga, pikiran maupun materi yang dimiliki oleh

masing-masing warga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan swadaya

dalam ekonomi Jaman bergulir merupakahy besar modal usaha yang

dimiliki angg

kegiatan yang dilaksanakan oleh BKM. Sebelum BKM produktif bisa
mendapatkan dana secara mandiri melalui kegiatan simpan pinjam. Kegiatan
yang dilaksanakan oleh BKM antara lain : rapat BKM, pertemuan warga,
pembelian ATK, dan intensif UP-UP. Kegiatan BKM selanjutnya dibiayai
dari sebagian jasa angsuran KSM ekonomi bergulir yang dikelola oleh UPK.
Dengan demikian kegiatan dan keberlanjutan BKM sangat tergantung dari

tingkat pengembalian angsuran KSM.
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Pengawasan Kegiatan (Monitoring dan Evaluasi)

Mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara partisipatif
pada prinsipnya adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan
oleh masyarakat dan hasilnya digunakan sendiri oleh masyarakat dalam

rangka perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Pada tataran UP-UP

pengawasan dilaktikan oleh BKM, sedangkangBKM akan dikontrol oleh

program yang dilaksanakan oleh sekretaris dan UP-UP sampai kepada

administrasi dan keuangan. UPK melaporkan secara lebih rinci terkait
dengan posisi keuangan yang berupa neraca, laporan rugi/laba, tingkat
pengembalian dan tingkat tunggakan KSM. Laporan UPK tidak hanya
terbatas pada laporan keuangan saja tetapi juga mengenai
perkembangan KSM dan dinamikanya.

e Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BLM P2KP, Laporan ini disusun
pada setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan dana

BLM P2KP yang disusun setelah kegiatan selesai. LPJ disusun oleh
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panitia atau KSM dikelurahan Tegalrejo sebagai pelaksana kegiatan,
yang selanjutnya diserahkan kepada BKM. BKM akan melihat
kebenarannya sebagai salah satu bahan untuk disampaikan kepada
masyarakat secara luas melalui acara rembug warga maupun

ditempelkan di papan informasi yang telah disediakan.

Papan Peng ah merupakan media yang
cukup tuk menyampaiakn
informasi kgpa dak mahal dan bisa
ber mengetahui dan
menjadi a P2KP maupun

\ = _
kegiatan B%elam pag pat-tempat lokasi
kegiat angur yang memuat jenis

kegiatan.
Rembug Warga Tahunan (RWT) BKM Wijayakusuma, adalah rembug
warga yang dilaksanakan oleh BKM Wijayakusuma setiap tahun,
dengan mengundang seluruh perwakilan KSM dan perwakilan elemen
masyarakat untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban BKM
selama satu tahun. Laporan yang disampaiakn oleh BKM
Wiajayakusuma bisanya meliputi : perkembangan KSM, laporan
keuangan dan perkembangannya, capaian kegiatan secara keseluruhan

dan menyusun rencana tahun berikutnya.
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Audit Independen, merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas yang
juga dilakukan oleh BKM Wijayakusuma setiap satu tahun sekali.
Biasanya audit BKM oleh auditor independen ini dilaksanakan sebelum

dilakukan RWT dengan tujuan sebelum disampaikan kepada

masyarakat BKM melegalkan dulu secara hukum. Audit oleh auditor

audit, karena jasa yang diterima dari kegiatan ekonomi bergulir masih
sangat minim.

Tinjauan Partisipatif, adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan
oleh BKM Wiajyakusuma bersama dengan masyarakat untuk
melakukan peninjauan secara partisipatif terhadap seluruh siklus
kegiatan P2KP di kelurahan Tegalrejo, kinerja BKM, capaian program
(kuaalitas dan kuantitas) dan Kkinerja pengelolaan keuangan yang
difasilitasi oleh BKM Wijayakusuma bersama para relawan. Tinjauan

Partisipatif biasanya dilaksanakan setiap tahun paling lambat 3 bulan



209

sebelum dilaksanakan Rembug Warga Tahunan (RWT) di bulan
Desember tahun bersangkutan. Tujuan dilaksanakannya Tinjauan
Partisipatif adalah Menumbuhkan semangat dan proses pembelajaran
bagi BKM dan masyarakat melalui pengalaman kinerja BKM baik dari

sisi organisasi, mendorong terbangunnya kontrol sosial terhadap

2) Mitoriné? -Qg q kukhgh M

ang d aksan@oleh asyarakat kelurahan

secara tertulis maupun lisan terhadap laporan kegiatan P2KP oleh KSM
atau BKM vyang disampaikan dalam forum pertemuan maupun yang
melalui papan informasi. BKM Wijayakusuma juga telah menyiapkan
kotak pengaduan di depan kantor sekretariat BKM. Kotak pengaduan untuk
sementara ini masih belum bisa berjalan efektif karena tingkat keinginan
dan kepedulian melalui media tertulis dari masyarakat kelurahan Tegalrejo
masih sangat rendah dan belum terbiasa sehingga selama kurun waktu 6
tahun belum pernah ada pengaduan tertulis yang dimasukan melalui kotak

pengaduan yang telah disediakan.
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Berdasarkan uraian proses diatas masih jelas terlihat kelemahan-
kelemahan dalam pelaksanaan P2KP. Tahap persiapan tidak dilaksanakan
dengan cukup waktu sehingga fasilitator tidak mengetahui kondisi wilayah
maupun kondisi masyarakat secara utuh, pendekatan dan strategi dalam

melakukan pendampingan kurang tepat, yang pada akhirnya dalam

menemukenali germasalahan dan kebutuhangjuga tidak tergali secara

diperhatikan sebagal pelaku ttamasatau, ek pembangunan.

4. Capaian Pelaksanaan P2KP (Factor Product)

Saat ini Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di
kelurahan Tegalrejo masih berjalan yaitu implementasi BLM P2KP yang telah
diterima pada tahun 2003. Implementasi ini sudah menjadi kewenangan BKM
Wijayakusuma untuk digunakan sebagai proses pembelajaran kritis
berkelanjutan melalui pelaksanaan kegiatan Tridaya (Lingkungan, Sosial dan
Ekonomi). Walaupun penggunaanya sudah diserahkan kepada BKM namun

masih didampingi oleh fasilitator agar pemanfaatannya tidak menyimpang dari
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tujuan awal yaitu penanggulangan kemiskinan. Capaian dalam pelaksanaan
kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) selama ini bisa
penulis kelompokan menjadi : output dan outcome.

a. Output

Pelaksanaan kegiatan P2KP di kelurahan Tegalrejo telah menghasilkan

keluaran (output) 3

1) Munculn : irp u pembangunan di

emiskinan  yang

= S _
menggunakan pe% pemberday erlanjutan.  Untuk

dibimbing oleh para refawan._Apabila'mekanisme pengawalan kegiatan hanya
dibebankan kepada fasilitator tidak mungkin berjalan efektif karena antara
jumlah personil fasilitator dengan jumlah kegiatan tingkat basis kelurahan
dampingan tidak sebanding. Menciptakan fasilitator lokal melalui proses
transfer kemampuan kepada relawan juga tidak mudah karena berbagai
kendala baik dari sisi SDM dan waktu luang relawan untuk mengabdi sebagai
pendamping masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Untuk
meningkatkan kapasitas para pelaku P2KP maka telah dilakukan pelatihan-
pelatihan yang melibatkan relawan warga yang diantaranya adalah ; anggota

BKM, Sekrtetariat BKM dan UP-UP BKM. Selain pelatihan pada saat
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memasuki siklus P2KP juga telah dilakukan coaching terkait dengan
pemahaman substansi siklus dan tata cara pelaksanaannya.

Jumlah relawan di kelurahan Tegalrejo yang terdaftar sebanyak 56
orang sebenarnya sudah cukup apabila dibandingkan dengan jumlah wilayah

RT sebanyak 56 artinya ada perwakilan 1 orang dimasing-masing RT. Proses

ini merupakan pen 3

kepedulian mgmi wr’w&ﬁ’ru gngimiskin. Jumlah relawan

dari 56 di Iurahgn alrejo_Jyang men%elatlh hanya 25 orang.

Iaw@ﬂlih sebagai jota BK hingg

ang m&ﬁktif menAti Kegiat P seba
= o

ang, hal in babka

pelajaran kritis kepada arakat untuk membangun

tersebut akan berkurang dan akhirnya tidak aktif lagi dalam kegiatan P2KP.
¢). Pemahaman yang keliru terhadap tugas fungsi keberadaan relawan akan
selesai setelah BKM terbentuk. d). Setelah BKM terbentuk relawan akan
dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tertentu saja, terutama pada saat ada
kegiatan ditingkat basis.
2) Tersusunnya data-data kemiskinan dan potensi kelurahan Tegalrejo
(data Pemetaan Swadaya)
Data-data tentang kriteria dan penyebab kemiskinan di kelurahan

Tegalrejo dihasilkan dengan metode partisipatif melalui kegiatan Refleksi
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Kemiskinan (RK). Pada kegiatan siklus Pemetaan Swadaya (PS) data-data
yang didapatkan adalah data permasalahan tridaya, potensi kelurahan dan data
warga miskin lokal yang bisa dimanfaatkan untuk modal (data) awal
menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan yang dihadapi. Data-data

tentang kelembagaan beserta dengan harapan-harapan yang diinginkan oleh

masyarakat terkait @engan kriteria kelembagaan dan kepemimpinan yang akan

Lo
motor engge%roses pem

Kelembagaan®™BKM dibentuk sebaga™wadah dan motor penggerak

dan diakhiri dengan Rembug Warga di tingkat kelurahan pada tanggal 11 Juni
2003 yang diberi nama BKM Wijayakusuma. Karena masa jabatan BKM 3
tahun maka telah mengalami pemilihan ulang sekali pada tanggal 23 Juli
2006. BKM Wijayakusuma yang beranggota 13 orang telah diakta notariskan
pada tanggal 19 Agustus 2003 no. 34 di Notaris Muhamad Fauzan, SH.
Koordinator BKM dipilih dari salah satu anggota BKM vyaitu Bapak Suwarto
AK,BE, anggota BKM yang berjumlah 11 orang tersebut terdiri dari 4 orang
laki-laki dan 7 orang perempuan, hingga saat ini semua anggota masih aktif.

Semenjak adanya P2KP dan kemudian terbentuk BKM, masyarakat selalu



214

dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan
program, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Menurut Bapak Ragil
Tukiman, salah satu anggota BKM Wijayakusuma dalam FGD dengan
menyampaikan bahwa :

»Kegiatan P2KP mendorong partisipasi masyarakat semakin meningkat

dikarenakan setiap ada kegiatan masyarakat Selalu diberi kesempatan
dan diliba »mw% '
kegiatan”. ' %

dibuat oleh BKM
oleh UP-UP BKM sebagai gugus tugas BKM yang terdiri dari Sekretariat
BKM, UPS, UPL dan UPK. UP-UP BKM dibentuk oleh BKM dengan surat
perjanjian kerja yang harus di patuhi oleh UP-UP BKM, apabila UP-UP BKM
melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap surat perjanjian kerja
tersebut maka BKM berhak untuk memberhentikan dan mengganti sesuai
dengan ketentuan yang telah disepakati dalam AD/ART BKM Wijayakusuma.
Pelatihan dan coaching yang diberikan kepada UP-UP BKM dapat
meningkatkan kemampuannya, seperti  sekretaris dan UPK-BKM mampu
menerapkan berbagai perangkat administrasi dan pembukuan pengelolaan

keuangan di BKM. Setiap bulan. sekretaris dapat menyajikan Laporan
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Pemasukan dan Pengeluaran Keuangan BKM secara rutin, demikian pula
UPK mampu membuat Neraca, Laporan Laba-Rugi dan Kolektibilitas
(Tingkat Pengembalian dan Tingkat Tunggakan).

5) Tersusunnya Dokumen PJM Pronangkis dan Implementasinya

BKM Wijayakusuma bersama-sama dengan masyarakat kelurahan

Tegalrejo telah

selama 3 tahupspe

tersebut d uat‘ﬁn mengacu pad data p S
dilakukah dalam Ssiktos sob n'd éta P
b

a keglata

adaya yang telah

dDnangkis memuat
asyara at yang mencakup
dengan sumber
pendanaannya. Masyaraka at me kan Kegiatan di bidang tridaya
Renta Pronangkis dengan
dukungan dana BLM P2KP dan swadaya masyarakat. Pelaksanaan kegiatan
tersebut dapat memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat, seperti sarana
pengairan, jalan lingkungan, pelatihan ketrampilan maupun peningkatan
usaha melalui pinjaman bergulir.
6) Terbentuknya Panitia dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
Sebagai penerima sasaran program adalah masyarakat yang
berkelompok yang disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Untuk kelompok yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang

sifatnya untuk kepentingan umum KSM ini sering disebut dengan kepanitiaan,
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misal kepanitiaan santunan baik santunan yatim maupun santunan jompo atau
kegiatan pembangunan jalan, jembatan, saluran dan yang lain. Sedangkan
untuk kegiatan yang sifatnya individu biasanya berupa pinjaman bergulir
untuk modal usaha yang sering di sebut dengan KSM. KSM dikelurahan

Teglarejo pada awalnya terbentuk 3 kepanitiaan dan 21 KSM, sampai

sekarang telah be pang menjadi 43 ang menyebar diseluruh
ang difasilitasi

a tahun 2004 oleh

P
belum banyak be bang karenaster na yang digulirkan yaitu

Tabel : 4.23
Perkembangan Modal Pinjaman Bergulir
BKM Wijayakusuma Kelurahan Tegalrejo Tahun 2003 -2009

NO Kzg?align Perkembangan Modal Jumpl\ii;] itﬂ_lqgﬁhlsada
1 2003 Rp  76.000.000,- Rp 77.000.000,-
2 2004 Rp  77.000.000,- Rp 82.500.000,-
3 2005 Rp  82.500.000,- Rp 90.500.000,-
4 2006 Rp  90.500.000,- Rp 97.000.000,-
5 2007 Rp  97.000.000,- Rp 112.000.000,-
6 2008 Rp 112.000.000,- Rp 117.500.000,-

7 2009 Rp 117.500.000,-

Sumber : Data UPK BKM Wijayakusuma Kelurahan Tegalrejo Tahun 2009
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Seiring dengan berkembangnya dana bergulir, KSM Ekonomi
Bergulir juga mengalami perkembangan yaitu dari 21 KSM pada tahun 2004
menjadi 43 KSM di tahun 2009. Dari 43 KSM tersebut masing-masing ada
yang telah memperoleh pinjaman sekali, dua kali, tiga kali dan paling banyak

empat kali. Rata-rata KSM tersebut pada awalhya merupakan KSM yang baru

engoptimalkan kelompok

persyaratan yang mudah karena tanpa jaminan serta kemanfaatan dari jasa
yang dikumpulkan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk
program-program yang telah direncanakan. Namun demikian pelayanan UPK
masih terbatas, karena jumlah dana BLM vyang diterima sekitar Rp
76.000.000,-. Sementara untuk penambahan dana dari pihak ketiga baru
didapatkan dari dinas koperasi kota Salatiga pada tahun 2006 sebesar Rp.
21.000.000,- sebagai pinjaman lunak, dimana BKM Wijayakusuma harus
mengembalikan dana tersebut kepada dinas koperasi dengan bunga 6% per

tahun.
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b. Outcome

Dengan adanya pelaksanaan P2KP dan terbentuknya BKM

Wijayakusuma, manfaat tambahan yang dirasakan oleh masyarakat kelurahan

Tegalrejo dari hasil yang dicapai (outcome) antara lain:

1)

2)

BKM Wijayakusuma yang terus berkembang secara perlahan tapi pasti

semakin mendapatkan tempat dihati masyarakat, menjadi lembaga yang
juga terh \»\:‘ e a2 <M Wijayakusuma.

pu membangun

NO MANFAAT
1 : . ' Tambahan
ambah  permodalan di | Modal
UPK
2 | BRI Penyaluran KSM-KSM | Tambahan
yang telah memiliki | Modal
pinjaman yang sudah besar
3 | Disnaker Pelatihan-pelatihan (| Pelatihan
Menjahit High Speed)
4 | SMK Bawen Pelatihan Agrobisnis Pelatihan
Sumber : Data Sekretariat BKM Wijayakusuma Kelurahan Tegalrejo

Tahun 2009

Keberanian dari masyarakat kelurahan Tegalrejo (terutama warga miskin)
untuk mengungkapkan pendapatnya dalam berbagai pengambilan

keputusan/ musyawarah.
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3) Perencanaan partisipatif telah dipahami secara mendasar oleh sebagian
masyarakat kelurahan Tegalrejo sebagai sebuah proses belajar bagi
masyarakat dalam rangka melaksanakan perencanaan pembangunan di

wilayahnya.

Implementasi transparansi dan akuntabilitas banyak diterapkan di lembaga

faktor untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pelaksanaan P2KP di kelurahan
tersebut. Sebelum melakukan pembahasan, terlebih dahulu akan disajikan pokok-
pokok temuan dari hasil penelitian di atas.
1. Pokok-Pokok Temuan
a. Latar belakang dan kebutuhan masyarakat (factor context)
Kondisi dan Kkarakteristik geografis yang merupakan wilayah
permukiman dan pertanian lahan kering (tegalan), aktifitas pertaniannya
tidak cukup mendukung dalam proses pendidikan kritis melalui siklus

P2KP karena sebagian besar masyarakat tidak tertarik untuk menggeluti
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bidang pertanian lahan kering dan memilih menjadi buruh, home industry
dan pedagang. Aternatif atau jenis pekerjaan yang terbatas di Kelurahan
Tegalrejo berakibat pada angka pengangguran yang cukup besar yaitu
sekitar 31%. Sebagian penduduk kelurahan Tegalrejo yang merupakan

Pensiunan, PNS dan buruh pabrik dimana mereka disibukan dengan tugas

asih terpelihara

ulai kelihatan tumbuh sifat
individualisme diantara masing-masing penduduk yang merupakan ciri
masyarakat perkotaan. Perempuan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan
sosial dan ekonomi, namun dalam kondisi dan hal tertentu pembagian
peran dimasyarakat peran laki-laki masih mendominasi. Untuk
menjalankan roda pemerintahan, menjaga kemanan dan melestarikan
budaya dikelurahan Tegalrejo telah banyak berdiri lembaga
kemasyarakatan diantaranya adalah Pemerintahan Kelurahan, LPMK,
PKK, dan Karangtaruna, lembaga ini telah menjalankan tugas pokok dan

fungsinya, walaupun belum berjalan optimal lembaga-lembaga ini telah



221

memberikan pendidikan kepada masyarakat kelurahan Tegalrejo untuk
memilih  pemimpin, mengambil keputusan, dan melaksanakan
pembangunan. Akses permodalan selama ini warga memanfaatkan simpan
pinjam RT/RW, BKK, dan perbankan yang ada di kota Salatiga walaupun

warga miskin belum bisa mengakses lembaga keuangan secara optimal.

Masukan

kapasitas, dana stimulan BLM dan sarana prasaran untuk kelancaran
program, dapat disimpulkan bahwa pemberian input dalam pelaksanaan
siklus P2KP baik strategi dan mekanisme berupa pengembangan kapasitas
dalam bentuk pelatihan dan coaching tidak konsisten dijalankan sesuai
dengan yang seharusnya/sesuai (SOP), ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung kegiatan seperti buku pedoman, modul pelatihan, SOP tidak
disampaikan tepat waktu dan kurang mengacu pada pemenuhan
pemecahan masalah di masyarakat. Sementara BLM baru dimanfatakan

untuk melaksanakan kegiatan KSM (fisik, ekonomi dan lingkungan), BLM
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yang disediakan sebagai alat belajar untuk menuju kemandirian
masyarakat justru dipahami sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan
kritis yang memerlukan gerakan bersama dan keberlanjutan.

Pelaksanaan P2KP didukung oleh struktur organisasi pelaksanaan

yang melibatkan pemerintah dan konsultan/fasilitator (agen perubahan)

tugas pendampinga
masih terjadi beberapa permasalahan dan kendala terkait dengan
pendamping diantaranya adalah : fasilitator yang ditempatkan belum
memiliki pengalaman (fress graduate), fasilitator yang sudah cukup
kemampuan sering dipindah tempat dengan berbagai alasan, misalnya
ingin dekat dengan keluarga, untuk memperkuat tim di wilayah lain dan
sebagainya. Selain itu juga ada beberapa fasilitator yang tidak live in
dilokasi tugasnya, hal ini berdampak pada intensitas pendampingan yang

tidak maksimal dan tidak bisa membaur dengan masyarakat. Semua hal



223

yang kami sampaikan ini berdampak pada proses pelaksanaan siklus P2KP
sebagai proses pendidikan kritis di masyarakat.
. Pelaksanaan Kegiatan P2KP (Factor Process)

Pelaksanaan siklus P2KP dikelurahan Tegalrejo sudah berjalan
cukup baik namun dilihat dari kualitasnya proses penanggulangan

kemiskinan depgn siklus P2KP sebagai proses pendidikan kritis, masih

pembelajaran kritis dalam siklus P2KP belum dipahami sepenuhnya oleh

sebagian besar masyarakat baik yang terlibat secara langsung maupun
tidak langsung, sebagai proses penyadaran dan perubahan perilaku; (3)
Refleksi Kemiskinan (RK) dan Pemetaan Swadaya (PS) sebagai langkah
identifikasi masalah dan kebutuhan kurang berjalan efektif karena
keterbatasan kemampuan relawan dalam melakukan fasilitasi; (4) Dalam
menyusun PJM Pronangkis, masyarakat cenderung merencanakan
kegiatan-kegiatan yang mengacu pada ketentuan P2KP sehingga belum

sepenuhnya mengakomodasi  kebutuhan masyarakat; (5) Proses
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pembangunan KSM dilakukan secara instan dan cenderung diarahkan
untuk membentuk KSM baru sehingga terkesan hanya untuk mengakses
dana BLM saja; (6) Pemanfaatan BLM P2KP dapat membantu masyarakat
untuk melaksanakan kegiatan yang telah mereka rencanakan dalam PJM

Pronangkis dan mampu mendorong swadaya masyarakat; dan (7)

Mekanisme oring dan evaluasi cemderung dilakukan untuk

program, namun proses difusi inovasi berjalan sangat lambat bahkan bisa

dikatakan stagnan. Peran masyarakat yang sangat penting bagi
keberlanjutan program yang tergabung sebagai relawan masyarakat, BKM
beserta dengan UP-UP dan KSM belum berjalan sebagai mana mestinya
dalam proses difusi inovasi itu sendiri.
Capaian Pelaksanaan P2KP (Factor Product)

Capaian penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan siklus
P2KP sebagai proses pendidikan kritis dengan berbagai kekurangan dan

kelebihannya telah memberikan manfaat bagi masyarakat kelurahan
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Tegalrejo. Capaian hasil tersebut meliputi : keberadaan relawan
masyarakat sebagai pelaku pembangunan partisipatif yang terlatih,
terbentuknya lembaga BKM dan unit-unit pelaksananya yang telah mampu

mewarnai dinamika masyarakat dalam menggerakkan berbagai program

pembangunan di kelurahan Tegalrejo, tersusunya data potenis dan masalah

2. Pembahasan Kesesuaian antara Factor context, input, process, dan
product dalam Pelaksanaan Siklus P2KP
Berangkat dari pokok-pokok temuan tersebut diatas, dalam
pembahasan ini peneliti akan mengkaji kesesuaian antar faktor berdasarkan
kerangka pikir CIPP (context, input, process, dan product). Pemahaman
mengenai kesesuaian antar faktor tersebut diperlukan untuk mengetahui

kekuatan dan kelemahan pelaksanaan P2KP di kelurahan Tegalrejo.
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1) Kesesuaian antara Latar Belakang dan Kebutuhan Masyarakat
(Factor Context) dengan pelaksanaan Kegiatan P2KP (Factor Process)
Walaupun pelaksanaan P2KP dikelurahan Tegalrejo sudah

berjalan cukup baik namun dilihat dari kualitasnya proses penanggulangan

kemiskinan dengan siklus P2KP sebagai proses pendidikan Kritis, masih

masyarakatg#dale M%ya q eka hadapi. Kondisi
ediats pem%n kriti§ dalam siklus P2KP

mendorong kemandirian

selanjutnya sampai pada pencairan BLM yang dipahami sebagai tujuan

akhir. Disisi lain proses adopsi inovasi sudah berjalan cukup baik kepada
sebagian masyarakat terutama mereka yang terlibat langsung dalam
program, namun proses difusi inovasi berjalan sangat lambat bahkan bisa
dikatakan stagnan. Peran masyarakat yang sangat penting bagi
keberlanjutan program yang tergabung sebagai relawan masyarakat, BKM
beserta dengan UP-UP dan KSM belum berjalan sebagai mana mestinya

dalam proses difusi inovasi itu sendiri.
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Kualitas Pelaksanaan Siklus P2KP ini tidak terlepas dari latar
belakang dan kebutuhan masyarakat (faktor context) dimana kondisi dan
karakteristik geografis kelurahan Tegalrejo yang merupakan wilayah
permukiman dan pertanian lahan kering (tegalan), Secara umum berbagai

masalah yang dihadapi petani disebabkan oleh rendahnya pengetahuan

dalam bidang pertanian, sulitnya mereka mengadopsi inovasi baru, sarana

Aktifitas pertanian tidak cukup mendukung dalam proses

pendidikan kritis melalui siklus P2KP karena sebagian besar masyarakat
tidak lagi tertarik untuk menggeluti bidang pertanian lahan kering dan
memilih menjadi buruh, home industry dan pedagang. Aternatif atau jenis
pekerjaan yang terbatas di kelurahan Tegalrejo berakibat pada angka
pengangguran yang cukup besar yaitu sekitar 31%. Sebagian penduduk
kelurahan Tegalrejo yang merupakan Pensiunan, PNS dan buruh pabrik
dimana mereka disibukan dengan tugas dan tanggungjawabnya

dikantor/pabrik serta kondisi kenyamanan hidup sebagai pegawai dan
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pensiunan sehingga terkesan tidak mau disibukan dan direpotkan dengan
urusan kemasyarakatan di lingkungannya termasuk dalam pelaksanaan
siklus P2KP.

Ikatan sosial masyarakat kelurahan Tegalrejo masih terpelihara

dengan baik melalui pranata-pranata sosial seperti : kelompok arisan,

PKK, dan Karangtaruna, lembaga ini telah menjalankan tugas pokok dan
fungsinya, walaupun belum berjalan optimal lembaga-lembaga ini telah
memberikan pendidikan kepada masyarakat kelurahan Tegalrejo untuk
memilih  pemimpin, mengambil keputusan, dan melaksanakan
pembangunan. Akses permodalan selama ini warga memanfaatkan simpan
pinjam RT/RW, BKK, dan perbankan yang ada di kota Salatiga walaupun
warga miskin belum bisa mengakses lembaga keuangan secara optimal.
Beberapa program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang masuk ke

Kelurahan Tegalrejo yaitu UEDSP, P2MPD dan KUT, namun karena tidak
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dikelola dengan baik, program-program tersebut saat ini sudah tidak
berjalan kecuali raskin. Hal ini menunjukkan lemahnya pengorganisasian
masyarakat yang ditandai dengan tidak optimalnya fungsi kelembagaan
ekonomi dan sosial yang ada di kelurahan. Peliknya permasalahan tersebut

tentunya memerlukan pemecahan masalah yang tidak bisa dilakukan

secara parsial tefdpi harus integral dan siste

terkait satu#Sama Yai ﬂ%ba (2

kemiskipan (pem unan) eIurahg@alrej cenderung berjalan

>

is. Berbagai masalah yang

oses penanggulangan

asyarakat dalam

P2KP oleh masyaraka ¢ kan tu, upaya penanggulangan
kemiskinan melalui P2KP sangat tergantung pada partisipasi dan kapasitas
masyarakat sebagai subyek pembangunan dan peran pemerintah untuk
memberikan sebagian kewenangannya kepada masyarakat dalam
menentukan keputusan terkait dengan masa depan dan kebutuhan mereka
sendiri.

Tujuan dan strategi P2KP tersebut selaras dengan kosep people
centered development yang menurut Korten (Moeljarto Tjokrowinoto,
1995 : 44) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) keputusan dan inisiatif

untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat di tingkat lokal; (2) fokus
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utamanya adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam
mengawasi dan mengerahkan aset-aset untuk memenuhi kebutuhan yang
khas menurut daerah mereka sendiri; (3) mempunyai toleransi terhadap
perbedaan dan karenanya mengakui arti penting pilihan nilai individual

dan pembuatan keputusan yang terdistribusi; (4) mencapai tujuan

pembangunan s@8ial melalui proses belaja

budaya ke n@% orod]
sendiri fdan Igbi rdistiplisi 0
mengelola @diri da

sosial (social learning); (5)

langsung membidik pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh

masyarakat tapi lebih menekankan pada upaya mempersiapkan masyarakat
untuk mandiri melalui pengembangan kelembagaan dan pengembangan
kapasitas masyarakat melalui serangkaian kegiatan dalam proses
pembelajaran kritis.

Kemandirian  masyarakat ini akan membantu mereka dalam
menghadapi berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi baik pada
saat ini maupun pada masa-masa mendatang. Sebagaimana pendapat Isa

Wahyudi (2006,33) bahwa hakekat dari pendekatan partisipatoris adalah
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pengembangan kapasitas dan pengembangan kelembagaan komunitas
lokal melalui “proses belajar berdasarkan pengalaman™ sehingga pada
gilirannya masyarakat akan tampil sebagai pelaku pembangunan yang

mandiri.

ara Jenis dan Kualitas™nput Pelaksanaan P2KP

di lum sepenuhnya

me ondisi'ini menyebabkan
= _

belum ampa% di masyarakat khususnya

dalam Tidak optimalnya

dalam pelaksanaannya.

Masukan atau input yang diberikan berupa pengembangan kapasitas,
dana stimulan BLM, eksistensi pendamping (fasilitator) dan sarana
prasaran kelancaran program. Pemberian input dalam pelaksanaan siklus
P2KP baik strategi dan mekanisme berupa pengembangan kapasitas
dalam bentuk pelatihan dan coaching tidak konsisten dijalankan sesuai
dengan yang seharusnya/ sesuai (SOP), ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung kegiatan seperti buku pedoman, modul pelatihan, SOP tidak

disampaiakn tepat waktu dan kurang mengacu pada pemenuhan
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pemecahan masalah di masyarakat. Sementara BLM baru dimanfatakan
untuk melaksanakan kegiatan KSM (fisik, ekonomi dan lingkungan),
belum dipahami sebagai alat belajar untuk menuju kemandirian
masyarakat namun dipahami sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan

kritis yang memerlukan gerakan bersama dan keberlanjutan.

asyarakat, maka fasilitator
harus memiliki dalam menganalisa dan
mengkomunikasikan suatu masalah, sehingga terampil dalam
melaksanakan tugas pendampingan masyarakat.

Namun demikian di kelurahan Tegalrejo masih terjadi beberapa
permasalahan dan kendala terkait dengan pendamping diantaranya adalah
. fasilitator yang ditempatkan belum memiliki pengalaman (fress
graduate), fasilitator yang sudah cukup kemampuan sering dipindah
tempat dengan berbagai alasan, misalnya ingin dekat dengan keluarga,

untuk memperkuat tim di wilayah lain dan sebagainya. Selain itu juga ada

beberapa fasilitator yang tidak live in dilokasi tugasnya, hal ini
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berdampak pada intensitas pendampingan yang tidak maksimal dan tidak
bisa membaur dengan masyarakat. Semua hal yang kami sampaikan ini
berdampak pada proses pelaksanaan siklus P2KP sebagai proses

pendidikan kritis di masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan P2KP di masyarakat yang dilaksanakan

tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program perencanaan,
pelaksanaan program dan evaluasi program (Suharto, 2005 : 75-80).
Lippit (Isbandi Rukminto Adi, 2001 : 179) juga mengemukakan
pendapatnya bahwa tahapan pengembangan masyarakat meliputi
persiapan, assesment, perencanaan alternatif program atau kegiatan,
performulasian rencana aksi, pelaksanan program atau kegiatan, evaluasi
dan terminasi. Lebih lanjut Lippit menyampaikan jika tahapan tersebut

merupakan tahapan siklikal (ciclycal) yang dapat berputar guna mencapai
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perubahan yang lebih baik, terutama setelah dilakukan evaluasi proses
terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada.

Tahapan  tersebut umumnya disebut sebagai daur program
pembangunan partisipasif karena dalam pelaksanaannya melibatkan

masyarakat secara luas. Keterlibatan tersebut semata-mata adalah untuk

menumbuhkan#embangunan dari dalam ™development from within)

panduan dalam pelaksanaan P2KP itu tidak di implementasikan secara

konsisten oleh para pelaku program dilapangan, khususnya konsultan
sebagai pendamping masyarakat. Dengan sendirinya, hal ini sangat
mempengaruhi kualitas proses pelaksanaan P2KP di kelurahan Tegalrejo.

Dengan demikian, proses pelaksanaan P2KP belum sepenuhnya
memenuhi harapan dari program dan masyarakat kelurahan Tegalrejo
salah satunya disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan P2KP yang
cenderung berorientasi hasil daripada proses itu sendiri. Implementasi

siklus P2KP sebenarnya merupakan pengejawantahan daur pembangunan
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partisipatif mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan
hingga pengawasan, sehingga siklus tersebut saling terkait satu dengan
yang lain. Artinya, efektifitas pencapaian salah satu siklus akan sangat
berpengaruh terhadap siklus selanjutnya. Hal inilah yang kurang

diperhatikan oleh pelaksana program terutama oleh konsultan

pendamping. Sébagaimana disebutkan sebeltimnya bahwa kualitas proses

suatu progee

identifikasi masalah (siklus RK dan PS), perencanaan (silkus
pembentukan BKM, KSM dan penyusunan PJM), pelaksanaan (siklus
pembelajaran BLM Tridaya) dan pengawasan (monev). Pelaksanaan
siklus P2KP melibatkan secara optimal komponen masyarakat yang ada di
kelurahan Tegalrejo dan untuk mendorong agar pembangunan dapat
tumbuh dari dalam, maka yang mengawal atau memfasilitasi adalah
masyarakat sendiri, dalam hal ini para relawan masyarakat yang direkrut

pada tahap awal sosialisasi dan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)
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belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh faktor contex dan input
yang kurang optimal.

Apabila dilihat dari partisipasinya, pelaksanaan kegiatan P2KP
tersebut sudah cukup melibatkan masyarakat secara luas. Bentuk-bentuk

partisipasinya pun sangat beragam, mulai dari menjadi relawan dan

dari kegiatan.

Selain itu, sejak awal kegiatan P2KP pemerintah kelurahan

Tegalrejo memberikan dukungan positif sehingga dapat berjalan lancar.
Dalam hal ini, pemerintah kelurahan Tegalrejo memberikan ruang seluas-
luasnya bagi terwujudnya partisipasi masyarakat dan memberikan
kewenangan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan. Peran
tersebut sejalan dengan pendapat Suparjan dan Hempri Suyatno (2003 :
50) yang menyampaikan bahwa proses pemberdayaan pada dasarnya tidak
sekedar mengubah masyarakat dari objek menjadi subjek, akan tetapi di

dalamnya juga menyiratkan perubahan dari sisi pemerintah itu sendiri.
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Menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003 : 1), di masa mendatang pemerintah
diharapkan menjadi lebih demokratis, efisien dalam penggunaan sumber
daya publik, efektif menjalankan fungsi pelayanan publik, lebih tanggap
serta mampu menyusun kebijakan, program dan hukum yang dapat

menjamin hak asasi dan keadilan sosial. Artinya, peran aparat pemerintah

P
masyarakat ya%em usahanya periodisasi‘atau musiman. Dalam hal ini

dengan siklus usaha mereka yang musiman. Kenyataannya, sebagian
masyarakat di kelurahan Tegalrejo memiliki usaha dengan siklus usaha
yang tidak bulanan dan selama ini lembaga-lembaga ekonomi yang ada
juga tidak mengakomodasi kebutuhan mereka.

Keberadaan UPK untuk memiliki kapasitas dalam pendampingan
KSM kurang diperhatikan, karena pengembangan kapasitas UPK lebih
diarahkan pada aspek pembukuan saja. Tingkat pengembalian KSM di
kelurahan Tegalrejo memang cukup baik yaitupada posisi 90%, tetapi hal

ini lebih dikarenakan masyarakat kelurahan Tegalrejo yang masih
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memiliki tanggung jawab dalam hal pinjaman. Sementara dalam
kelompok itu sendiri belum terjadi proses pembelajaran yang mengarah
pada peningkatan produktivitas dan menumbuhkan jiwa wirausaha di
masyarakat yang rata-rata pengetahuan dan ketrampilannya masih rendah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

a dilihat dari jenjang
002: 28-29), maka
urahan Tegalrejo
flingsional, karena
mencapai tujuan
elaksanakan siklus
dalam beberapa kegia at guga dilibatkan dalam pengambilan
keputusan tetapi setelah keputusan utama dibuat oleh konsultan.

Capaian penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan siklus
P2KP sebagai proses pendidikan kritis dengan berbagai kekurangan dan
kelebihannya telah memberikan manfaat bagi masyarakat kelurahan
Tegalrejo. Capaian hasil tersebut meliputi : keberadaan relawan
masyarakat dan terbentuknya lembaga BKM yang telah mampu mewarnai
dinamika masyarakat dalam menggerakkan roda pembangunan kelurahan
Tegalrejo., tersusunya dokumen PJM Pronangkis, terjadinya peningkatan

kemampuan masyarakat dalam identifikasi, perencanaan dan penyelesaian
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masalah kemiskinan melalui pengembangan kapasitas masyarakat,
terlaksananya penyelesaian sebagian permasalahan kemiskinan melalu
kegiatan tridaya (Lingkungan, Sosial dan Ekonomi), terjadinya perubahan
pola pikir dan perilaku sebagian masyarakat tentang cara pandang dan

cara penyelesaian kemiskinan melalui kepedulian, gerakan bersama untuk

berbuat baik da urni.

iy,

atar belakang da@utuha masyarakat, jenis

pendanaan (BLM) dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung

lainnya. Menurut Suparjan dan Hempri Suyatno (2003:64), sebenarnya
antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya untuk berkembang
secara mandiri terdapat hubungan yang berkaitan satu sama lain.

Di satu sisi, kemampuan masyarakat untuk berkembang secara
mandiri akan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk berpartisipasi
dan juga kemampuannya untuk meningkatkan taraf hidup. Sementara

disisi lain, kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri
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ditumbuhkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi partisipasi
masyarakat dalam pembangunan di daerahnya.

Mengacu pada pendapat tersebut, setidaknya ada tiga unsur penting
dalam masyarakat yang menentukan pelaksanaan dan keberlanjutan P2KP

yaitu relawan, BKM dan KSM. Keberadaan relawan sangat menentukan

inilah yang langsung

ritis melalui siklus

unit-unit pelaksanaannya
program dan memberikan
pelayanan TRIDAY A kepada masyarakat, khususnya warga miskin, BKM
juga menjalankan fungsi pengorganisasian masyarakat sehingga upaya-
upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif dan
berkelanjutan. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah keberadaan
KSM sebagai unsur penerima manfaat program yang mendukung
keberlanjutan program. Keberadaan KSM diharapkan dapat mendorong
tumbuh dan berkembangnya capital social dimasyarakat.

Dengan demikian agar masyarakat memiliki kemampuan untuk

berkembang secara mandiri maka diperlukan upaya untuk
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mengembangkan kapasitas mereka. Pengembangan kapasitas Yyang
optimal sangat menentukan efektifitas program. Dalam pelaksanaan
P2KP, pengembangan kapasitas tersebut diantaranya dilakukan melalui
pelatihan dan coaching.

Pelatihan diselenggarakan bagi relawan BKM beserta unit-unit

pelaksananya, g8edangkan coaching diperuptukkan bagi masyarakat

Khususny agyangte rli aﬂ%la Ana"pada setiap tahap siklus
g tasinya.%a pengembangan kapasitas

al in njukkan dengan masih
alam silitagi” kegiatan P2KP,

=]

kapasitas melalui pelatihan dan coaching tersebut kurang efektif antara

lain :

+ Materi pelatihan yang disampaikan lebih banyak bersifat toeritis dan
bahasanya sulit dipahami oleh masyarakat;

e Terbatasnya materi tentang teknik-teknik perencanaan partisipasif
yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam pelaksanaan siklus P2KP;

« Semua materi disampaikan dalam waktu yang sama padahal

seharusnya disampaikan secara bertahap dimulai dari materi yang
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mudah hingga materi yang sulit dan di sesuaikan dengan kemampuan
peserta;

e Para peserta adalah warga masyarakat yang sehari-harinya bekerja
sehingga waktu luang yang mereka miliki sangat terbatas, akibatnya

materi tidak dapat disampaikan secara maksimal sesuai dengan

gi ini sulit diterapkan

diberikan oleh

Kurang optimalnya pelatihan dan coaching tersebut disebabkan
rancangan dan pelaksanaanya yang tidak mengacu pada kebutuhan masyarakat
dalam memecahkan masalah. Padahal menurut Hickerson (1975:4), pelatihan
adalah pembelajaran yang dirancang untuk mengubah kinerja seseorang dalam
melakukan pekerjaan. Dengan demikian, tujuan pelatihan adalah untuk
mengatasi kesenjangan antara kinerja yang diharapkan dengan Kinerja yang
ada.

Dari pengertian tersebut, jelas sekali bahwa pelatihan bukan sekedar

memindahkan pengetahuan atau ketrampilan tertentu tetapi pelatihan harus
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dapat merubah perilaku dan meningkatkan Kkinerja seseorang dalam
memecahkan masalah yang dihadapi. Hal inilah yang tidak diterapkan pada
pelatihan dan coaching P2KP.

Selain itu, materi, waktu, dan frekwensi pelatihan dalam P2KP sudah

ditentukan oleh konsultan saja sehingga masyarakat tinggal mengikuti dan

menerima saja. Mekanisme tersebut tidak sejalamidengan pendapat Hickerson

6. pemantauan dan evaluasi.

Input lainnya dalam pelaksanaan P2KP adalah pendanaan atau
bantuan langsung masyarakat (BLM). Pada dasarnya, besar kecilnya nilai
dana BLM tidak memiliki pengaruh terhadap proses pelaksanaan program
karena dana tersebut hanya bersifat stimulan, hal yang lebih penting adalah
kemanfaatan dana tersebut dan mekanisme penyalurannya. Jumlah BLM
P2KP di kelurahan Tegalrejo cukup besar bila dibandingkan dengan bantuan-
bantuan sebelumnya dan secara umum pemanfaatannya dapat membantu

masyarakat untuk mewujudkan rencana kegiatan mereka. Mekanisme
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pencairan dana yang langsung ditransfer ke rekening BKM mengurangi

peluang terjadinya kebocoran dana ditingkat birokrasi maupun instansi lain

yang terlibat, seperti yang terjadi pada program-program sebelumnya.
Menurut Rendy R. Wrihatnolo (2006:6-7) mekanisme transfer

langsung ke rekening kolektif milik kelompok masyarakat merupakan pilihan

yang sampai sejau#ini dianggap paling baik damymempermudah akses warga

Akan tetapl, ad%ny etentus

menyebutkan b@peman i

untuk ekenom (%bsml %On

=

kebebasan untuk

Jenis input lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan
P2KP adalah penyediaan sarana dan prasarana kegiatan. Dalam hal ini, selain
fasilitas kegiatan pemerintah kelurahan Tegalrejo juga memberikan dukungan
sarana kegiatan P2KP berupa tempat pertemuan namun karena gedung bale
kelurahan yang kecil dan sempit maka fasilitasi untuk sekretariat BKM tidak
bisa di sediakan sehingga untuk sementara ini sekretariat BKM bertempat di
satu ruang rumah warga yang disewa dengan ukuran 4m X 5m . Dengan
adanya sekretariat ini, BKM dapat menjalankan fungsi pelayanan bagi

masyarakat.
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Selain dari pemerintah Kelurahan, konsultan juga memberikan
prasarana penunjang seperti media sosialisasi, buku-buku Standard Operating
Procedure (SOP) kegiatan persiklus, media Bantu (format-format tertulis) dan
aturan-aturan pembukuan. Berbagai prasarana tersebut secara umum

memudahkan pelaksanaan dilapangan. Akan tetapi juga terdapat beberapa

kelemahan sepertigibentuk media bantu atau format-format tertulis, aturan-

mengacu pada p asalah oleh  masyarakat.
Ketidaksesuaian input  tersebut menyebabkan kurang optimalnya
pengembangan kapasitas masyarakat sehingga mempengaruhi pelaksanaan
kegiatan dan capaian pelaksanaan P2KP itu sendiri.

Hubungan antara Factor Context, Input dan Product terhadap Process

Pelaksanaan Siklus P2KP di kelurahan Tegalrejo kecamatan Argomulyo kota

Salatiga dapat pahami lebih singkat melalui Tabel 4.25 berikut ini :
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Tabel : 4.25
Matrik Hubungan Factor Context, Input dan Product terhadap
Process Pelaksanaan Siklus P2KP
Di Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga

No

PROCESS PELAKSANAAN SIKLUS

ASPEK POKP

Context

a. Karakteristik Geografis

» Aktifitas masyarakat sebagai petani tanah

Tegalrej i ' prajurit  Kkerajaan
: pa Kyai Shufi, melihat
memberikan semangat
positif serta tidak mudah
adal'keadaan, hal ini ditunjukan
h* “sgbagian masyarakat yang terus
bertahan dan mengolah tanah pertanian di
kelurahan Tegalrejo walaupun angkatan
muda banyak yang mulai meninggalkan.

c. Kondisi Sosial » Aktifitas  masyarakat  sebagai  buruh,

Ekonomi Masyarakat. pedagang dan pelaku industri rumah tangga
sebagai alternatif kegiatan ekonomi dan
sekaligus sebagai media hubungan sosial
masyarakat menjadi memudahkan
pelaksanaan siklus P2KP.

d. Kondisi Sosial Budaya | e Ikatan sosial yang terpelihara melalui
kelompok arisan, pertemuan RT/RW,
hajatan, gotong royong, dan Kkegiatan
keagamaan merupakan nilai positif yang
mendukung kualitas pelaksanaan siklus
P2KP

» Sebagian masyarakat sudah mulai muncul
sifat  individualisme yang berdampak
negative terhadap kualitas pelaksanaan siklus
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No

ASPEK

PROCESS PELAKSANAAN SIKLUS
P2KP

P2KP.

e. Potensi dan Sarana
Prasarana Fasilitas
Umum

e Walaupun kelurahan Tegalrejo tidak berada
di pusat kota Salatiga tetapai jaringan jalan
dan jembatan sudah cukup baik sampai ke
perkampungan yang paling jauh, hal ini
cukup mendukung dan mendorong partisipasi

asyarakat dalam kegiatan siklus P2KP.

« Saranasdansprasarana lain seperti pendidikan
dan  kesehatany sudah baik dan cukup

et an fasilitas pelayanannya kepada
nasyarakat, se€ara tidak langsung hal ini
cankenyamanan dan ketentraman

‘mendorong pada rasa ikut

Inp

—

a. Pe wo,ﬁ 1l
Kapasitas M r kat.

enyediﬁ saranaiprasarana seperti

amping? u pahduan, dan biaya
ihan sudah=dipersiapkan dengan baik,
pemanduf” pendamping yang kurang
inkapasitas, buku panduan yang

: =;~ naktu, biaya pelatihan
dal jai dengan kebutuhan

berdampak® / pada  tidak optimalnya

pela 5anaa pelatihan/  pengembangan
capasl

b. Dana BLM P2KP

s Dana BLM vyang disediakan sebagai alat
belajar dalam menyelesaikan persoalan
kemiskinan dipahami sebagai tujuan akhir
dari pelaksanaan siklus P2KP.

« Dana BLM yang seharusnya menjadi alat
untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang
didalamnya mengandung makna
pembelajaran (demokrasi, partisipasi,
transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi,
kejujuran, keadilan, keikhlasan, kepedulian)
untuk menuju kemandirian tidak berjalan
dengan baik.

¢. Pendamping
Masyarakat

= Pendamping masyarakat sangat berarti
terhadap keberhasilan proses pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat termasuk dalam
pelaksanaan siklus P2KP.

» Keberadaan pendamping masyarakat/

fasilitator yang belum memiliki pengalaman
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No

PROCESS PELAKSANAAN SIKLUS

ASPEK POKP

(fress graduate), roling tempat penugasan,
fasilitator yang tidak tinggal ditempat tugas
berdampak pada intensitas dan kualitas
pendampingan pelaksanaan siklus P2KP
yang tidak maksimal.

d. Sarana dan Prasarana e Buku pedoman, modul pelatihan, Standart
yang Mendukung O eraS|onaI Prosedur (SOP) tidak
Pelaksanaan Program : tepat waktu dan kurang

3 Product
Terbang er Wijayakusuma beserta
Kelembagaan e sdenga i PL, UPS, UPK) dan
Penanggulan g~“masih, dipercaya oleh
Kemi ra agalrejo dan masih
Wija jungsinya sampai

dukungan input dan
lam pelaksanaan

Terususunya dataT%e Se.. k dihasilkan melalui
kemlskln ) kelu i j endalam  bersama
: ' : warga miskin secara

yang didapatkan adalah : data
- Jan masalah Sosial, Ekonomi dan
Llngkungan (SEL), data warga miskin
lengkap dengan permasalahan yang dihadapi,
serta data-data harapan masyarakat dalam
rangka peningkatan kualitas hidupnya.

Terusunnya Perencanaan | » Alternatif gagasan dan kegiatan untuk

Penanggulangan menyelesaikan persoalan kemiskinan yang
Kemiskinan (PJM dihadapi  dirumuskan dalam kegiatan-
Pronangkis) kelurahan kegiatan dan program yang dituangkan
Tegalrejo. dalam  dokumen  Perencanaan  Jangka

Menegah Program Penanggulangan

Kemiskinan (PJM  Pronangkis) selama
periode 3 tahun.

= Dokumen PJM Pronangkis yang sesuai
dengan kebutuhan dan harapan masyarakat
kelurahan Tegalrejo karena disusun bersama
masyarakat secara partisipatif, melalui proses
pemberdayaan masyarakat.
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No ASPEK PROCESS PELAKSANAAN SIKLUS
P2KP
Outcome
1 Dari produk utama yang dihasilkan berupa lembaga penanggulangan

kemiskinan atau BKM, database kemiskinan, dan dokumen PJM
Pronangkis sebagai modal awal untuk melakukan upaya penanggulangan
kemiskinan secara perlahan mendapatkan tempat dihati masyarakat
kelurahan Tegalrejo. Kemitraan dengan beberapa pihak memberikan bukti
sebagai dampak dari perjuanga BKM Wijayakusuma yang didukung oleh

oleh sebagian
Jar bagi masyarakat

4

Berdasarkan pembahasan kesesuaian antar faktor yang telah peneliti
sampaiakan di atas, maka kekuatan dan kelemahan pelaksanaan siklus P2KP
sebagai  proses pendidikan kritis di kelurahan Tegalrejo kecamatan

Argomulyo kota Salatiga dapat diidentifikasi dalam matriks berikut ini:
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Matriks Kekuatan dan Kelemahan Pelaksanan Siklus P2KP
di Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga
Meliputi ; Factor Context, Input, Process dan Product

Kekuatan dan

kelemahan
Faktor Kekuatan Kelemahan
evaluasi ] _
Latar belakang jtensi lahan pertanian emanfaatan  lahan  tidak
dan kebutuhan erupa tanah al al karena terbatasnya
masyarakat ahg | iﬂ” ahuan dan kemampuan
(context) D i 1. maupun  produksi
Kelurahan
sanaan sesial  masyarakat
mum masih
terpelihara demgan baik namun
en kota
pada sifat
e dimasyarakat
merusak ikatan
elurahan yang banyak
siunan memberikan kesan
tai dan kurang semangat
pagi warga yang  non
pensiunan.
Jenis dan |+ Adanya pelatihan bagi Pelatihan tidak dilaksanakan
kualitas  input relawan, BKM, UP-UP sesuai dengan alokasi waktu,
dalam dan coaching setiap materi lebih banyak tentang
pelaksanaan siklus atau  tahapan konsep dan filosofi P2KP
P2KP (input) siklus P2KP. sedangkan materi ketrampilan
Pendanaan BLM senilai fasilitasi dan teknik-teknik
Rp. 100 juta untuk partisipasi sangat kurang.
mendukung Pemandu/ fasilitator kurang
pembelajaran BLM menguasai materi dan kurang
Tridaya. bisa menyampaikan materi
Adanya sarana  dan dengan baik.
prasarana yang Buku-buku petunjuk teknik,
menunjang pelaksanaan format-format administrasi
P2KP  seperti  buku yang sulit dipahami dan sering

petunjuk teknis, buku-
buku administrasi dan
keuangan sekretaris / UP

turun terlambat, tidak sesuai
dengan kebutuhan masyarakat
dalam memecahkan masalah.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pP2KP

Pelaksanaan  siklus P2KP
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Kekuatan dan
kelemahan
Faktor Kekuatan Kelemahan
evaluasi
kegiatan P2KP didukung oleh struktur sebagai proses pembelajaran
(process) organisasi pelaksana kritis yang harus dijalankan
yang melibatkan peran terus-menerus dan melembaga
pemerintah,  konsultan di masyarakat dengan harapan
dan masyaraka perubahan perilaku terjadi dan
« Beatuk™RKegiatan siklG an membawa perubahan
P2KP sebagai proses kesejahteraan masyarakat
embe ajar @ beldm,  ~ dipahami  secara
cermit ptimal difusi inovasi) tidak
prog \ I{’@rjalanl car.
: dilakukan need
mentidengan baik dalam
pe -;-,:*- pan program,
lingkatan kemampuan
. an  yang tidak optimal
memfasilitasi  siklus
Jingga tidak dapat
elakuka kajian  secara
(hanya difokuskan
pada kebutuhan data sesuai
d _ ; proses fofmat yang disediakan)

N 8 ’ N .
pengarmbila keputusan,4'e WPartisipasi masyarakat masih
hingga méant kan pada  tataran  fungsional.
hasil-hasil yang dicapai Artinya partisipasi sebagai alat
dari kegiatan. untuk mencapai tujuan proyek

oleh konsultan atau dapat
dikatakan partisipasi masih

bersifat mobilisasi.
Capaian e Munculnya relawan | = Relawan banyak yang mundur
pelaksanaan masyarakat yang dan tidak aktif karena merasa
P2KP (product) memfasilitasi proses jenuh dan terjadi dismotivasi.
pelaksanaan siklus |« Data dan profil kelurahan
P2KP dalam tidak dimanfaatkan secara
penyelesaian optimal dan tidak dipelihara
permasalahan dengan baik sehingga tidak
kemiskinan. memberikan manfaat yang

e Tersedianya data-data maksimal.

dan informasi  profil [e Dokumen PJM Pronangkis
kelurahan yang cukup yang dihasilkan lebih
lengkap. berorientasi pada anggaran
e Terbentuknya lembaga (BLM P2KP) daripada sebagai
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Kekuatan dan
kelemahan
Faktor Kekuatan Kelemahan
evaluasi

yaitu : BKM perencanaan strategis
"Wijayakusuma®  yang penanggulangan kemiskinan

mampu menjadi motor | ¢ BKM belum bisa menjadi
penggerak motor penggerak
penanggulangan pemberdayaan yang maksimal
kemiskinan. itataran akar rumput karena
ersusunnya  dokume i belum mendapat
i i n yang optimal dari
ponen masyarakat.
dibentuk secara

BLM sehingga
dpuh dan mudah

PS / UPK belum

melakukan

ingan KSM
asi penyusunan
kegiatan dan

ajemen usaha)

Sumber : Hasil peneli
Tegalrejo.

Y

4. Keterbatasan penelitian
Pada hasil penelitian dan analisis data tersebut diatas tentunya masih
terdapat kekurangan-kekurangan akibat keterbatasan penelitian sehingga
perlu disempurnakan dan dikembangkan dalam penelitian yang lebih lanjut.
Beberapa keterbatasan dalam penulisan ini antara lain:
1. Pelaksanaan siklus P2KP sebagai proses pendidikan Kkritis yang
digambarkan bertumpu pada implementasi siklus P2KP vyang terjadi

sebelum dan pada saat penelitian berlangsung dan tidak menggunakan
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laporan resmi P2KP sebagai pembanding karena terbatasnya ketersediaan
data sekunder tentang laporan tersebut.

. Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal, dengan demikian
penjelasannya hanya berlaku dalam konteks waktu, tempat dan pelaku-

pelaku tertentu saja. Ada baiknya pada penelitian mendatang

menggunakan tuk kasus ganda sehingga®dapat lebih menggambarkan

@,

keberagam
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BABV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

di Kelurahan

mewarnai @

kredit dan belum optimalnya fungsi kelembagaan ekonomi dan sosial yang
ada di kelurahan. Yang tidak kalah penting adalah pola pikir terhadap hak-
hak dan tanggungjawabnya dalam proses pembangunan. Disisi lain
individualisme yang merupakan ciri masyarakat perkotaan sudah mulai
menguat yang pada akhirnya memberikan andil terhadap kualitas
partisipasi dalam proses pendidikan kritis.

2. Masukan/ input dalam pelaksanaan siklus P2KP, baik strategi dan
mekanismenya. Pengembangan kapasitas yang berupa pelatihan dan

coaching tidak konsisten dijalankan sesuai dengan yang seharusnya/ sesuai
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(SOP), ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan seperti buku
pedoman, modul pelatihan, SOP tidak disampaikan tepat waktu dan
kurang mengacu pada pemenuhan pemecahan masalah di masyarakat.
Keberadaan pendamping/ fasilitator yang belum/tidak memiliki kapasitas

yang cukup, roling tempat tugas, dan kurang fokusnhya pendampingan

pemberdayaan gffasyarakat oleh fasilitato dampak pada proses dan
hasil pelaks

dipahami sebagai

tujuan khir‘§ ( o L kriti Q kan proses difusi
S

kebutuhan diha nasye karena P2KP lebih
masalah  yang *m a. hadapi-, P tersebut dibangun melalui
pengembangan kesadaran masyarakat tentang diri dan lingkungannya
(kesadaran kritis) menuju peningkatan kapasitas dan pengembangan
kelembagaan dalam rangkaian siklus P2KP yang mencerminkan proses
pendidikan kritis di masyarakat dalam daur pembangunan partisipatif.
Siklus P2KP terdiri dari: refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya,
pembangunan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), penyusunan
perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan (PJM
Pronangkis), dan pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

untuk melakukan kegiatan tridaya secara berkelanjutan. Rangkaian
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kegiatan pembelajaran kritis dalam siklus P2KP belum dipahami
sepenuhnya oleh sebagian besar masyarakat baik yang terlibat langsung
maupun tidak langsung sebagai proses penyadaran dan perubahan
perilaku. Semua proses pelaksanaan siklus yang penuh dengan makna

pembelajaran dan penyadaran dilewati begitu saja tanpa bekas, terkesan

selanjutnyagse ang“dipahami sebagai tujuan
akhir kegiatan. Di ain prose 12 i berjalan cukup baik
3 seb@masyar

tersebut meliputi : keberadaan relawan masyarakat, tersusunya dokumen

PJM Pronangkis, terjadinya peningkatan kemampuan masyarakat dalam
identifikasi, perencanaan dan penyelesaian masalah kemiskinan melalui
pengembangan  kapasitas  masyarakat, terlaksananya  sebagian
permasalahan kemiskinan (kegiatan tridaya), terjadinya perubahan pola
pikir dan perilaku sebagian masyarakat tentang cara pandang dan cara
penyelesaian kemiskinan melalui kepedulian, gerakan bersama untuk
berbuat baik dan murni. Namun demikian, capaian program pelaksanaan

P2KP belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat Kelurahan
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Tegalrejo. Beberapa kekurangan dalam capaian pelaksanaan P2KP
tersebut antara lain: (a) Kegiatan Siklus P2KP masih dilaksanakan sebagai
proses yang berorientasi pada BLM dan belum dilakukan secara sadar
sebagai kebutuhan dalam proses perencanaan pembangunan, (b)

perencanaan yang tersusun dalam PJM Pronangkis masih berorientasi pada

dalam penanggulangan
erbuka tetapi dalam

semua bisa

input, process dan product, karena keempat faktor tersebut merupakan
komponen program yang saling mempengaruhi dan saling menentukan
dalam pelaksanaan P2KP. Kualitas pelaksanaan siklus P2KP ini tidak
terlepas dari latar belakang dan kebutuhan masyarakat (faktor context)
yaitu sejarah kelurahan Tegalrejo karakteristik geografis dan sosial
budaya, eksistensi lembaga dan pengalaman kegagalan program masa lalu.
Kualitas pelaksanaan siklus P2KP juga dipengaruhi oleh kualitas jenis dan
input  (faktor input) yaitu pengembangan kapasitas pelaku,

pendamping/fasilitator, dana BLM, dan sarana prasarana pendukung
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lainnya. Hasil pelaksanaan siklus P2KP akan sangat dipengaruhi oleh
kualitas pelaksanaan siklus P2KP itu sendiri yang merupakan
pengejawantahan dari daur program pembangunan partisipatif. Dari
analisa keterkaitan antar factor ini memudahkan bagi peneliti dalam

mencermati kekuatan dan kelemahan dari masing-masing factor sebagai

diambil tindakan untuk

tidak atau belum berjalan maksimal karena kekuatan mendudkung
berjalannya kegiatan dengan baik maupun kelemahan yang berupa kendala
dan hambatan yang dihadapi mulai dari factor context, input, procces, dan

product.

Implikasi

1.

Implikasi Teoritis
a) Belum optimalnya capaian pelaksanaan siklus P2KP sebagai proses

pembelajaran kritis masyarakat salah satunya disebabkan oleh



b)

259

persiapan program yang kurang matang karena need assessment yang
dilaksanakan belum optimal, hal ini terjadi karena jumlah SDM
dengan wilayah dampingan serta kerangka waktu yang tidak seimbang
sehingga dalam menentukan jenis program yang sesuai dengan

karakteristik dan kebutuhan masyarakat masih belum tepat. Dengan

demikian ara teoritis dalam konsepw P2KP perlu ditingkatkan

kualita : iapang,program. Pentingnya

perubahan dapat memahami_Kkarakferi dan kebutuhan masyarakat
secara utuh. Proses ini harus melibatkan aparat pemerintah
desa/kelurahan, komunitas lokal sehingga program tersebut mampu
memperoleh legitimasi kelompok sasaran.

Konsep P2KP menitikberatkan pada proses pemberdayaan masyarakat
melalui pembangunan kapasitas dan pengembangan kelembagaan
masyarakat. Salah satu upaya untuk mengembangkan kapasitas dalam
P2KP dilakukan melalui pelatihan, coaching dan pelaksanaan siklus
sebagai proses penyadaran/pembelajaran kritis masyarakat. Namun

dalam implementasinya upaya tersebut belum berjalan efektif karena
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tidak mengacu pada kebutuhan masyarakat dalam memecahkan
masalah. Menurut Hickerson (1975:4) pelatihan adalah pembelajaran
yang dirancang untuk mengubah kinerja seseorang dalam melakukan
pekerjaan. Oleh karena itu dia menyatakan bahwa ada enam fase yang

harus dilakukan dalam pelatihan yaitu analisis jabatan, pengambilan

mendisain pelatihan,

identifi @kebu han pelatihan, (3)

pelaksanaan kegiatan .

Salah satu langkah intervensi dalam pemberdayaan masyarakat adalah
pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok. Dalam konsepnya
P2KP juga menggunakan pendekatan kelompok. Pendekatan ini
diyakini menjadi sarana yang cukup efektif untuk mempercepat
pengembangan dan penguatan kapasitas masyarakat daripada
pendekatan individual. Namun demikian proses pembangunan KSM
dalam pelaksanaan yang cenderung diarahkan hanya untuk mengakses

BLM, membuat ikatan dalam kelompok rapuh sehingga tidak terjadi



b)

pende W(ﬂ% ai sehagai
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proses saling belajar di KSM. Bambang Ismawan dalam Hagul (1985
:10) mengemukakan bahwa upaya pengembangan potensi perlu
dilakukan dalam wadah KSM yang hidup sedemikian rupa sehingga
interaksi diantara individu merupakan proses saling asah, asih, asuh.

Dengan demikian pendekatan kelompok dalam P2KP perlu didukung

dengan tentang pendampingan kelompok sehingga

kegiatan membentuk

[erutama ketika ~ melakukan
identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat.
Tahapan siklus P2KP dilakukan dalam kerangka waktu yang relatif
singkat berimplikasi terhadap kurangnya pemahaman masyarakat
terhadap siklus P2KP sebagai proses pembelajaran kritis (penyadaran
dan perubahan perilaku) di masyarakat yang harus dilakukan terus-
menerus dalam proses aksi-refleksi-aksi.
Pelatihan dan coaching yang tidak dilaksanakan sesuai jadwal dan
kebutuhan masyarakat untuk memecahkan masalah juga berimplikasi

pada terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan relawan dalam
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menerapkan teknik-teknik perencanaan partisipatif, untuk memandu
masyarakat mengidentifikasi masalah, potensi dan kebutuhan melalui
siklus refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya sehingga hasilnya

kurang optimal.

Tidak optimalnya hasil refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya

9)

administrasi dan pembukuan berimplikasi pada rendahnya kemampuan
UPK dalam mendampingi dan memotivasi KSM, sehingga
perkembangan dan aktivitas KSM tidak terpantau dan terkawal dengan
baik termasuk efektivitas pemanfaatan dana berbeda dengan proposal
yang dibuat.

Mekanisme monitoring dan evaluasi cenderung dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan informasi data bagi pihak luar (kosultan, pemda
dan lainnya) bukan untuk kepentingan masyarakat, berimplikasi pada

tidak diketahuinya kelemahan-kelemahan program oleh pelaku
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utamanya yaitu masyarakat kelurahan Tegalrejo sehingga tidak bisa
segera dilakukan upaya-upaya perbaikan, hal ini tentu saja

bertentangan dengan tujuan monitoring dan evaluasi itu sendiri.

C. Rekomendasi

Berdasarkan

menunjukkan ae anﬁﬁma laksanaan P2KP di
kelurahan galrej__o, amatan Atg ta Salatiga, maka peneliti

mengembg gka@wndas bagi

seimbang dan tidak mengarah pada pencapaian tujuan. Rancangan-

rancangan program yang menggunakan kerangka pikir CIPP juga akan
memudahkan dalam melakukan evaluasi sehingga dapat segera diambil
tindakan untuk memperbaikinya.

b) Memahami context sasaran program secara utuh yang antara lain meliputi :
karakteristik geografis, kondisi sosial budaya, potensi sarana dan prasarana
wilayah yang kesemuanya itu akan mempengaruhi kebutuhan masyarakat.
Pemahaman ini dapat dilakukan melalui proses need assessment yang

baik dan tidak kehilangan tujuan utamanya sebagai persiapan program.
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Dengan demikian fasilitator/ agen perubahan akan mudah dalam
memfasilitasi masyarakat pada saat proses identifikasi masalah.
Identifikasi masalah yang tepat akan berpengaruh terhadap perencanaan
dan pelaksanaan program yang mengacu pada kebutuhan masyarakat.

¢) Hal yang harus diingat oleh perancang program adalah bahwa input tidak

ketentuan-ketentuan yang pada akhirnya need assessment tidak mampu

menggali data secara riil, untuk menentukan materi-materi pelatihan
dan coaching yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

e Melaksanakan pelatihan dan coaching sesuai alokasi waktu, agar
materi bisa dipahami secara utuh oleh peserta.

» Pelatihan UPK tidak hanya difokuskan pada aspek administrasi dan
pembukuan saja tetapi juga dalam hal pengembangan dan

pemeliharaan keberlangsungan KSM.
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Memperkuat kapasitas pemandu, sehingga para pemandu mempunyai
kemampuan yang cukup baik (materi dan teknik memandu).

Pemberian buku-buku petunjuk teknis dan Stadart Operasional
Prosedur (SOP) secara tepat waktu dan tepat kebutuhan serta

konsisten, khususnya dalam menyusun aturan administrasi dan

asi dalam memberikan

kalah penting untuk

kewenangan yang cukup untuk menyederhanakan format tersebut

tanpa mengurangi substansi yang ada.

d) Dalam pelaksanaan kegiatan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh

perancang program antara lain:

Pada pembagian tata peran dalam struktur organisasi pelaksana.
Hendaknya KMP memberikan kewenangan yang lebih luas kepada
KMW untuk mengoperasikan pedoman dan aturan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan karakteristik wilayah kerja KMW, dengan
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demikian setiap pelaksanaan kegiatan tidak perlu menunggu petunjuk
teknis dari KMP sehingga kegiatan dapat berjalan lancar.

e Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan latar belakang dan
kebutuhan masyarakat, khususnya kebiasaan pemanfaatan waktu dan

kultur masyarakat sehingga semua unsur dapat dilibatkan baik laki-

jga partis'%i masyarakat tidak hanya

i tujdam proyek saja. Hal ini bisa

kelompok barl tétag il ititik “beratkan pada optimalisasi
kelompok-kelompok yang ada dimasyarakat seperti kelompok arisan,
dasawisma atau kelompok lain yang sudah memiliki ikatan pemersatu

yang cukup Kkuat.

e) Merancang evaluasi program secara partisipatif berdasarkan factor-faktor

f)

context, input, process dan product, karena mereka yang mengalami dan
merasakan sehingga bisa memberikan penilaian apakah program tersebut
bermanfaat bagi mereka atau tidak.

Rancangan program yang mengacu pada factor-faktor context, process,

input, dan product akan berhasil apabila para pelaku dilapangan terutama
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tenaga pendamping masyarakat memiliki kepekaan terhadap masalah dan
kebutuhan masyarakat, menguasai teknik-teknik perencanaan partisipatif,
memiliki kemampuan analisis permasalahan memiliki kemampuan

komunikasi yang baik dan komitmen yang tinggi.




